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PENDAHULUAN 


A. Latar Belakang 


unia tanpa kontroversi adalah dunia yang tenang namun juga jenuh 

dan menjemukan.' Ungkapan Mary E. William ini menggambar 
sebuah dilema sosial, homogenitas pada satu sisi memunculkan 
kebersamaan, kesepahaman dan perasaan nyaman, namun pada sisi lain 
telah menggiring kehidupan pada kondisi stagnan tanpa riak yang jauh 
dari dinamika sosial, sementara heterogenitas memicu konflik namun 
mewadahi pembentukan dialektika sosial. Sayangnya kenyamanan 
cenderung menjadi pilihan dalam kehidupan sosial-politik. 


Pasca pemberlakukan UU No. 22/199 tentang otonomi daerah, 
penguatan politik identitas telah merembesi bahkan membasahi 
kehidupan sosial-politik yang katanya menghargai keragaman, pluralitas 
dan berbhineka tunggal ika. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun 
nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing” 
Otonomi daerah pasca reformasi jelas sekali telah membawa penguatan 
ego kedaerahan atau primor-dialisme, sebagai bentuk kelegaan terhadap 
sistem yang selama ini mengekang dan sentralistik. Politik identitas 


1 MaryE. Williams (Ed.), Racism (San Diego: Greenhaven Press, 2004), 10. 


2  Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam Jurnal Studi Pemerintah, 
Vol. 3, No. 1 februari, 2014: 109-126, 110. 


3 Politik identitas pertamakali dijelaskan oleh LA. Kauffman berdasarkan pelacakan terhadap anti 
kekerasan dalam gerakan mahasiswa The Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) 
yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat awal 1060-an. LA. Kauffman, “The Anti- 
Poltics of Identities” dalam Socialist Review, No. 1 Vol. 20 (Jan-March, 1990), 67-80. 


yang irrasional, kontraproduktif dan berbasis pada sentimen etnis telah 
mengental dan menjadi pilihan “rasional” dalam politik lokal. 


Penggunaan identitas etnis ini jika ditinjau dalam perspektif 
sosiologis merupakan sebuah kewajaran, sama lumrahnya dengan 
penggunaan simbol identitas keagamaan dalam proses sosial. Namun 
pada sisi lain mengindikasikan adanya penolakan terhadap faham-faham 
besar antroposentrik-universal dalam bentuk liberalisasi, pluralisme, 
multikulturalisme dan kosmopoli-tanisme, yang akan dilihat sebagai 
ancaman terhadap penguatan identitas lokal. Selain itu, penggunaan 
identitas etnis ataupun identitas lainnya jika ditinjau dari teori melting 
pot? menunjukkan adanya masalah asimilasi budaya dalam sebuah 
komunitas budaya yang plural, karena itu Alberto Bisin dan Thierry 
Verdier dalam sebuah karya bareng mereka (Beyond the Melting Pot: 
Cultural Transmission, Marringe, and the Evolustion of Ethic and 
Religious Traits) mengungkatkan bahwa efektivitas sosialisasi agama 
dan etnis ditandai oleh interaksi sosial yang secara langsung diusahakan 
dalam rangka terciptanya asimilasi." 


Artinya terdapat dua sisi politik identitas yang perlu dicermati. 
Apakah politik identitas senantiasa berdampak negatif atau sesungguhnya 
memiliki nilai positif yang perlu terus dipertahankan? Menjawab 
pertanyaan ini beberapa pakar menghubungkan politik identitas dengan 
berbagai kasus dan tujuan yang akan menjadi barometer. 


Akhil Gupta dan James Ferguson mengemukakan penting-nya 
multikulturalisme dalam kehidupan sosial berbangsa hingga skala 
lokalitas yang lebih kecil.” Pandangan ini mengindikasikan penolakan 
terhadap politik identitas yang dapat berdampak pada perpecahan. 


4 Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik (Jakarta: Kemitraaan, 2005), 
139. 


5  Melting Pot adalah metafora yang digunakan untuk mengungkapkan masyarakat heterogen 
yang semakin homogen, di mana elemen yang berbeda “melebur menjadi satu” sebagai suatu 
kesamaan budaya yang harmonis. 


S6 Alberto Bisin & Thierry Verdier, “Beyond the Melting Pot: Cultural Transmission, Marriage, and 
the Evolustion of Ethic and Religious Traits”, dalam The Ouarterly Journal of Economics, August 
2000: 955-988, 957. 


7. Akhil Gupta & James Ferguson, “Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference” 
dalam Cultural Antropology, Vol. 7, No. 1 1992: 6-23,di akses dari http://www.jstor.org/ 
stable/656518. tanggal 8 Maret 2016: 6-23. 
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Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith, juga menyokong 
pandangan ini saat menyuarakan upaya untuk melampaui politik 
identitas. Menurut ketiganya, politik identitas lebih merupakan proses 
menjadi ketimbang bawaan, ia dibentuk oleh interaksi antara individu 
dengan yang lain dalam iklim persaingan yang sesungguhnya dapat 
diterima ataupun ditolak oleh individu. Persaingan dalam klaim sosial 
antar kelompok individu ini lebih jauh melahirkan resistensi identitas 
dengan berbagai wacana autoritas yang mengelilinginya dalam berbagai 
aspek kehidupan baik sosial, ekonomi dan tentu saja politik. Hasilnya 
adalah lahir pertentangan antar indentitas yang merasa berhak atas hak- 
hak istimewa. Artinya politik identitas senyatanya lahir dari kondisi 
sosial tertentu yang dapat berujung pada Rasisme,$ dan karena itu mesti 
ditolak untuk menghasilkan tatanan sosial yang baik. 


Martin Lukito Sinaga dalam tanggapannya terhadap panda-ngan 
Syafi'i Ma'arif juga menunjukkan pentingnya upaya untuk melampaui 
politik identitas dengan mengajukan proses dinamika identitas yang 
lebih luas dan terbuka. Kekerasan dalam segala bentuknya termasuk 
hegemoni mesti dihindari sampai muncul kerelaan untuk memperkaya 
diri dengan wacana di luar diri dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam 
proses inilah kemudian diharapkan terjadi proses pengayaan identitas 
dengan berbagai wacana sosial mutakhir.” 


Pada sisi lain, Tufyal Choudhury dalam sebuah proyek penelitian 
yang ia lakukan sejak tahun 1990-an dan terus berlangsung saat ini, 
menyatakan urgensi identitas dalam meningkatkan solidaritas komunitas, 
seperti yang terdapat di kalangan Muslim. Selain itu, bagi Choudhury, 


8 Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics 
of Authenticity”, dalam dalam Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith (Eds.), The 
Politics of Identity: Emergeing Indigeneity (Sydney: UTSePress, 2013), 5-6. Bagi Meryem Ayan, 
sebagai sebuah faham, Rasisme memiliki pandangan minor atau buruk terhadap ras lainnya, 
manifestasinya tampak dalam pandangan negatif satu kelompok terhadap kelompok lain. Pada 
kasus rasial kulit hitam dan putih di Amerika misalnya kulit putih telah mentransformasi kulit 
hitam dalam berbagai gambaran “jahat” sementara kulit hitan juga melihat kulit putih sebagai 
refresentasi haus kekuasaan dan kekuatan penindas. Lihat Meryem Ayan, “The Cultural Logic of 
Racism in Richard Wright's Native Son”, dalam African Journal of History and Culture, Vol. 3 (9), 
December 2011: 135-139, 136. 


2? Martin Lukito Sinaga, “Melangkaui Politik Identitas, Menghidupkan Dinamika Identitas, dalam 
Syafi'i Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita (Jakarta: Democracy Project, 
2012),41. 
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politik identitas juga dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan 
internal sebuah komunitas yang akan menyokong lahirnya integrasi.!" 
Pandangan ini secara implisit mendapat dukungan dari Ahmad Syafi'i 
Ma'arif yang memposisikan politik identitas dalam kaitan luas dengan 
masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal 
oleh sebagian elit dengan mengatasnamakan keadilan.H Fenomena 
global yang dalam batasan tertentu dapat mengambil bentuk ekstrem 
dalam gagasan sparatisme ini bahkan menurut Ma'arif walaupun 
cukup mengganggu namun tidak cukup berbahaya terhadap keutuhan 
bangsa ketika tetap diba-rengi dengan pemahaman kesatuan dan lepas 
dari politik tuna-moral dan tuna-visi.? Pandangan ini tentu saja tetap 
memiliki rasionalitasnya sendiri dan karenanya tetap perlu diapresiasi, 
walaupun tidak diterima semua kalangan. 


Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana pertentangan di atas 
mesti disikapi? Belajar dari sejarah Islam, tampak bahwa politik identitas 
yang berujung pada Rasisme telah membawa penguatan ego kelompok 
dan ketertutupan, yang jika dibiarkan akan berdampak pada pemudaran 
nilai-nilai kosmopolitanisme Islam. Manifestasi Kosmopolitanisme 
Islam terlihat nyata dalam peri kehidupan Nabi dan para sahabat. Para 
pengikut Nabi diingatkan untuk selalu menyadari pentingnya kesatuan 
kemanu-siaan dalam membentuk budaya kosmopolit, yaitu sebuah pola 
budaya yang konsep-konsep dasarnya mencakup, meliputi dan diambil 
dari berbagai budaya yang saling memperkaya. 


Wujud nyata dari Kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase 
sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format 
non-material (konsep pemikiran), maupun yang material (seni arsitektur 
dan sebagainya). Pada masa awal Islam, Rasulullah berkhutbah hanya 
dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian, ketika kuantitas kaum 
muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah seorang tukang kayu 
Romawi untuk membuat sebuah mimbar dengan tiga tingkatan yang 


10 Tufyal Choudhury, The Role of Muslim Identity Polititics in Radicalisation (a Study in Progress) 
(London: Departement Communities and Local Government , 2007), 4. 


H Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, 3. 
12 Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, 9-17. 


3  Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah 
Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Paramadina, 2005), 442. 
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dipakai sebagai mimbar khutbah Jumat dan kegiatan-kegiatan lainnya 
yang berhubungan. Selanjutnya dalam perang Ahzab, Rasulllah juga 
menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit (khandag) 
di sekitar Madinah, padahal metode ini adalah salah satu pertahanan 
ala Persia. Namun Rasul menerima dan mengagumi saran tersebut 
serta melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan: “Ini metode 
Mayjusi, kita tidak memakainya!”. Para sahabat juga meniru manajemen 
administrasi dan keuangan dari Persi, Romawi dan lainnya, mereka 
tidak berkeberatan selama menciptakan kemashlahatan atau kebaikan 
dan tidak bertentangan dengan nash al-Our'an yang merupakan ajaran 
utama Islam. Sistem pajak zaman itu juga diadopsi dari sistem pajak 
Persia sedang sistem perkantoran (diwin) atau manajemen berasal dari 
Romawi.4 


Demikian juga pada masa selanjutnya, umat Islam menerima secara 
terbuka pengaruh filsafat Yunani dan budaya Yunani (hellenisme) yang 
menampakkan diri dan mewarnai berbagai sendi kehidupan umat Islam. 
Budaya Yunani, sebagaimana budaya Persia amat besar sahamnya dalam 
pengembangan budaya Islam. Jika dinasti Umawiyah di Damaskus 
menggunakan sistem administratif dan birokratif Byzanttum dalam 
menjalankan pemerintahannya, dinasti Abbasiyah di Baghdad meminjam 
sistem Persia. Selain itu, dalam pemikiran, tidak sedikit pengaruh- 
pengaruh Persianisme atau Aryanisme (Iranisme) yang masuk ke dalam 
sistem Islam. Hal ini terlihat jelas dalam buku al-Ghazali Nashihatal- 
Mulk, SiyasatNamah (pedoman pemerintahan) yang juga banyak 
menggunakan bahan-bahan pemikiran Persia. 


Selain itu, jika ditelisik, kebudayaan Islam ternyata mengan-dung 
bias Arabisme dan akulturasi timbal-balik dengan budaya lokal di mana 
komunitas Islam hidup. Menurut Muhammad Imarah, hal ini dapat 
terjadi karena budaya Islam dikembangkan dalam karakteristik universal, 
yang menyebabkan budaya Islam mampu menembus batas wilayah 
negeri kelahiran awalnya.!S Pada sisi inilah keterbukaan Islam terhadap 


14 Yusuf al-Oardhawi, al-Khashaish al-'Amiyah al-Islam (Beirut cet. VIII, 1993), 253. 
1S Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, 444 


16 Muhammad Imarah, al-Islam wa al-'Arubah (al-Haiahal-Mashriyah al-Ammah li al-Kitab, 1996), 
11-12. 
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budaya sekitarnya dibutuhkan untuk membangun sebuah budaya yang 
kosmopolit, terutama ketika Islam telah menyebar jauh melewati Jazirah 
Arabia. Karena itu pula Ibnu Khaldun pernah menyatakan sebuah 
fakta bahwa mayoritas ulama dan cendekiawan dalam Islam ternyata 
didominasi oleh bangsa jam (non Arab), baik dalam ilmu-ilmu 
shari'at maupun ilmu-ilmu akal. Kalaupun terdapat orang Arab hanya 
secara nasub, tetapi “nyam dalam bahasa, lingkungan pendidikan dan 
gurunya.” Hal ini membawa pemahaman bahwa Islam adalah agama 
yang universal dan terbuka, sehingga Islam menjadi kosmopolit dan 
terbuka terhadap kebudayaan luar. Akibatnya ketika Islam menyebar 
hingga ke luar wilayah jazirah Arab, terjadi semacam akulturasi budaya 
dan peleburan identitas dengan budaya lain, yang menyebabkan bangsa 
jam terarabkan dan budaya lokal mereka turut mewarnai kebudayaan 
Islam. Bahkan kemudian sebagaimana terlihat dewasa ini Islam telah 
memiliki budaya yang beragam, sebagaimana yang juga terlihat dalam 
wajah Islam Indonesia yang khas berbeda dengan wajah Islam di Timur 
Tengah. Untuk itu ketertutupan dan eksklusivitas bukanlah watak 
Islam, sebagaimana terlihat dalam ajaran dan sejarah Islam. 


Bahasan di atas, menunjukkan bahwa kebudayaan Islam dibangun 
dalam kombinasi nilai ketagwaan, persamaan dan kreatifitas yang 
universal dengan melibatkan proses akulturasi timbal balik dari budaya- 
budaya lokal luar Arab yang terislamkan, tanpa mempertentangkan 
antara Arab dan non Arab, hingga semuanya tetap bersatu dalam label 
budaya. Sayangnya beberapa praktik budaya dalam komunitas Islam 
tidak selamanya sesuai dengan nilai Kosmopolitanisme Islam, seperti 
politik identitas yang masih sering menjadi pilihan politik di negeri ini. 


Beberapa kasus pemilihan pemimpin lokal di Provinsi Riau, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Irian Jaya secara 
real memperlihatkan masih ampuhnya sentimen rasial sebagai alat 
politik untuk membungkam entis politik minoritas lain, dengan 
mangatasnamakan putra daerah, yang memiliki kewenangan dan hak 
istimewa sebagai penguasa. Framework politik identitas ini diklasifikasi 
oleh Mukhtar Haboddin dalam empat cara: Pertama, politik identitas 


17 Ibnu Khaldun, Mugaddimah Ibnu Khaldun (Beirut, tp, 1989), 543. 
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mendasari basis perjuangan elit lokal untuk pemekaran wilayah, seperti 
yang terjadi di Kaliman-tan Barat, Irian Jaya, dan Kepulauan Riau, 
Kedua, transformasi politrik identitas ke dalam entitas politik untuk 
menguasai tampuk pemerintahan lokal, seperti yang terjadi di Riau, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Irian Jaya, Ketiga, politik 
etnis yang digunakan untuk mempertegas diversitas antara “kami 
dan Mereka” atau “saya dan kamu” bahkan “jawa dan luar jawa” dan 
“Islam dan non-Islam” untuk menghancurkan musuh-musuh politik, 
Keempat, politik identitas yang digerakkan untuk merebut simpati 
kekuatan politik yang lebih tinggi. 


Kontestasi politik di Provinsi Jambi juga tidak luput dari bentuk- 
bentuk politik identitas di atas. Proses pemilihan pemimpin daerah 
(Gubernur, Walikota, Bupati), pimpinan lembaga termasuk lembaga 
pendidikan seperti pemilihan Rektor, hingga unit politik terkecil 
sekalipun yang terselenggara di Provinsi Jambi tidak luput dari politik 
identitas yang selalu mengedepankan hegemoni satu etnik atas etnik 
yang lain. Klaim sebagai putra daerah seakan menjadi kelayakan sosial- 
politik yang tidak dapat ditawar dengan menghadapkan dua oposisi 
“putra daerah Jambi” dan “bukan putra daerah Jambi”. Isu etnik 
menjadi prioritas ketimbang visi pembangunan daerah. Tak dapat 
diragukan kemudian konstruksi “kami putra daerah” dan “kamu bukan” 
menjadi penentu dalam transaksi politik yang mencederai kredibilitas, 
kompetensi dan profesionalitas, yang rentan terhadap segresi sosial 
dan pertarungan antara kelompok etnik.” Kenyataan ini telah menjadi 
pengalaman subjektif kalangan subaltern yang terpinggirkan. 


Kenyataan ini terlihat hasil wawancara awal penulis dengan 
beberapa pihak yang berwenang (Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Tanjabtim), namun juga dari hasil pengamatan awal 
penulis. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nurdin, SE., 
Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjabtim diketahui bahwa isu putra daerah 
sejak Pilkada pertama sampai Pilkada Bupati Tanjabtim tahun 2015 lalu 
selalu mencuat dan menjadi isu yang seksi untuk mengganjal Calon 


18 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, 111. 


19 Lihat Jumardi Putra, “Menjadi Jambi”, Pos Metro Jambi, 4 Februari 2016. https://jumardiputra. 
wordpress.com/2016/02/04/menjadi-jambi/. Diakses 23 Maret 2016. 
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Bupati dari non Jambi.? Selain itu, dalam pengamatan penulis terhadap 
Pilkades Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 yang 
masih kental dengan nuansa politik identitas mengatasnamakan putra 
daerah.?! Karena itu pula Dr. Kholison, seorang Dosen pada UNJA dan 
juga pengamat politik di Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa: “Isu 
putra daerah dan non daerah di Provinsi tidak hanya menguat pada 


» 22 


Pilkada Bupati, tapi juga pada Pilkades”. 


Kenyataan di atas dinyatakan oleh Teun A. Van Dijk sebagai 
proses dominasi, diskriminasi dan hegemoni.” Sayangnya hegemoni 
tidak hanya terjadi dalam ranah politik, namun justeru meluas pada 
dimensi sosial-budaya masyarakat di Provinsi Jambi, yang dilakukan 
secara sadar ataupun tidak sadar. Slogan untuk “menjadi Jambi” terasa 
menjadi persuasi yang mengikis identitas etnik selain Jambi. Pengakuan 
terhadap multikulturalisme menjadi wacana yang hanya hidup dalam 
wacana akademis dan ruang diskusi. Hegemoni budaya ini diperkuat 
dengan lahirnya legislasi Melayu Jambi dalam bentuk Peraturan Daerah 
Provinsi Jambi tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Nomor 2 Tahun 
2014) dan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi 
(Nomor 7 Tahun 2013),4 yang walaupun tidak dimaksudkan sebagai 
badan hegemoni namun berdampak pada hegemoni. 


Merujuk pada teori hegemoni proletarian Antony Gramsci, 
hegemoni sosial-politik ini dapat muncul dalam beragam bentuk 
sebagai akibat dari desakan masyarakat mayoritas terhadap minoritas, 
sebagaimana yang pernah terjadi dalam sistem birokrasi di Rusia dan 
Italia.?' Hal ini jika dibiarkan dapat memunculkan berbagai konseguensi 
negatif terhadap nilai-nilai kosmopolitanisme yang merupakan 


20 Hasil wawancara penulis dengan Nurdin, SE., Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjabtim, tanggal 19 
April 2016. 


2. Hasil Pengamatan Penulis terhadap prosesi Pilkada Kabupaten Muaro Jambi tahun 2015. 


2 Hasil wawancara penulis dengan Dr. Kholison, Dosen UNJA dan Pengamat Politik Provinsi Jambi, 
tanggal 20 April 2016. 


2 Teun A. Van Dijk, “Analyzing Racism Through Discourse Analysis: Some Methodological 
Reflections”, diakases melalui Diakses 18 Mei 2016. 


2 Putra, “Menjadi Jambi”, Pos Metro Jambi. 


2 Davis Forgacs (Ed.), The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935 (New York: New York 
University Press, 2000), 168. 
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syarat bagi pembangunan dan kemajuan peradaban. Mengingat 
kosmopolitanisme menjadi bahan dasar bangunan moral, ekonomi, 
hubungan politik berbangsa dan antar bangsa yang terbuka (1nklusif),?5 
yang tanpanya kebudayaan akan menjadi terkucil. Sehingga bagi Martha 
C. Nusbaumm, kosmopolitanisme merupakan konsep yang mendobrak 
batas identitas individual, sosial, politik bahkan bangsa yang menekankan 
bahwa tiap manusia (humanbeing) hidup dalam dua komunitas yaitu 
komunitas lokal tempat seseorang lahir dan juga komunitas di mana 
argumentasi dan aspirasi manusia secara keseluruhan diakui,” yaitu 
sebagai komunitas dunia global. 


Artinya kosmopolitanisme mengakui bahwa semua manusia apapun 
identitasnya harus tunduk pada standar-standar moral yang sama. 
Batasan-batasan yang membedakan antar bangsa, negara, budaya atau 
sosial-kemasyarakatan secara moral tidaklah relevan. Dalam hal ini 
tidak dikenal konsep bangsa, agama, ras, komunitas masyarakat atau 
budaya yang dominan atas budaya lain atau yang superior atas yang 
inferior. Mengingat manusia pada dasarnya adalah warga dunia, yang 
bertugas mewarnai setiap lingkaran menuju pusat tujuan terminal yaitu 
menjadikan semua manusia lebih sebagai penduduk negerinya sendiri 
(teman/ kerabat), demikian seterusnya.” 


Moralitas kosmopolitanisme inilah yang diadopsi oleh Immanuel 
Kant dalam essainya PerpetumnlPence (damai tiada henti) yang 
ditulis tahun 1795. Di dalamnya Kant menerangkan bahwa hukum 
kosmopolitan berfungsi untuk membimbing pada prinsip yang 


2 Ide kosmopolitanisme ini bisa di lacak jauh ke belakang kepada pendiri gerakan sinisme di Yunani 
Kuno yaitu Diogenes of Sinope (L. 412 SM). Diogenes pernah ditanya dari mana ia berasal, ia 
menjawab: “saya seorang warga dunia (acitizenoftheworld)”. Ungkapan ini dalam bahasa Yunani 
di sebut kosmopolites. Lihat P. Cheah dan B Robbins (Eds.), Cosmopolitics: Thinking and Feeling 
beyond the Nation (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998), 11. Lihat pula Bertrand 
Russell, “History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances 
from the Earliest Time to the Present Day” Diterjemah oleh Sigit Jatmikom, et.al, Sejarah Filsafat 
Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno hingga Sekarang (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2002), 344. 


27 Martha C. Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”dalam The Journal of Political Philosophy, 
Vol. 5, No. 1, 1997, 1-25, 1. 


2 Tentang hal ini lebih jauh rujuk dalam Kwame Appiah, Cosmopolitanism Ethics in a World of 
Strangers (London: Penguin Books, 2006). 


2?  Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, 25. 
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melindungi manusia dari peperangan, yang secara moral bersumber dari 
prinsip kerahtamahan universal (universal hospitality). Konsep ini juga di 
akui oleh Jacgues Derrida dalam konsep keramahtamahan (hospitality) 
etik untuk menerima orang lain (theother) dalam sebuah “rumah”. 
Dengan demikian isolasi sosial tidak dibenarkan dalam kehidupan di 
dunia karena yang terbaik bagi manusia adalah bagaimana membangun 
hubungan atau interaksi yang baik dengan orang lain dengan seramah- 
ramahnya." 


Dengan demikian hasil penelitian ini akan berfungsi untuk 
mengembalikan nilai-nilai kosmopolitanisme (dalam konteks ini Islam) 
untuk meminimalisir sumbu-sumbu konflik yang mungkin akan terbakar 
oleh hegemoni sosial-politik yang memberikan batas tegas antara we 
dan the other. Karena konflik dalam kenyataan sosialdapat muncul dari 
hegemoni sosial-politik yang berujung pada penguasaan ekonomi satu 
kelas sosial terhadap kelas sosial lainnya(borjuis atas proletar dalam 
konsepsi Karl Marx). Lebih jauh bahkan konflik ini dapat berakibat pada 
berbagai bentuk kekerasan antar individu atau kelompok sebagaimana 
digambarkan oleh Meryem Ayan saat menganalisa “Native Son” karya 
Richard Wright's”.! 


Penelitian ini lebih jauh akan memberikan nilai tambah atas 
hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa pakar yang cenderung 
melihat kosmopolitanisme sebagai tradisi nilai Barat. Penelitian ini akan 
memotret kosmopolitanisme dalam bingkai tradisi Islam sebagaimana 
yang pernah terbangun dalam sejarah peradaban Islam. 


Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada keinginan untuk 
menyuarakan kosmopolitanisme berlandaskan ajaran Islam sebagai 
landasan pijak praktik sosial-politik di Provinsi Jambi. Hal ini muncul 
berdasarkan identifikasi terhadap beberapa masalah yang dapat 
ditindak lanjuti dalam penelitian ini: Pertama, telah terjadi penguatan 
identitas putra daerah melalui praktik politik identitas yang cenderung 
menyimpang dari semangat kosmopolitanisme yang sejatinya merupakan 


30 Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, 9. 


31  Meryem Ayan, “The Cultural Logic of Racism in Rchard Wright's Native Son”, dalam Africa Journal 
of History and Culture, Vol. 3 (9), pp. 135-139, Desember 2011, 137. 
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wujud ajaran Islam di Provinsi Jambi. Padahal Jambi telah identik dalam 
identitas “adat bersendi shara? dan dan shara? bersendi Kitabullah” 
Kedua, munculnya dampak dilematis dari praktik hegemoni sosial- 
politik berlandaskan politik identitas yang menguat pada klaim putra 
daerah. Pada satu sisi penguatan identitas putra daerah sebagai etnis 
mayoritas merupakan bentuk “keadilan” yang di lain sisi berdampak pada 
penyingkiran peran etnis minoritas selain Jambi yang kontraproduktif 
dan menjadi bumerang bagi pengembangan pembangunan Provinsi 
Jambi sendiri, Ketiga, Ada desakan untuk mencari gagasan yang 
memecahkan dan mampu menjawab tantangan dilematis di atas, yaitu 
ide yang mampu mempersatukan semuanya dalam kesatuan, yang dalam 
hal ini Islam dengan ajaran Kosmopolitanismenya menjadi pilihan 
pemersatu. 


Pembicaraan tentang kosmopolitanisme di persimpangan jalan, 
yang terkait dengan dilema hegemoni sosial-politik di Provinsi Jambi ini 
hanya akan dibingkai dari perspektif etnis dalam kehidupan sosial-politik. 
Karena itu tidak akan diarahkan pada dimensi lain politik identitas yang 
bernuansa agama, afiliasi lembaga sosial, atapun partai politik, tidak pula 
mengusut dampaknya terhadap masalah ekonomi ataupun budaya. Hal 
ini dilakukan untuk menghasilkan penelitian fokus dan sistematis.Selain 
itu kasus dibatasi pada hanya di dua Kabupaten yaitu Muaro Jambi dan 
Tanjabtim Provinsi Jambi. 


Pokok Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
kosmopolitanisme dapat menggerakkan (mencairkan) hemomi sosial- 
politik putra dnerah di Provinsi Jambi? Adapun butir pertanyaan dalam 
penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana dinamika penguatan politik 
identitas putra daerah dalam kehidupan sosial-politik di Provinsi Jambi? 
Kedua, Bagaimana hegemoni sosial-politik putra daerah menjadi dilema 
terhadap kemajuan budaya di Provinsi Jambi?, ketiga, Bagaimana 
kosmopolitanisme Islam dapat dijadikan tawaran dalam menghapus 
hegemoni sosial politik yang terjadi di Provinsi Jambi: 


B. Kerangka Teori 


Teori besar yang akan melandasi penelitian ini adalah teori 
kosmopolitanisme Islam dan Personal identitas yang kemudian dirangkai 
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untuk melihat realitas pemudaran nilai-nilai kosmopolitanisme Islam 
dalam praktik politik identitas yang mengatasnamakan “keadilan” putra 
daerah. 


1. Kosmopolitanisme 


Kosmopolitanisme (cosmopolitanism) merupakan ide besar yang 
menempatkan manusia sederajat. Ide ini dapat dilacak dari gerakan 
sinisme Yunani Kuno, tepatnya pada pandangan Diogenes of Sinope 
(L. 412 SM),2? dengan ungkapan “saya seorang warga dunia (ncitizen 
of the world)”, yang kemudian dikenal sebagai kosmopolites dalam bahasa 
Yunani. kosmopolitan Diogenes ini telah meluluhlantakkan sekat batas 
identitas individual bangsa Yunani dan bangsa-bangsa yang terpengaruh 
oleh kebudayaan Yunani (hellenes) saat itu. Konsep ini dilanjutkan oleh 
para filosof Stoa (stoisism)?“ dalam pandangan bahwa tiap manusia hidup 
dalam dua komunitas yaitu komunitas lokal tempat seseorang dilahirkan 
dan juga komunitas di mana argumentasi dan aspirasi manusia secara 
keseluruhan diakui, yaitu sebagai komunitas dunia. Sehingga seorang 
manusia tidak lepas dari beberapa lingkaran pribadi, keluarga, kerabat, 
kerabat-kerabat, kesukuan, kebangsaan, hingga kemanusiaan. Artinya 
manusia hakikatnya adalah warga dunia, yang menjadikan semua 
manusia sebagai teman/ kerabat.85 


Spirit dan moralitas kosmopilitanisme kemudian diadopsi oleh 
Immanuel Kant (1724-1804) dalam essainya Perpetual Pence (damai 
tiada henti) yang ditulis tahun 1795. Bagi Kant, hukum kosmopolitan 
berfungsi untuk melindungi semua manusia dari nestapa yang bersumber 
dari moralitas kerahtamahan universal (universal hospitality),” yang 
juga mendasari kosmopolitanisme dalam filsafat moral Jacgues Derrida. 
Pondasi keramahtamahan etik bagi Derrida adalah kesediaan untuk 


32 Lihat Steven Vertovec dan Robin Cohen, Conceiving Cosmopolitanism, Theory, Context and 
Practice (Oxford: Oxford University Press, 2002), 34. 


3 Ungkapan di atasdapat dirujuk dalam Cheah dan Robbins (ed.), Cosmopolitics: Thinking and 
Feeling beyond the Nation. 


34  Stoisisme didirikan oleh Zeno awal abad ke-3 SM. Lihat Russell, Sejarah Filsafat Barat, 344. 


3 Martha C. Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, dalam The Journal of Political Philosophy, 
Vol. 5, No. 1, 1997, 1-25. 


36 Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, 25. 


37 Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, 25. 
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menerima orang lain dalam sebuah “rumah”, tanpa memandang 
perbedaan, karena melihat kesamaan derajat manusia (universalisme). 
Isolasi sosial dalam pemahaman ini tidak dibenarkan ada dalam kehidupan 
manusia, karena akan membatasi hubungan baik dengan orang lain 
dalam iklim keramahtamahan.8 Kosmpolitanisme ini semakin kokoh, 
setelah perang dunia ke-2 yang memunculkan kesadaran terhadap hak- 


hak azazi manusia.” 


Jelaslah bahwa kosmopolitanisme memiliki landasan kuat dalam 
moralitas universal (moraluniversalist) yang mengajarkan bahwa semua 
manusia apapun perbedaanya harus tunduk pada standar-standar 
moral yang sama. Batasan-batasan yang membedakan antar bangsa, 
negara, budaya atau sosial-kemasyarakatan secara moral tidaklah 
relevan.“ Sehingga dewasa ini kosmopolitanisme telah menjadi opisisi 
langsung politik negara-bangsa, tatkala melampaui batas-batas negara- 
bangsa demi mewujudkan sistem nilai egaliter tanpa melihat bangsa, 
ras, ataupun agamanya. Dalam hal ini kosmopolitanisme sebenarnya 
memiliki aspek yang seide dengan universalisme, karena itu dalam 
kehidupan keseharian seorang kosmopolit akan tampaknya menolak ide 
yang menguatkan personal identitas. 


2. Kosmopolitanisme dalam Ajaran Islam 


Dirujuk pada perspektif Islam, ide kosmopolitanisme dapat dirujuk 
pada konsep universalisme Islam. Bagi Kuntowijoyo ajaran ini dapat 
dilacak dari perkataan al-Islam itu sendiri, yang berarti “sikap pasrah 
kepada Tuhan” atau “perdamaian”. Melalui pengertian ini, semua 
agama yang benar pasti bersifat xl-Islam karena mengajarkan kepasrahan 
kepada Tuhan dan perdamaian. Tafsir Islam seperti ini, akan bermuara 
pada konsep kesatuan kenabian (theunityofprophecy) dan kesatuan 
kemanusiaan (theunityof humanity). Kedua konsep ini merupakan 
implikasi dari konsep ke-Maha Esa-an Tuhan (£he unity of God atau 
tawhid). Semua konsepsi kesatuan ini menjadikan Islam bersifat kosmo- 
polit dan mampu menjadi rahmat bagi seluruh alam.“ 


38  Nussbaum, Kant and Stoic Cosmopolitanism, 9. 
39  Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision (Cambridge: Polity Press, 2006), 45. 


40 Lebih jauh rujuk dalam Kwame Appiah, Cosmopolitanism Ethics in a World of Strangers. 
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M. Ouraish Shihab juga menyatakan bahwa al-Our'an banyak 
menyuarakan persatuan sebagaimana dijelaskan dalam OS. al-Anbiya / 
21 ayat 92, bahwa: “Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama 
kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka 
sembahlah Aku” (OS. al-Anbiya/21: 92).” Hal serupa dijelaskan dalam 
OS. al-Mu'minun/23 ayat 52, yang menegaskan bahwa: “Sesungguhnya 
(agama tauhid) imi adalah agama kamu semua, agama yang satu 
dan Aku adalah Tuhanmu, maka berrtagwalah kepada-Ku” (OS. al- 
Mu'minun/ 23: 52).8 Shihab lebih jauh menjelaskan bahwa kata ummat 
yang terulang sebanyak 51 kali dalam al-Our'an memiliki banyak makna. 
Mengutif Raghib al-Isfahani, pakar bahasa yang menyusun kamus al- 
Ouran al-Mufradntfi Gharibal-Our?'an dapat diketahui bahwa kata 
ummat adalah “kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan 
agama, waktu, atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa 
maupun atas kehendak sendiri”. Dengan demikian, makna ummat dalam 
al-Our'an sangat lentur dan mudah menyesuaikan diri, tidak ada batas 
minimal atau maksimal.Hal yang mencengangkan, menurut Shihab, 
tercatat sebanyak sembi-lan kali kata ummat digandengkan dengan kata 
wahidah, sebagai sifat ummat. Tidak sekalipun al-Gur'an menggunakan 
istilah wahdatal-ummah atau tauhidal-ummah (kesatuan/penyatuan 
umat). Karena itu sungguh tepat analisis Mahmud Hamdi Zagzug, 
Mantan Dekan Fak Ushuluddin al-Azhar, bahwa al-Gur'an menekankan 
sifat umat yang satu dan bukan penyatuan umat. Artinya al-Guran 
mengakui kebhinekaan dan keragamaan dalam ketunggalan.# Karena 
itulah kemudian Allah berfirman dalam OS, al-Maidah/ 5 ayat 48: “... 
Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya 
kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...” (OS. al- 
Ma'idah/ 5: 48) 


4  Kuntowijoyo, “Universalitas Islam: Islam Sebagai Ilmu”, http://puvandexter.blog.friendster. 
com/2008/04/ universalitas-islam. 


4 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Aur'an dan Terjemahnya 
(Medinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, 1972), 507. 


43 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Aur'an dan Terjemahnya, 532. 


44  M. Ouraish Shihab, Wawasan al-Our'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: 
Mizan, 1996), 334-336. 


45 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Our'an dan Terjemahnya, 168. 
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Selanjutnya ajaran prinsip universalitas Islam dapat dilihat dalam 
ayat-ayat al-Our'an yang berbicara kepada umat manusia dengan 
ungkapan “yanyyuha al-nngs” (wahai sekalian manusia), atau “y4 Bani 
Adama” (wahai anak-anak Adam), sebagaimana terlihat dalam karakter 
ayat-ayat Makkiyah, yang berbicara secara umum kepada manusia. 
Menurut Yusuf al-Gardhawi, universal-isme (al-nlamiyah) Islam 
adalah salah satu karakteristik Islam yang agung yang dilandasi oleh 
prinsip Rabbanuyyah, insaniyyah (humanistik): syumul (totalitas) yang 
mencakup unsur keabadian, universalisme yang menyentuh semua aspek 
manusia (ruh, akal, hati dan badan ): wasathiyah (moderat dan seimbang), 
wagiiyah (realistis), jelas dan gamblang, dan mengintegrasikan antara 
yang permanen dan yang elastis.“ 


Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifestasi 
penting, dan yang terbaik adalah dalam ajaran yang mencakup aspek 
agidah, shari'ah dan akhlak yang menampakkan perhatianterhadap 
persoalan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan umum syari'ah 
yaitu: menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta 
dan kehormatan. Selain itu risalah Islam juga menampilkan nilai- 
nilai kemasyarakatan (social values) yang luhur, yang bisa di katakan 
sebagai tujuan dasar syari'ah yaitu, keadilan, ukhuwah, kebebasan dan 
kehormatan.” Hal ini semakin jelas dalam perikehidupan Nabi. Hal 
serupa diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid, menurutnya ajaran 
yang secara sempurna menampilkan universalisme Islam adalah lima 
buah jaminan dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada 
masyarakat, baik secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima 
jaminan dasar ini tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub nl- 
Sighiyyahs) lama, yaitu jaminan dasar akan: 


a. Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar 
ketentuan hukum: 


b. Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan 
untuk berpindah agama, 


c. Keselamatan keluarga dan keturunan, 


» 
a 


Yusuf Oardhawi, al-Khashaish al-'Amiyah al-Islam (Beirut: Dar al-Maktabat, cet. VIII, 1993), 3. 
Yusuf Oardhawi, Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah (Beirut, Dar al-Maktabat,1993), 61. 


» 
ba 


Pendahuluan : 15 


d. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum, 


e. Keselamatan profesi. 


Kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan 
hidup yang utuh dan bulat. Pemerintah berdasarkan hukum, persamaan 
derajat dan sikap tenggangrasa terhadap perbedaan pandangan adalah 
unsur-unsur utama kemanusiaan, dan dengan demikian menampilkan 
universalitas ajaran Islam. Namun, kesemua jaminan dasar itu hanya 
menyajikan kerangka teoritik (atau mungkin bahkan hanya moralistik 
belaka) yang tidak berfungsi, jika tidak didukung oleh kosmopolitanisme 
Islam. 


Kosmopolitanisme Islam bagi Nurcholish Madjid, Kosmopolitan- 
isme Islam merupakan pancaran yang muncul dari makna Islam itu 
sendiri, yang bersumber dari pandangan tentang kesatuan kenabian 
(wahdatal-nabawiyah, the unity of prophet). Kosmopolitanisme Islam 
juga mendapat pengesahan-pengesahan langsung dari kitab suci seperti 
suatu pengesahan berdasarkan konsep-konsep kesatuan kemanusiaan 
(wihdatal-insaniyah, the unity of humanity) yang merupakan kelanju- 
tan konsep kemahaesaan Tuhan (wahdaniyatatantaulud, the unity of 
god). Kesatuan asasi umat manusia dan kemanusiaan itu ditegaskan 
dalam al-Our'an di antaranya OS. Yunus/10 ayat: 19, dan juga OS. al- 
Bagarah/2 ayat 213. 


Kosmopolitanisme Islam ada ketika muncul rasa kesatuan yang kuat 
dalam budaya manusia, di mana manusia dilihat sebagai kesatuan yang 
utuh, hal inilah yang kemudian memunculkan iklim keterbukaan dan 
penerimaan terhadap budaya lain. Hal ini pula yang dipahami oleh Gus- 
Dur ketika menyatakan bahwa kosmopolitanisme Islam adalah situasi 
ketika pemikiran Islam begitu terbuka, untuk mengkritik maupun 
menerima pemikiran lain. Puncak kosmopolitanisme Islam menurut 
Gus-Dur adalah ketika semua orang bebas mengekspresikan pikiran. 
Sekontroversial apapun, pikiran harus diberi ruang berekspresi, dan 
orang lain hanya boleh menanggapi dengan cara yang sama. Tidak 


48 Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia, Menatap Masa Depan (Jakarta, 
tp, 1989), 442. 


49 Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, 442. 
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boleh orang berfikir lantas ditangkap atau ditindak dengan kekerasan." 
Dalam hal inilah kemudian Gus-Dur cenderung tidak setuju dengan 
tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan pembelaan atas 
Tuhan atau agama sekalipun. Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh 
pembelaan. Keimanan atau kekafiran manusia tidak akan berefek 
apa-apa terhadap ke-Esaan dan ke-Agungan Tuhan. Artinya dalam 
kosmopolitanisme terdapat suatu sikap penerimaan dan pada saat yang 
sama juga menghormati kemanusiaan (hak azazi manusia). 


3. Personal Identitas 


Identitas bukan konsep yang dapat berdiri sendiri, ia terhubung 
dengan berbagai konsep dalam berbagai cara. Secara sederhana identitas 
didefiniskan oleh Harris, Carlos & Poata-Smith sebagai pandangan yang 
membedakan satu individu dengan individu lainnya.?! Senada dengan 
definisi tersebut, mengutif Di Meo, Noemi Leon Gomez, mengartikan 
identitas sebagai seperangkat perasaan, representasi dan karakter 
individual, yang mengidentifikasi kesadaraan diri dalam mengenal diri 
secara keseluruhan dan tetap.” Hal inilah mengapa identitas individual 
(personal identities) berbeda dengan identitas sosial. Pada satu sisi 
identitas individual merupakan penandaan diri dan atribut diri yang 
digunakan sebagai pembeda dalam interaksi sosial dengan yang lain, 
hingga biasanya atbibut individual ini terhubung dengan diri seseorang. 
Pada sisi lain, identitas sosial merupakan konsep yang menghubungkan 
antara individu dalam komunitas sosial. 


Walaupun demikian konsep identitas baik individu ataupun sosial 
senantiasa terkait dengan konteks sosial, karena identitas dihasilkan 
dalam interaksi dengan yang lain, hasilnya adalah munculnya refresentasi 
tentang individu ataupun kelompok sosial lain yang memiliki atribut 


50 Wahid Institut, Gusdur dan Universal dan Partikular, Rabu, 13 November 2007, http://www. 
wahidinstitute.org/programs/detail/?id-87/hl-id/. 


51 Harris, Carlos Harris & Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics of Authenticity”, dalam 
Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith (Eds.), The Politics of Identity: Emergeing 
Indigeneity (Sydney: UTSePress, 2013), 2. 


522  Noemi Leon Gomez, “Toward the Integration of Multiple Identites” pengantar dalam Tuomas 
Ilmavirta (ed.), Local Identity and Globalization (Helsinki: Helsinki University of Technology, 
Centre for Urban and Regional Studies, 2007), 23. 


538 Harris, Carlos & Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics of Authenticity”, 2-3. 
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yang berbeda dengan “saya” ataupun “kita”. Perbedaan ini biasanya 
dibentuk oleh keragaman nilai budaya dan sosial, yang memungkinkan 
tiap indvidu dan komunitasnya dapat membedakan diri dari komunitas 
lainnya. Identitas walaupun bersifat permanen namun bersifat dinamis, 
dalam pengertian bahwa identitas tidak bersifat tunggal namun plural 
dan beragam. Misalnya tidak ada seorangpun yang memiliki satu 
identitas permanen, mengingat tidak ada orang yang hanya dimiliki 
oleh satu komunitas, satu Provinsi, satu tempat dan lain sebagainya, 
sehingga identitas senantiasa terhubung dengan sub-identitas yang 
beragam. Pluralitas identitas ini menciptakan pergeseran dan perbedaan, 
misalnya adanya pergeseran dari identitas individual menuju identitas 
berdasarkan tempat tinggal.” 


Bahasan di atas memperlihatkan adanya multi identitas, yang tidak 
menjadikan identitas sebagai suatu hal yang bersifat tunggal. Walaupun 
demikian, konsep identitas di atas tidak selamanya sesuai dengan praktik 
lapangan, terlebih jika dihubungkan dengan politik identitas yang 
bersifat pragmatis. 


4. Hegemoni Politik Identitas Putra Daerah 


Konsep hegemoni merujuk pada praktik diktator, dominasi satu 
kelompok terhadap kelompok lainnya.” Hegemoni ini dapat terjadi 
dalam kehidupan bernegara yang terejawantah dalam fakta budaya, 
aktivitas budaya, ekonomi, sosial, ataupun dalam praktik politik.” 
Term hegemoni ini bersumber dari bahasa Yunani Kuno “hegemonia” 
yang secara leterlek merujuk pada status dominasi atau penindasan satu 
elemen terhadap elemen lain dalam satu sistem. Konsep ini kemudian 
dikembangkan scara teoritis oleh Antonio Gramci dalam kajian 
hubungan internasional dan kuasa. Menurut Gramsci, hegemoni 
merepresentasikan status negara yang paling berkuasa (adidaya) dalam 


54 Harris, Carlos & Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics of Authenticity”, 3. 
55  Tuomas Ilmavirta (ed.), Local Identity and Globalization, 23. 

56  Forgacs, The Gramsci Reader, 224. 

57  Forgacs, The Gramsci Reader, 194. 


58  Sait Yilmaz, “State, Power, and Hegemony”, dalam International Journal of Business and Social 
Science, Vol. 1, No. 3, December, 2010: 192-205, 194. 
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sistem internasional atau merujuk pada posisi kota dominan dalam 
sebuah negara, demikian seterusnya. Bagi Gramsci hegemoni menjamin 
kooperasi yang dipastikan melalui kekuatan sosial ataupun politik yang 
dipaksakan.” 


Hegemoni Gramsci kemudian digunakan oleh Robert W. Cox 
dalam kajian tentang warga negara di beberapa negara Barat. Menurut 
Cox dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Barat telah terjadi dominasi 
status guo kalangan kaya dan elit politik terhadap kalangan masyarakat 
lainnya. Dalam proses hegemoni ini elit negara dapat mendominasi 
dan menekankan pandangan moral, politik dan nilai budaya pada 
masyarakat melalui berbagai institusi sosial kemasyarakatan. Sehingga 
beberapa pakar melihat hegemoni sebagai bentuk iperialisme baru 
dengan menggunakan berbagai instrumen politik, sosial ataupun 
ekonomi. Walaupun demikian tetap ada perbedaan antara hegemoni 
dan Imperialisme. Hegemoni dilakukan berdasartkan manipulasi 
hubungan tanpa menekankan sebuah badan yang bersifat superior, 
sementara imperialisme menekankan superioritas dalam berbagai bentuk 
kelembagaan atau badan. 


Selain itu beberapa pakar melihat bahwa hegemoni juga dapat 
berwujud dalam diskriminasi yang terhubung dengan praktik dominasi, 
penekanan, dan penguasaan. Machiavelli menekankan bahwa rasa respek 
merupakan sumber kepatuhan terhadap kekuatan mayor, sementara 
Gramsci menyatakan bahwa kekuatan mayor akan mengarahkan 
keinginan, yang merupakan bentuk kekuatan hegemoni melalui proses 
pengaruh, karena itu hegemoni hanya dapat terjadi melalui dua bentuk 
kekuatan yaitu kekuatan hubungan dan kekuatan struktural. Kekuatan 
hubungan merupakan kekuatan mempengaruhi dan menekan dalam 
perseorangan dan kelompok, sementara kekuatan struktural merupakan 
kapasitas untuk mewujudkan keinginan melalui aturan, norma dan 
operasi dalam suatu sistem.8! 


59  Michele Barret, “Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe”, dalam Slavoj 
Zizek, Mapping Ideology (London: Verso, 1997), 239. 


60  Forgacs, The Gramsci Reader, 194. 


S1 Forgacs, The Gramsci Reader, 195. 
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Bahasan di atas memperlihatkan bahwa hegemoni dapat terjadi 
dalam hubungan internasional negara bangsa, yang tidak mustahil juga 
terjadi dalam sebuiah sistem perkotaan. Hal ini dapat dilihat dalam 
bentuk hegemoni satu kalangan (ras, agama, partai politik dan lain 
sebagainya) terhadap kalangan lain dengan menekankan pada kekuatan 
hubungan sosial-politik dan ekonomi dan juga kekuatan struktural 
birokratis. Hegemoni putra daerah dalam kehidupan sosial-politik 
tampaknya merupakan bentuk hegemoni yang menggunakan dua 
kekuatan tersebut secara terpisah ataupun bersamaan. 


Mengedepankan putra daerah dalam kehidupan sosial-politik dan 
hubungannya dengan komunitas lain merupakan sebuah penodaan 
terhadap prinsip bangsa Indonesia yang berlandaskan pada kebhinekaan 
suku dan agama (Bhineka Tunggal Ika). Pluralitas merupakan 
kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, namun mengedepankan satu 
golongan atas yang lain merupakan sebuah konstruk sosial-politik 
yang harus dihindari. Mengingat kenyataan itu merupakan fakta yang 
mengecewakan yang bermuara pada eksklusivisme, yang lucunya lagi 
terkadang dikemas dalam bingkai kepentingan agama ataupun ras. 
Hal ini misalnya tampil dalam slogan “Maaf kami tidak melayani tamu 
wanita yang tidak berjilbab” di suatu desa di Bulukumba, atau slogan 
yang berbunyi “Kami adalah Islam, sedang anda bukan Islam, maka 
anda tidak boleh hidup di Indonesia”. Hasilnya adalah muncul berbagai 
bentuk kekerasan bernuansa SARA (suku, ras dan agama) di Indonesia.? 


Fakta yang lebih mengherankan adalah bahwa politik identitas 
di Indonesia dilakukan oleh kelompok mainstream, yang merupakan 
kelompok mayoritas yang diarahkan untuk “menekan” kalangan 
minoritas. Ironisnya lagi hal ini tidak hanya dilakukan dalam komunitas 
masyarakat namun meluas hingga oleh kekuatan negara. Kenyataan inilah 
yang akan penulis telisik dalam penelitian ini dengan mengkontekskan 
kasus pada Provinsi Jambi. 


C. Kajian Penelitian Terdahulu 


UIf Hannerz dalam Two Ences of Cosmopolitanism: Culture and poli- 
tik, memiliki kesamaan asumsi dengan penulis tentang kosmopolitan- 
isme, bahwa kosmopolitanisme dapat diwujudkan dalam beragam 
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dimensi kehidupan, terutama secara sosial-budaya dan politik di 
berbagai waktu, dan di berbagai tempat.88 Pandangan ini juga di dukung 
oleh Gerard Delanty dalam The Cosmopolitan Imagination: Critical 
Cosmopolitamism and the Social Theory, bahwa kosmopolitanisme yang 
walaupun bersumber dari pandangan moral namun terhubung langsung 
dengan dimensi sosial dan politik.5# Lebih jauh pemikiran Tom G. Palmer 
dalam artikelnya Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity, 
juga mendukung rasio yang penulis ajukan tentang adanya hubungan 
kosmopolitanisme dengan identitas diri. Bahwa kosmopolitanisme 
membawa pengaruh terhadap identitas diri, namun tidak dalam proses 
pengikisan identitas,” sebagaimana ditunjukkan beberapa kritikus. 


Berbeda dengan pandangan terdahulu, Gerald Delanty dalam 
Citizenship in n Global Age: Society, Culture, Politics meng-ungkapkan 
bahwa kosmopolitanisme hanya dapat dilakukan oleh orang yang 
memiliki mobilitas tinggi dalam lingkaran elit dan berpartisipasi dalam 
lingkup budaya yang tinggi.8? Sehingga bagi Julten Abdelhalim dalam 
karyanya Cosmopolitanism and the Right to be Legal: The Practical 
Poverty of Concepts, kosmopolitanisme tidak dapat hidup dalam 
masyarakat yang masih terkebelakang seperti yang ada di negara-negara 
Afrika Utara, di mana kekerasan rasial masih terasa mengental.” Hal 
ini diakibatkan oleh pandangan bahwa kosmopolitanisme dianggap 
dapat mengikis identitas diri dalam pengakuan terhadap manusia yang 
terhubung dalam kesatuan global, sebagaimana diungkap oleh David 
Miller dalam On Nationality. 


s2 Lihat Siti Musdah Mulia, “Politik Identitas: Ancaman terhadap Masa Depan Pluralisme di 
Indonesia”, dalam Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita, 44. 


68  Ulf Hannerz, Two Faces of Cosmopolitanism: Culture and Politics (Barcelona: CIDOB, 2006), 5. 


s4 Gerald Delanty, “The Cosmopolitan Imagination: Critical Cosmopolitansm and Social Theory” 
dalam The British Journal of Sociology, Vol. 57, Issue 1, 2006: 25-47, 26. 


65 Tom G. Palmer, “Globalization, Cosmopolitanism, and Personal Identity” dalam Etica & Plitica/ 
Ethics & Politics, Vol. 2, 2003: 1-15, 2 dan 10. 


66 Gerald Delanty, Citizenship in a Global Age: Society, Culture, Politics (Buckingham: Open Univ. 
Press, 2000), 54. 


8  Julten Abdelhalim, “Cosmopolitanism and the Right to be Legal: The Practical Poverty of Concepts” 
dalam Transcience Journal, Vol. 1 No. 1, 2010: 63, 86, 63. 


68 David Miller, On Nationality (Oxford: Clarendon Press, 1995), 14. 
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Imbas yang muncul kemudian adalah mengentalnya budaya 
identititas maupun politik identitas di antara masyarakat yang berbeda. 
Akhil Gupta dan James Ferguson dalam karya barengnya Beyond 
“Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference misalnya 
menemukan adanya masalah multiculturalisme dalam suatu lokalitas 
termasuk lokalitas kebangsaaan, karena tetap meninggalkan suatu bentuk 
dominasi. Hal ini pula yang ditemukan dalam karya Maeryem Ayan 
The Cultural Lobic of Racism in Richard Wright?s Native Son. Dibingkai 
dalam kacamata negatif Ayan menyatakan bahwa rasialisme yang 
mendasari politik identitas merupakan masalah yang perlu diatasi, karena 
melihat yang lain dalam pandangan yang berbeda dan cenderung jelek 
yang akan melhirkan tindakan yang menyakitkan pula.” Hal ini senada 
dengan keterangan yang diberikan oleh Jismulatif, Dadang Suganda 
dan Davidescu Cristina M dalam karya bareng mereka yang berjudul 
A Reconstruction of the Runcist Ideolony in Richard Wright?s Native Son, 
bahwa rasisme sebagai sistem sosial merupakan manipulasi kekuatan 
oleh kelompok masyarakat dominan terhadap kelompok masyarakat 
minoritas dalam bentuk diskriminasi dan hegemoni.” Rasisme ini juga 
telah menarik perhatian Mary E Williams dalam karyanya Rncism.?” 


Masalah hegemoni ini juga menjadi perhatian dari Atilio A Boron 
dalam karyanya Hegemony and Imperialism in the Interna-tional 
System. Menurutnya imperialisme dewasa ini menemukan bentuk baru 
dalam hegemoni negara adidaya terhadap negara berkembang di bidang 
militer, ekonomi, politik dan sosial.'8 Hegemoni bahkan dilihat oleh 
Nick Trujillo dalam karyanya Hegemonic Masculinity on the Mound, 
juga terjadi dalam hubungan pria dan wanita dalam bentuk hegemoni 
maskulin atas wanita baik dalam bentuk kontrol dan tekanan psikis, 


59  Akhil Gupta & James Ferguson, “Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference” 
dalam Cultural Antropology, Vol. 7, No. 1 1992: 6-23,di akses dari http://www.jstor.org/ 
stable/656518. tanggal 8 Maret 2016, 7. 


70  Ayan, “The Cultural Logic of Racism in Rchard Wright's Native Son”, 135. 


1  Jusmulatif, Dadang Suganda dan Davidescu Cristina M, “A Reconstruction of the Racist Ideology 
in Richard Wright's Native Son”, dalam /OSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS), 
Vol. 19, Issue 3, Ver. II (Mar. 2014): 197-202, 198. 


72 Lihat Williams, Racism. 


3 Atilio A Boron dalam karyanya Hegemony and Imperialism in the International System (Buenos 
Aires: CLACSO: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2004), 146. 
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tradisi kekeluargaan patriarkhis, pengutamaan peran pria, dan bentuk 
penindasan lainnya.” 


Selain itu masalah nasionalism hingga etnisitas juga telah dibicarakan 
secara mendalam dalam karya editan Bill Aschroft, Gareth Griffiths dan 
Helen Tiffin yang berjudul The Post-colonial Studies Reader. Karya 
ini secara sistematis menyorot berbagai isu yang tercakup dalam kajian 
postkolonial yang juga menyangkut masalah etnisitas.” 


Karya yang menyoroti berbagai masalah di atas, merupakan karya 
yang akan memperkaya khazanah literatur dalam penelitian ini. Akan 
tetapi penulis tidak menemukan karya yang secara spesifik membicarakan 
tema yang akan didalami dalam penelitian ini. Karena itu karya ini sendiri 
penulis arahkan untuk mengisi kekosongan yang belum tersentuh dalam 
beberapa penelitian di atas. Penulis memang mengambil posisi pada 
pandangan yang melihat kosmopolitanisme dapat tampil dalam beragam 
bentuk dan tempat, namun juga mengakui bahwa kosmopolitanisme 
juga harus tetap menghargai identitas tanpa harus terjebak dalam 
suatu bentuk dominasi. Selain itu penulis menempatkan penelitian ini 
dengan mengambil kosmopolitanisme Islam sebagai problem solving 
seperti yang dilakukan oleh Carool Kersten dalam karyanya Islam, 
Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectunls on 
Globalization, yang sayangnya masih sebatas wacana.” 


7 Nick Trujillo, “Hegemonic Masculinity on the Mound: Media Representations of Nolan Ryan and 
American Sport Culture”, dalam Crtitica Studies in Mass Communication, Vol. 8 September 1991: 
290-308, 290. 


75 Lihat Bill Aschroft, Gareth Griffiths dan Helen Tiffin (eds.), The Post-colonial Studies Reader 
(London and New York: Taylor & Francis Group, 2003). 


7 Carool Kersten, “Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals on 
Globalization” dalam Journal of International and Global Studies, https://www.lindenwood.edu/ 
Jigs/docs/volume1lssuel/essays/89-113.pdf. 2009. Diakses 20 Maret 2016. 


Pendahuluan : 23 


PENGURUS WILAYAH 


NAHDLATUL ULAMA 
PROVINSI JAMBI 


JAMBI DAN DINAMIKA POLITIK IDENTITAS 


inamika politik identitas dalam kehidupan masyarakat Jambi akan 
D sulit dipahami tanpa menelisik sejarah sosial-budaya masyarakat 
Jambi dan perkembangannya hingga dewasa ini. Untuk itu bahasan 
tersebut terlebih dahulu akan menjadi pengantar dalam melihat realitas 
politik identitas di Provinsi Jambi dengan mengambil beberapa sampel 
daerah. 


A. Sejarah Sosial-Budaya Melayu Jambi 


Budaya bangsa Melayu telah berkembang sejak 5000 tahun lalu, 
ketika orang Australoid atau Munlayo-Polinesia menguasai wilayah 
kepulauan Asia Tenggara, sejak itu mereka mulai membangun sistem 
kemasyarakatan dan ekonomi, dengan menekankan jatidirinya sebagai 
orang “Melayu”. Awalnya orang Melayu banyak menerima masukan 
budaya luar, terutama India, hal ini dikuatkan oleh pendapat Coedes 
yang menemukan pengaruh India dalam budaya Melayu dalam bentuk 
kepercayaan terhadap animisme, politheisme, dewa kesuburan, serta 
pandangan mitologi yang menghadapkan kekuatan gunung dan lautan, 
kekuatan angin melawan kekuatan air, dan juga pengaruh Hindu yang 
amat kental dalam budaya Melayu awal.” 


7D. G. E. Hall, A History of South-East Asia (London: Macmillan Limited, 1994), 9. Pada masa 
ini orang Melayu mulai dikenal oleh bangsa di sekitanya, China mengenalnya sebagai Kun- 
lun: India menyebutnya sebagai Dvipantara (orang pulau) ataupun Suvarnabhumi, Yunani 
mengidentifikasinya sebagai Golden Khersonese (Semenanjung Emas): pedagang Arab 
menamakannya Wag-wag ataupun Jawi. Profesor Datuk Dr. Zainal Kling. “Islam dan Kebudayaan 


1. Pengaruh Hindu-Budha terhadap Kehidupan Sosial-Budaya 
Melayu Jambi 


Memasuki abad ke-7 M., orang Melayu mulai membentuk 
komunitasnya secara massal yang terwadahi dalam kerajaan Sriwijaya, 
yang disebut San-fo-tsi (Melayu) ketika ibukotanya dipindahkan dari 
Palembang ke Jambi. Ketika itulah dengan lantang orang Melayu 
mengumumkan identitasnya sebagai Melayu. Kerajaan Melayu ini 
merupakan pewaris kerajaan Melayu Kuno sebelumnya, yaitu Funan/ 
Lin-yi (Abad ke-2-6M.) di Indo-Cina yang kemudian menjadi kerajaan 
Champa (Vietnam) yang lahir pada abad ke-3 M. Kerajaan inilah yang 
meninggalkan berbagai kemegahannya di lembah Mison, Dong Duong 
dan Tra Kieu hingga berakhir pada abad ke-19 setelah ditaklukkan 
Vietnam. Selain itu terdapat pula beberapa kerajaan Melayu Kuno 
lainnya seperti Sgenting Kra (Selatan Thailand sekarang) yang dikenal 
dalam catatan China sebagai Tun-sun.” 


Beberapa sumber lain menyatakan bahwa Kerajaan Melayu bukanlah 
penerus dari Sriwijaya, namun berdiri semasa, bahkan lebih awal dari 
Sriwijaya.Namu kerajaan ini kemudian ditaklukkan oleh Sriwijaya 
pada tahun 685 M. Kerajaan inilah yang dicatat dalam sejarah Dinasti 
Y'ang sebagai Mo-lo-yeu, yang terletak di dekat Sungai Batang Hari.” 
Selain itu, menurut Fachruddin Saudagar yang meneliti isi perasasti 
Amoghapasa tahun 1286 M., terungkap pula bahwa Jambi adalah 
kawasan akhir kerajaan Budha, yangpertumbuhan dan perkembangannya 
tidak terpisahkan dengan perkembangan Agama Hindu-Budha yang 


Alam Melayu”. Diakses dari http://disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id/ tampung/dokumen/ 
dokumen-20-46.pdf, diunduh tanggal 12 Oktober 2015: 1-39.3. 

733 Zainal Kling, “Islam dan Kebudayaan Alam Melayu”, 3-4. 

79 Hanafiah Djohan, Pulau Berhala, Orang Kaya Itam dan Si Gunjai: Suatu Mitos Ideologi dan Politik 
Jambi (Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 1. 

80  Fachruddin Saudagar, Perkembangan Sejarah Melayu Kuno Di Jambi (Jambi: Pemda Tk. I Prov. 
Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 16-17. 

81 Alian, M.Hum., “Pertumbuhan Kerajaan Melayu Sampai Masa Aditya-warman.Diunduh dari http:// 
eprints.unsri.ac.id/3682/1/3. Pertumbu-han Kerajaan Melayu Sampai Masa Adityawarman. 
pdf., tanggal 12 Okto-ber 2015. 

822 Sebenarnya sebelum Yijing telah ada pengembara China yang transit di pulau Sumatera ataupun 


Jawa selama lima bulan, yaitu Faxian (Fahsien,Fa-hien) pada tahun 414 M., yang menelisik 
penerapan hokum Budha di dua kepulauan tersebut. Namun ia gagal dan tidak didapatkan 
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diperkirakan masuk ke Jambi sejak awal abad ke-I M., melalui Sungai 
Batang Hari di pantai Timur Jambi." Tidak mengherankan kemudian 
budaya dan kehidupan sosial awal di Jambi kental dengan pengaruh 
Budha, yang dibuktikan dengan peninggalan umat Budha di daerah 
Jambi berupa Candi, arca, dan situs purbakala.! 


Yyjing (J Ching, I Tsing),?? seorang pendeta Budha yang melakukan 
perjalanan dari Kanton-Cina ke Nagapattam-India untuk melanjutkan 
studi tingkat Tinggi di “Universitas” Nalanda sekitar tahun 671/672 
M, juga menemukan adanya kebudayaan Budha di Mo-lo-yeu. Dalam 
perjalanan pulangnya pada tahun 685 ia singgah lagi di Mo-lo-yeu, 
“yang saat itu telah menjadi She-li-fo-she” (nama Sriwijaya ketika 
ibukotanya dipindahkan di Jambi), Melayu Jambi yang diperkirakan 
lahir pada tahun 644-645 M., dan dikuasai oleh Sriwijaya selama di 
abad ke-9, baru eksis kembali pada tahun 853 M,# sebagaimana yang 
juga diungkap oleh J. Takakusu dan pula O. W. Wolters” dalam karya 


mereka. 


Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui pengaruh Budha 
telah begitu berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jambi awal, 
bahkan Jambi merupakan tempat para biksu dari berbagai penjuru 
dunia mempersiapan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi di 
pusat tradisi Budha India." Sepengetahuan Yijing agama Budha yang 


keterangan detail tentang hasil perjalannya. Lihat Natasha Reichle, Violence and Serenity: Late 
Buddhist Sculpture from Indonesia (Hawai'i: University of Hawai'l Press, 2007), 15. Namun 
menurut Coedes Faxian tidak sampai ke Sumatera ataupun Jawa ia hanya sampai di Kalimantan. 
George Coedes, The Indianized States of Southeast Asia (Honolulu: East-WestPress, 1968), 54 dan 
76. 


83  Soekmono, Rekonstruksi Sejarah Melayu Kuno Sesuai Tuntutan Arkeologi (Jambi: Pemda Tk. I 
Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 2-3. 


88 Karena itu para sejarawan membagi fase perkembangan kerajaan Melayu Jambi yang dipengaruhi 
oleh Budha dalam tiga fase, yaitu: fase pertama, masa perkembangan sekitar pertengahan abad 
ke-VII atau tahun 644 M. hingga tahun 680 M.: Fase kedua, masa pendudukan kerajaan Sriwijaya, 
kejadian ini sekitar tahun 680 sampai pertengahan abad ke-11 M.: Fase ketiga, masa akhir 
kerajaan Melayu, sekitar pertengahan abad ke-11 sampai awal abad ke-15. Lihat Djohan, Pulau 
Berhala, Orang Kaya Itam dan Si Gunjai, 1. 


85 Lihat J. Takakusu, terjemah Bahasa Inggris, A record of the Buddhist religion as practised in India 
and the Malay Archipelago, 671-695, by I Tsing (Oxford: Clarendon Press, 1896), 164. Lihat pula 
O. W. Wolters', “Restudying Some Chinese Writings on Sriwijaya,” Indonesia 42 (October 1986): 
1—41. 

86 Djafar Hasan, Prasasti Masa Kerajaan Malayu Kuno Dan Beberapa Permasalahan (Jambi: Pemda 
Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 25 
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berkembang di Jambi adalah Budha Mahayana. Pengaruh Budha ini 
jelas merupakan warisan dari Sriwijaya yang pernah menjadikan Jambi 
sebagai pusat pemerintahannya sejak abad ke-7. Selain itu berdasarkan 
temuan prasasti tembaga di Laguna (Bulakan, Filipina), patung 
Bodhissattvn Avalokitesvar (yang begitu identik dengan Sriwijaya) di 
Thailand Selatan dan prasasti Ligor tahun 775 M. di Thailand Selatan, 
dapat diyakini bahwa kerajaan Sriwijaya-Melayu adalah sebuah kerajaan 
yang menguasai Sumatera, Semenanjung Tanah Melayu, Singapura, 
hingga ke Thailand Selatan, sebagian Vietnam, dan sebagian Filipina." 
Kenyataan ini memancing identifikasi bahwa sesungguhnya Sriwijaya- 
Melayu yang berpusat di Palembang dan Jambi pernah menjadi pusat 
kebudayaan Budha yang demikian maju dan besar. Karena itu pula 
dapat dikatakan bahwa budaya awal Melayu Jambi dipengaruhi oleh 
tradisi Budha. Yijing menambahkan bahwa di wilayah Sriwijaya sering 
diadakan perayaan di mana patung Budha dimandikan dan dihiasi 
dengan bunga untuk kemudian diarak dengan musik-musik tradisional 
setempat.” Dengan gambaran ini beberapa pakar menggambar-kan 
Budha di Sumatera sebagai ajaran Budha yang penuh dengan nuansa 
esoteric yang kental. 


Kebesaran kebudayaan Budha pada masa Sriwijaya-Melayu terus 
berlanjut di Sumatera hingga masa Adityawarman, raja Melayu yang 
memerintah di Sumatera Barat (Pagaruyung)”" pada abad ke-14, hingga 
pada akhirnya terdesak oleh gempuran supermasi Islam di Nusantara 
yang telah hidup dan terlembaga di ujung Utara pulau Sumatera” 
melalui jalur Samudra Pasai. Sejak itu terjadi transformasi budaya dalam 
komunitas Melayu Jambi. 


2. Pengaruh Islam terhadap Kehidupan Sosial-Budaya Melayu 
Jambi 


Transformasi radikal budaya Budha Melayu Jambi menjadi Islam 
Melayu Jambiterjadi saat kerajaan Melayu-Sriwijaya mengalami 
masa kemunduran pada abad ke-10-11 M. Hal ini diakibatkan oleh 


87  Takakusu, A record of the Buddhist religion, 164. 
88 Omar Din, “Asal-usul Orang Melayu”, 18. 
89 Takakusu, A record of the Buddhist religion, 47. 
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persaingan yang terjadi antara Kerajaan Sriwijaya dengan beberapa 
kerajaan di sekitarnya terutama kerajaan Jawa Hindu (Majapahit). Selain 
itu adanya perubahan jalur dagang Dinasti Ming-China berimbas pada 
kemunduran ekonomi Kerajaan Sriwijaya, karena munculnya pusat- 
pusat perdagangan baru di beberapa daerah pesisir seperti di Perlak, 
Pasai dan Pedir di utara Sumatra. Pendirian Kerajaan Siam Ayuthiya 
yang kekuasaannya kemudian menyentuh ke Tanah Melayu telah pula 
menjadi saingan yang berarti bagi Kerajaan Melayu-Sriwijaya. Kondisi 
ini semakin diperparah oleh persai-ngan kuasa politik, agama dan 
ekonomi dengan kerajaan Chola di India Selatan yang menimbulkan 
kelumpuhan bagi ekonomi dan bahkan kehancuran bagi Melayyu- 
Sriwijaya yang sebelumnya telah menguasai seluruh Sumatera, separuh 
Jawa, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan (berpusat di Patani), 
Filipina, separuh Taiwan, Borneo, Sulawesi, Campa (Vietnam, Kamboja, 
hingga Srilangka, pada abad ke- 12/13 M.” 


Melemahnya Melayu-Sriwijaya hingga keruntuhannya menjadi awal 
berdiri, tegak dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah 
Melayu.” Walaupun sebenarnya pemben-tukan kekuatan Islam di 
tanah Melayu (Indonesia) telah ada sejak abad ke-7-8 M, namun tidak 
terlihat oleh kejayaan Sriwijaya, Singosari ataupun Majapahit. Umat 
Islam ketika itu belum mampu mengkonsilidasi kekuatan politiknya 
yang masih didominasi oleh rakyat jelata penolak sistem kasta Hindu- 
Budha. Memasuki abad ke-9 M, kekuatan politik Islam mulai kentara, 
terutama karena perlindungan Sriwijaya terhadap komunitas Muslim 


20 Menurut Budi Utomo, pusat pemerintahan Adityawarman berada di hulu Batanghari di wilayah 
Minangkabau. Bambang Budi Utomo, Batanghari Riwayatmu Dulu (Jambi: Kerjasama Pemda 
Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Provinsi Jambi, 1992), 27. 


2»  Reichle, Violence and Serenity, 20. 


”2 Zainal Kling, “Islam dan Kebudayaan Alam Melayu”, 7-8. Bandingkan dengan Shaharir bin 
Mohamad Zain, “Angka Melayu sebelum Kedatangan Islam”, Bulletin of the Malaysian 
Mathematical Sciences Society (Second Series) 23 (2000): 187-220, 193-194. 


”3 Jalan masuk awal Islam di Asia Tenggara mulai terbuka pada masa Umar bin Khattab dan Usman 
bin Affan, pada masa kedua khalifah tersebut perkembangan Islam telah keluar jauh dari jazirah 
Arab, menuju Palestina, Mesir, Irak, dan terus berlanjut hingga ke Cina pada tahun 29 H melalui 
pedangan Cina sendiri yang berinteraksi dengan masyarakat Islam, yang dikuatkan melalui utusan 
Khalifah Usman ke Cina tahun 651 H, yang dipimpin langsung oleh salah seorang sahabat Nabi 
Sa'ad bin abi Wagas. Yusuf Abdullah Puar, Sejarah Islam di Indonesia (Bandung: Angkasa, 1984), 
15. Bandingkan pula dengan Artikel Republika, Peringatan Masjid Niujie, 1000 Tahun Beijing, 
Jum'at, 17 Mei 1996, 9. 
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Cina yang eksodus ke Kedah.# Keadaan ini stagnan hingga memasuki 
abad ke-12 M., ketika kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. 
Komunitas Muslim di Baros saat itu justeru berkembang pesat dan 
berhasil mendirikan kerajaan Samudra Pasai di pesisir Timur Aceh.” 


Sementara di Jawa, komunitas Muslim mulai tumbuh sejak abad 
ke-11 sebagai implikasi dagang yang dilakukan Samudra Pasai dengan 
Majapahit. Pada masa kemunduran Majapahit, komunitas Muslim 
tersebut berhasil membentuk kerajaan Islam Demak yang mengontrol 
daerah pesisir di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, melalui 
bimbingan spritual pawa wali yang tergabung dalam identitas Wali 


Songo.” 


Sedangkan di wilayah Indonesia Timur, khususnya di 
daerah Maluku, penyebaran Islam dilakukan lewat perdagangan yang 
melibatkan Malaka dan Jawa, terutama sejak abad ke-14 M. Penyebaran 
Islam di Indonesia Timur dipermulus oleh adanya hubungan ekonomi 
antara Raja Ternate dengan masyarakat Islam Arab. Realitas tersebut 
memicu munculnya komunitas Islam di Ternate, Banda, Hitu, Makyan 
dan Bacan. Berdasarkan bukti tersebut para ahli menyimpulkan bahwa 
Islam telah masuk ke Maluku sejak tahun 1460-1465 M., melalui jalur 


perdagangan, dakwah Islamiyah, dan perkawinan.” 


Perkembangan lebih jauh menunjukkan, selama hampir dua abad, 
beberapa wilayah penting di Kalimantan dan Sulawesi dapat pula 
diislamkan, seperti Kutai (Kalimantan Timur), Brunai, Makasar, Gowa, 
Tallo, Soppeng, Wajo, dan Bone yang merupakan kerajaan Islam yang 
besar di Indonesia Timur, pada awal abad ke 17 M.S Bahkan ada indikasi 
Kuta-Bali dan Filipina pada pada abad ke-16 telah pula diislamkan, 
walaupun masih menjadi minoritas.” Dengan demikian, hingga awal 
abad ke 17, syi'ar Islam telah tersebar luas di daerah Asia Tenggara, 


»4  Uka Tjandrasasmita (ed)., Sejarah Nasional Indonesia III (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 2. 
»  Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia, 3. 
56  Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia, 19. 


” Lihat Taufig Abdullah dan Sharon Siddigue (ed.), Tradisi dan Kebang-kitan Islam di Asia Tenggara 
(Jakarta: LP3ES, 1989), 73. 


»8 Lihat Tjandrasasmita, Sejarah Nasional Indonesia, 22. 


9 Lihat Amhar Rasyid, “The Moro: Contemporary Religio-Political Life (An Indonesian Perspective)” 
dalam Innovatio: Jurnal for Religious Innovation Studies, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2003, 180- 
181. 
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meliputi kepulauan Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam, Filipina, 
dan dapat dipastikan juga Singapura. 


Khususnya di Jambi syi'ar Islam berasal dari Samudra Pasai. Namun 
banyak versi tentang raja Islam pertama di Jambi. Ada yang menyatakan 
secara resmi Islam masuk ke Jambi ketika berada dalam kekuasaan 
Rangkayo Hitam (1500-1515). Ada juga yang menyatakan Islam 
masuk di Jambi secara resmi tahun 1615, saat pangeran Kedah Sultan 
Abdul Kahar, dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Melayu Jambi yang 
pertama. Namun demikian penulis cukup setuju dengan keterangan 
yang mengungkapkan bahwa pada permulaan abad ke-8 salah seorang 
raja Melayu Jambi (Sri Maharaja Srindrawarman) telah menganut 
agama Islam, namun, antara permulaan abad ke-8 dan permulaan abad 
ke-12 terjadi masa vacum dakwah Islam di Jambi. Agama Islam mazhab 
Syafi'i baru mulai berkembang di Jambi, setelah daerah ini takluk di 
bawah kekuasaan Samudra Pasai (1285—1522). Samudra Pasailah yang 
kemudian mengubah kebudayaan Melayu Jambi dan menanamkan 
pengaruh agama Islam dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. 
Pengaruh ini menghasilkan budaya khas Melayu Jambi yang kemudian 
mendesak pengaruh Budha dalam kebudayaan Melayu Jambi. Pengaruh 
Islam ini pula yang menentukan arah baru corak khusus kebudayaan 
material dan spiritual Melayu Jambi. Al-Hasil kebudayaan Melayu Jambi 
yang didominasi oleh unsur Islam dapat mempertahankan eksistensinya 
secara hegemonik sejak abad ke-15 hingga kini.!90 


Walaupun demikian hegemoni Islam atas kebudayaan Melayu 
Jambi tidak serta-merta menghilangkan pengaruh kepercayaan yang 
sebelumnya dianut oleh masyarakat Melayu Jambi, seperti animisme 
dan dinamisme dan Budha. Masing-masing kepercayaan yang pernah 
memberikan pengaruh dominan terhadap kebudayaan Jambi tetap 
eksis, walaupun terpinggirkan dalam periferi kehidupan masyarakat 
Jambi. Hingga kini, disinyalir sebagaian kecil masyarakat Melayu 
Jambi tetap terpengaruh oleh kepercayaan lama (terutama animisme 
dan dinamisme) seperti yang terlestarikan dalam kelompok masyarakat 
pedalaman orang —untuk tidak menyebut “Kubu”-- Rimbo (Suku Anak 


100 Selayang Pandang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, 
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Dalam), pedalaman Kerinci, dan juga di beberapa desa yang terpencil di 
101 


berbagai pelosok daerah Jambi. 


Hegemoni Islam dalam evolusi budaya Melayu Jambi, dengan tidak 
menghilangkan seratus persen kepercayaan lama, jelas terlihat dalam 
kebudayaan Jambi, terutama dalam seni dan juga tata hidup sosial 
serta politik masyarakat Jambi sehari-hari. Masyarakat Jambi hingga 
dewasa ini misalnya mengenal betul selogan “Adat bersendi syara”, syara 
bersendi kitabullah”. Dalam proses ini kemudian kebudayaan Melayu 
Jambi mengalami proses Islamisasi, pantun Jambi (seloko adat Jambi) 
misalnya terlihat sarat dengan muatan realigiusitas Islam, mislanya: 


Berguna hidup karena beradat, Adat lembaga jadi pakatan, 
Sempurna hidup karena syahadat, Syahadat dijaga mengokohkan 
iman: Adat mati dikandung tanah, Dunia tinggal harta pun 
tinggal, Selamat mati mengandung ibadah, Banyak amal banyak 
bekal, Adat orang berjalan malam, Ada suluh jadi pedoman Adnt 
orang beragama Islam, Ada petunjuk menerangi iman, Orang 
berkain menutup aurat, Sesuai dengan petuah hadis, Orang 
muslimin Iidup beradat, Lakunya sopan mukanya manis, Di bulan 
Ramadhan orang tarawih, Sudah sembahyang membaca Our'an, 


»102 


Orang beriman hidupnya salih, Dadanya lapang lakunya sopan?. 


Kenyataan ini semakin membuktikan adanya hegemoni Islam dalam 
titik balik (the turning point) peradaban'? Melayu Jambi di berbagai 
bidang kehidupan masyarakat. Kebudayaan Jambi yang awalnya 
dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme kemudian 
memperoleh pengaruh Budha, hingga akhirnya semuanya tergantikan 
atau paling tidak diperbaruhi oleh kebudayaan yang sarat dengan nilai 
Islam. Fakta ini menunjukkan betapa budaya awal jambi bersifat inklusif 
dengan kesediaan untuk menerima masukan dari luar. 


11 Novendra, “Kesenian Masyarakat Melayu Jambi”, . diunduh 29 April, 2015. 

102 Zainul Aris Amran, “Adat & Budaya Melayu Jambi, Doeloe & Kini”, Suara Rakyat, http://www. 
newskpkjambi.com/suara-rakyat/1352-adat-budaya-melayu-jambi-doeloe-kini. — Minggu, 03 
Agustus, 2014, diunduh 14 September 2015. 

103 Istilah ini dipopulerkan oleh Fritjof Capra untuk menggambarkan titik balik pendulum peradaban 
menuju kearifan tradisional. Lihat karya Fritjhof Capra, The Turning Point Science, Society and The 
Rising Culture (New York: Bantam Book, 1997). 
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B. Provinsi Jambi 
1. Sejarah Provinsi Jambi, Tanjabtim dan Muaro Jambi 


Sejarahnya Provinsi Jambi berawal dari berakhirnya masa kesultanan 
Jambi yang disusul oleh gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 
27 April 1904, hingga wilayah Kesultanan Jambi dapat dikuasai oleh 
Belanda. Sejak itu, Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk 
ke dalam wilayah Nederlandsch Indie di bawah Residen O.L Helfrich 
yang angkat tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda ini berjalan 
sekitar 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan 
kekuasaan kepada Pemerintahan Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 
Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamir- 
kanlah Negara Republik Indonesia. Sumatera disaat Proklamasi tersebut 
menjadi satu Provinsi yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai 
ibukotanya dan MR. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegangkan 
jabatan Gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional 
Indonesia Sumatera bersidang di Bukittinggi memutuskan Provinsi 
Sumatera terdiri dari tiga Sub Provinsi yaitu Sub Provinsi Sumatera 


Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan.!" 


Sub Provinsi Sumatera Tengah mencakup keresidenan Sumatra 
Barat, Riau dan Jambi. Tarik menarik Keresidenan Jambi untuk masuk 
ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan 
akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada Sidang KNI 
Sumatera tersebut dan Keresidenan Jambi masuk ke Sumatera Tengah. 
Sub-sub Provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian ditetapkan 
sebagai Provinsi dengan undang-undang nomor 10 tahun 1948. 


Dengan UU.No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
Daerah keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 Kabupaten dan 1 Kota 
Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin 
yang mencakup Kewedanaan Muara Tebo, Muaro Bungo, Bangko dan 
Batanghari terdiri dari kewedanaan Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, 
dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan, banyak pemuka masyarakat yang 


104 Lihat Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”, http://jambiprov.go.id/index. 
php?sejarah. Rabu, 8 Januari 2014. 


105 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 
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ingin keresidenan Jambi untuk menjadi bagian Sumatera Selatan dan 
dibagian lain ingin tetap bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih 
dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi, karena 
sejak tanggal 1 Juni 1922 Kerinci yang tadinya bagian dari Kesultanan 
Jambi dimasukkan ke keresidenan Sumatera Barat tepatnya jadi bagian 
dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci (PSK).!”8 


Tuntutan keresidenan Jambi menjadi daerah Tingkat I Provinsi 
diangkat dalam Pernyataan Bersama antara Himpunan Pemuda 
Merangin Batanghari (HP.MERBAHARI) dengan Front Pemuda Jambi 
(FROPEJA) Tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung Kepada 
Bung Hatta Wakil Presiden di Bangko, yang ketika itu berkunjung 
kesana. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa 
(tidak termasuk Kerinci). Keinginan tersebut diwujudkan kembali 
dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi 30 April — 3 Mei 1954 dengan 
mengutus tiga orang delegasi yaitu Rd. Abdullah, AT Hanafiah dan 
H. Said serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun 
menghadap Mendagri Prof. DR.MR Hazairin. Berbagai kebulatan 
tekad setelah itu bermunculan baik oleh gabungan parpol, Dewan 
Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin, 
Batanghari. Puncaknya pada kongres rakyat Jambi 14-18 Juni 1955 di 
gedung bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan Rakyat Jambi 
bernama Badan Kongres Rakyat Djambi (BKRD ) untuk mengupayakan 
dan memperjuangkan Jambi menjadi Daerah Otonomi Tingkat I 
Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-daerah Jambi tanggal 2-5 
Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara 
de facto menjadi Provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957.1 


Sidang Pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 02.00 dengan 
resmi menetapkan keresidenan Jambi menjadi Daerah Otonomi 
Tingkat I Provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah 
pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku 
penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil 
alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan 


106 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 


107 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 
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Mulyohardjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan 
BKRD.'8 


Pada tanggal 8 Februari 1957 Ketua Dewan Banteng Letkol 
Ahmad Husein melantik Residen Djamin gr. Datuk Bagindo sebagai 
acting Gubernur dan H. Hanafi sebagai wakil Acting Gubernur Provinsi 
Djambi, dengan staff 11 orang yaitu Nuhan, Rd. Hasan Amin, M. 
Adnan Kasim, H.A. Manap, Salim, Syamsu Bahrun, Kms. H.A.Somad. 
Rd. Suhur, Manan, Imron Nungcik dan Abd Umar yang dikukuhkan 
dengan SK No. 009/KD/U/L KPTS. tertanggal 8 Februari 1957 
dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah 
Residen Jambi (kini Gubernuran Jambi).!” 


Pada tanggal 9 Agustus 1957 Presiden RI Ir. Soekarno akhirnya 
menandatangani di Denpasar Bali. UU Darurat No. 19 tahun 1957 
tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi. 
Dengan UU No. 61 tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958 UU Darurat 
No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tingkat 
I Sumatera Barat, Djambi dan Riau. (UU tahun 1957 No. 75) sebagai 


110 


Undang-undang. 


Dalam UU No. 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 hurup b, 
bahwa daerah Swatantra Tingkat I Jambi wilayahnya mencakup wilayah 
daerah Swatantra Tingkat II Batanghari, Merangin, dan Kota Praja 
Jambi serta Kecamatan-Kecamatan Kerinci Hulu, Tengah dan Hilir.” 


Kelanjutan UU No. 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 
Desember 1958 Mendagri Sanoesi Hardjadinata mengangkat dan 
menetapkan Djamin gr. Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dienst 
Doend DD Gubernur (residen yang ditugaskan sebagai Gubernur 
Provinsi Jambi dengan SK Nomor UP/5/8/4). Pejabat Gubernur pada 
tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas 
nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi (sekarang gedung BKOW). 
Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan 


108 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 
109 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 
M0 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 
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kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah 
asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka 
tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi 
Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi 
Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir 


Provinsi Djambi. 2 


Selanjutnya pada tanggal & Januari 1957 BKRD menyatakan 
Keresidenan Jambi menjadi Provinsi8 Februari 1957 peresmian 
provinsi dan kantor gubernur di kediaman Residen oleh Ketua Dewan 
Banteng. Pembentukan propinsi diperkuat oleh Keputusan Dewan 
Menteri tanggal 1 Juli 1957, Undang-Undang Nomor 1 /1957 dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 19/1957 dan mengganti Undang- 
Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 61/1958. Hal 
inilah yang diteruskan hingga sekarang dengan kepemimpinan 
(gubernur) sebagai berikut: M. Joesoef Singedekane (1957-1967): H. 
Abdul Manap (Pejabat Gubernur 1967-1968): R.M. Noer Atmadibrata 
(1968-1974): Djamaluddin Tambunan, SH (1974-1979): Edy Sabara 
(Pejabat Gubernur 1979): Masjchun Sofwan, SH (1979-1989), Drs. 
H. Abdurrahman Sayoeti (Wakil Gubernur): Drs. H. Abdurrahman 
Sayoeti (1989-1999), Musa (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin 
Syam (Wakil Gubernur), DRS. H. Zulkifli Nurdin, MBA (1999- 
2005), Uteng Suryadiatna (Wakil Gubernur), Drs. Hasip Kalimudin 
Syam (Wakil Gubernur): Dr.Ir. H. Sudarsono H., SH., MA., (Pejabat 
Gubernur 2005): Drs. H. Zulkifli Nurdin, MBA (Gubernur 2005- 
2010), Drs. H. Antony Zeidra Abidin (Wakil Gubernur 2005-2010): 
dan kini Jambi berada dalam kepemimpinan H. Hasan Basri Agus. 


Adapun Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan Undang- 
undang No. 54 Tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batang 
Hari dan secara defncto kegiatan pemerintahan efektif berjalan terhitung 
tanggal 12 Oktober 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati 
sementara menjelang ditetapkannya pejabat Bupati Detfenitif, dengan 


12 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 


M8 Bappeda Prov. Jambi, “Sejarah Berdirinya Provinsi Jambi”. 


36 : Kosmopolitanisme di Persimpangan Jalan 


pusat pemerintahan berada di Sengeti Kecamatan Sekernan berjarak 38 
KM dari Kota Jambi. H4 


Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah 
sehingga memungkin daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel 
dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan 
potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Luasnya 
kewenangan daerah ini menyangkut semua aspek pemerintahan dan 
kemasyarakatan kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
Hukum, moneter dan fiskal serta agama sebagaimana yang diamanatkan 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung 
jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan 
kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar 
daerah, dan antara daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka 


mewujudkan Good Governance. 


Pada era otonomi, pelaksanaan reformasi di setiap bidang 
memerlukan kesiapan semua pihak untuk melakukan perubahan, 
untuk itu perlu pemahaman yang komprehensif dan kemauan secara 
menyeluruh terhadap permasalahan pembangunan yang dihadapi saat 
ini dan mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu dalam upaya 
membenahi dan meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dimasa 
akan datang. Untuk pendukung otonomi daerah yang luas ini maka 
Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintah Daerah sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 1999. Dengan kewenangan pengelolaan daerah Undang- 
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentunya merupakan langkah nyata 
dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemberdayaan pemerintah 
daerah sehingga kewenangan luas yang diserahkan kepada daerah 


114 Kabupaten Muaro Jambi, “Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi”, http://www. 
muarojambikab.go.id/index.php/topmenuprofil/topmenuselayangpandang. Senin, 26 Mei, 
2014. Diunduh 21 September 2016. 


M5 Kabupaten Muaro Jambi, “Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi”. 
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disertai pula dengan pemberian kewenangan pengelolaan keuangan 
yang proporsional. Dengan demikian diharapkan Pemerintah Daerah 
dapat melakukan berbagai akselerasi pembangunan di daerah karena 
memilki kewenangan luas melalui otonomi daerah sekaligus memilki 
kemampuan keuangan yang cukup guna membiayai pembangunan 
tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Muaro Jambi 
yang dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan fungsi pemerintahan yaitu 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 
dan berkesinambungan, pelaksanaan pembangunan dimaksud mencakup 
perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program, diupayakan 
sebagai percepatan terhadap pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi 
yang saat ini genap berusia 14 Tahun sejak Kabupaten Muaro Jambi 
terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999.!!5 


Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah, 
dan termasuk daerah beriklim tropis dengan curah hujan merata 
sepanjang tahun rata - rata 186 mm perhari dengan intensitas hujan 
rata - rata 16 hari hujan. Temperatur rata - rata 32 derajat celcius 
dengan variasi temperatur antara musim hujan dan musim kemarau 
relatif kecil.Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi kurang lebih 5.246 
km, secara administratif mempunyai batas - batas wilayah sebagai 
berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, 
Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari, dan Sebelah 
Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara 
administratif Kabupaten Muaro Jambi sampai tahun 2012 ini terdiri 
dari 11 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 146 Desa.” 


Sementara Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan 
undang-undang No. 54 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 14 Tahun 
2000, dengan luas 5.445 Km? atau sekitar 10,296 dari luas wilayah 
Provinsi Jambi. Selanjutnya sejalan dengan pemberlakuan Undang- 
undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan 
Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2012 tentang 


H6 Kabupaten Muaro Jambi, “Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi”. 


17 Kabupaten Muaro Jambi, “Selayang Pandang Kabupaten Muaro Jambi”. 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 
2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk perairan 
dan 27 pulau kecil (11 diantaranya belum diberi nama) menjadi 9.005 
Km'?, yang terdiri dari lautan seluas 3.560 Km?. Uniknya, Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur memiliki 191 Km atau sekitar 90,5 4 dari 
panjang pantai yang ada di Provinsi Jambi. Terletak di pantai Timur 
Pulau Sumatera, Tanjung Jabung Timur berbatasan langsung dengan 
Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga 


pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam—Johor (Sibajo). 


Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki hiterogenitas kesukuan, 
ia dihuni oleh beragam suku, di antaranya Melayu Jambi sebagai 
mayoritas, Bugis, Jawa, dan berbagai suku lain yang ada di Indonesia. 
Kehidupan sosial di Tanjung Jabung Timur ralatif toleran dan terbuka, 
dan menjadi modal dasar dalam pembangunan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur. Karena itu kehidupan antar etnis di Kabupaten ini cukup 
kondusif di mana jurang kecemburuan sosial tidak begitu kentara. 


2. Geografi dan Kependudukan Provinsi Jambi 


Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0045-2045” Lintang 
Selatan dan 101010”-104055” Bujur Timur di bagian tengah Pulau 
Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah 
Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah 
Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat 
berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup 
strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan 
ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth 
Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang 
Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara 
Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km2 dengan luas 
daratan 50.160,05 km2 dan luas perairan 3.274,95 Km2 yang terdiri 
atas: Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km2 (6,674), Kabupaten Bungo 


M8 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Profil Daerah 2015: Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Jambi: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015), 1-2. 
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4.659 Km2 (9,254), Kabupaten Merangin 7.679 Km2 (15,254), 
Kabupaten Sarolangun 6.184 Km2 (12,284): Kabupaten Batanghari 
5.804 Km2 (11,535), Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km2 (10,584): 
Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km2 (9,244): Kabupaten Tanjab 
Timur 5.445 Km2 (10,825), Kabupaten Tebo 6.641 Km2 (13,194): 
Kota Jambi 205,43 Km2 (0414): Kota Sungai Penuh 391,5 Km2 
(0,780). 


Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di 
Provinsi Jambi tahun 2010 sebanyak 131 Kecamatan dan 1.372 Desa/ 
Kelurahan, dimana jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan terbanyak di 
Kabupaten Merangin yaitu 24 Kecamatan dan 212 Desa/Kelurahan.'?' 


Menurut BPS (2010), penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 
berjumlah 3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 
61,65 jiwa/km2 kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km'? dan 
Kota Sungai Penuh sebesar 210,20 jiwa/km?. Sebagaimana karakter 
ibukota Provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, 
industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah 


tujuan arus migrasi. 


Dilihat dari posisi kewilayahan Barat dan Timur, maka prosentase 
distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, 
yaitu 524 untuk wilayah Timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung 
Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 484 untuk 
wilayah Barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo 
dan Tebo). ?? 


M9 Bappeda Prov. Jambi, “Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi”, http://jambiprov.go.id/index. 
php?letluaswii.. Rabu, 8 Januari 2014. 


120 Bappeda Prov. Jambi, “Letak Wilayah dalam Provinsi Jambi”. 
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PROVINSI JAMBI 


Keran reenata 


7 
. 
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C. Realitas Politik Identitas di Provinsi Jambi 


Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2015 
berada di angka 70,68 dari skala 0 sampai 100, angka ini sebenarnya 
mengalami penurunan 0,47 poin dibandingkan dengan IDI Provinsi 
Jambi tahun 2014 yang berada di angka 71,15. Meskipun dapat 
dikatakan bahwa tingkat demokrasi Provinsi Jambi masih tetap berada 
pada kategori sedang. Untuk diketahui bahwa angka IDI provinsi Jambi 


sejak tahun 2009 telah mengalami fluktuasi, sebagaimana terlihat dalam 
tabel berikut:!? 


123 Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jambi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi 2015, 
No. 045/08/16/Th.IX, 3 Agustus 2016, 1. 
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IDI Provinsi Jambi 


o 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 


Fluktuasi angka IDI di atas mencerminkan dinamika politik di 


Provinsi Jambi. Di mana tingginya angka partisipasi dalam pemilu 


ternyata tidak menjamin, terciptanya perpolitikan yang berkualitas, 
baik dalam Pemilihan Kepala Daerah maupun legislatif dan eksekutif. 
Beberapa masalah yang masih kerap muncul dalam perpolitikan di 


Provinsi Jambi, berdasarkan pantauan Pemerintah Daerah Provinsi 


Jambi adalah: 


| 


2. 
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Masih maraknya stigma negatif yang berkembang di tengah 
masyarakat bahwa pemilu identik dengan imbal jasa yang dipenuhi 
oleh berbagai kecurangan. 


Adanya kenyataan yang kasat mata bahwa partai politik sendiri 
belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai motor penggerak 
perpolitikan yang berkualitas, baik dalam agregasi dan artikulasi 
politik, komunikasi politik, dan juga pendidikan politik. Alih-alih 
untuk menjadi tauladan politik yang baik, partai politik justeru 
terjebak pada berbagai persoalan internal organisasi hingga memincu 
berbagai konflik internal. Kelemahan ini jelas terlihat dalam sistem 
pergantian kepengurusan yang kurang terbuka,belum berjalan 
optimalnya proses kaderisasi dan mekanisme rekrutmen, lemahnya 
kemampuan dan kapasitas SDM kader dan fungsionaris partai 
dalam membangun dan mempraktikkan dasar-dasar demokrasi, dan 
lemahnya sistem demokrasi internal dalam partaipolitik. 
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3. Akibat dari tontonan politik di atas, kepercayaan publik terhadap 
partai politik menjadiberkurang. Dalam arrti partai politik sebagai 
motor penggerak utama perpolitikan yang baik, jujur, dan 
berkualitas masih jauh dari fungsi yang semestinya mereka emban 
secara moral. 


Selain masalah di atas, berdasarkan pantauan penulis, masih terdapat 
masalah lain yang kerap sekali muncul dalam praktik politik di Provinsi 
Jambi adalah masih ditemukannya praktik kotor politik dalam bentuk 
money politics, black campaign dan juga isu politik identitas dalam 
perpolitikan di Provinsi Jambi. Khususnya tentang isu politik identitas 
yang mengedepankan SARA, diakui praktiknya oleh seorang pejabat 
di lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Muaro Jambi, Drs. 
Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, saat penulis 
tanya mengenai pandangannya tentang mekanisme Pilkada Bupati/ 
Wakil Bupati, ia menyatakan bahwa: 


“Apabila dicermati, Pilkada langsung ini tampak lebih banyak 
mudharatnya ketimbang manfaatnya. Setiap Pilkada langsung 
bermunculan isu isu negatif yang menyertainya, seperti Money 
Politics, black campaign, dan SARA. Efek Pilkada langsung juga 
berpotensi memutukan silaturahmi dan hubungan keluarga karena 


perbedaan calon dukungan” 


Lebih jauh, Sayuti juga mengungkapkan pula adanya isu SARA 
dalam bentuk politik identitas yang menguatkan keberpihakan pada 
putra daerah. Saat penulis wawancarai tentang pandangannya terhadap 
isu SARA yang sering muncul dalam Pilkada, ia menjelaskan: 


“Menguantnya isu SARA dapat menghilangkan rasa persaudaraan 
sesama umat, karena yang menjadi tolak ukur adalah siapa calon 
mereka dan siapa calon kita, atau kita putra dnerah dan mereka 
bukan putra daerah. Dalam Islam sikap seperti jelas bertentangan, 
karena antara sesama muslim bersaudara, dan hanya dengan 


124 Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 
Tahun 2011-2015, (Jambi: Pemprov. Jambi, 2011). 
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Oktober 2016. 


Jambi dan Dinamika Politik Identitas : 43 


memelihara persaudaraan itu maka kebersamaan dan kekuatan 
umat akan dapat diwujudkan, dan adalah modal untuk membangun 


»126 


bangsa dan Negara”. 


Pandangan di atas memperlihatkan bahwa realitas politik di 
Provinsi Jambi masih diwarnai oleh beberapa persoalan politis yang 
jika dibiarkan dapat memberikan dampak buruk terhadap masa depan 
kehidupan politik yang berkualitas dan bermartabat. Persoalan itu tidak 
hanya mengebiri nilai-nilai kemanusiaan secara umum, namun juga 
nilai keraifan lokal dan juga Islam sebagai anutan masyoritas masyarakat 
Jambi. 


Kenyataan di atas, menurut Pheni Chalid, dalam karyanya “Otonomi 
Dnerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik”, muncul dalam iklim 
otonomi daerah, yang memberikan kondisi khas dalam perpolitikan di 
tanah air. Memang merupakan sebuah kemajuan yang dialami rakyat 
Indonesia dalam sistem pemerintahan di era otonomi daerah saat 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih secara langsung 
oleh rakyat. Kepala daerah tidak lagi dipilih di dalam gedung DPR yang 
notabene-nya diisi oleh perwakilan dari partai politik pemenang pemilu. 
Kepala daerah juga tidak lagi dapat ditentukan oleh pusat. Suara rakyat 
kemudian menjadi kunci dalam menentukan secara otonom siapa yang 
berhak dan dianggap mampu memimpin dan mengatur mereka. Melalui 
Pilkada langsung, partisipasi rakyat daerah dalam sistem politik menjadi 


lebih berdaya dan memiliki posisi tawar yang tinggi.” 


Artinya kesuksesan proses Pilkada sebagai perhelatan demokrasi 
di Indonesia dewasa ini sangat tergantung pada kesiapan sumber 
daya manusia, supra dan infrastruktur yang mendukungnya. Dalam 
kondisi inilah kemudian pelaksanaan Pilkada tidak selamanya berjalan 
sebagaimana yang diharapkan dalam proses yang bersih, adil, dan jujur. 
Ia kerap diwarnai oleh berbagai konflik baik antar elit politik hingga 
konflik yang melibatkan masyarakat pendukung. Konflik Pilkada dewasa 
ini menurut Chalid telah bergeser dari konflik dalam gedung DPRD 


126 Hasil Wawancara dengan Drs. Abdurrahman Sayuti. 
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menjadi konflik di luar gedung." Di sinilah kemudian terjadi konflik 
primordialisme daerah yang dapat dikategorikan dalam dua bentuk, 
yaitu sentimen daerah dan dikotomi penduduk pribumi/asli dan 
pendatang. 


1. Sentimen Daerah: Kuasa Putra Daerah 


Diakui atau tidak, satu hal yang mengemukan setelah era reformasi 
politik dan penerapan otonomi daerah dilakukan adalah menguatnya 
ego kedaerahan, akibat terbukanya sistem sentralisasi yang memberi 
peluang bagi masuknya upaya pemerintahan pusat untuk mengkooptasi 
sumberdaya politik lokal. Sumberdaya politik lokal ini dibutuhkan 
oleh pemerintah pusat sebagai instrumen kekuasaan pusat dalam 
mengontrol politik daerah. Sehingga yang terjadi kemudian adalah 
terciptanya infrastruktur politik lokal sebagai cerminan kepentingan 
elit di pusat, al-hasil berbagai aspirasi daerah bagi pemberdayaan dan 
kesejahteraan lokal tidak dapat diakomodir dengan baik ditingkat pusat. 
Tidak mengherankan kemudian, apabila terjadi perubahan konstelasi 
politik di tingkat pusat, akan memunculkan respons di dataran elit 
daerah yang dalam bentuk ekstremnya sampai pada tuntutan pemisahan 
dari wilayah NKRI, sebagai mana yang pernah terjadi di Riau, melalui 
Tabrani Rab, salah seorang tokoh Riau yang berpengaruh. Walaupun 
tuntutan tersebut terlihat tidak memunculkan konflik “kekerasan” antara 
daerah dengan pusat, seperti yang terjadi di Aceh, namun hal tersebut 
memperlihatkan adanya geliat politik lokal yang berbasis yang pada 
sentimen kedaerahan antara Jawa dengan non Jawa. 


Artinya otonomi daerah telah membuka peluang partisipasi politik 
lokal secara massif untuk mendorong proses pembangunan masing- 
masing daerah. Pengalaman dan pemahaman masyarakat di daerah yang 
kurang dalam mengelola sumberdaya pembangunan, ditambah dengan 
kepentingan elit politik untuk masuk dalam lingkaran kekuasaan di daerah 
telah memunculkan irasionalitas politik yang kontra produktif dengan 
tujuan otonomi daerah. Mengingat ia berpotensi untuk menciptakan 
suatu bentuk politik identitas yang berbasis pada ego kedaerahan atau 


128 Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, 142. 
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sentimen etnis. Isu “putra daerah” yang selalu mengemuka dalam 
setiap momen pemilihan kepala daerah atau pemilihan anggota DPR 


merupakan satu contoh irasionalitas politik di masa otonomi.!'? 


Sentimen kedaerahan atau politik identitas yang muncul dalam 
proses politik lokal, disatu sisi dapat dipahami sebagai bagian dari 
dinamika politik, yang secara sosiologis merupakan suatu hal yang 
lazim baik di tingkat lokal. Pada tingkat bahkan hak ini juga terjadi 
melalui penggunaan simbol-simbol primordialisme, seperti simbol 
agama, sebagaimana yang terjadi dewasa ini dalam kasus Basuki Candra 
Purnama (Ahok). Namun jika dilihat dalam perspektif modernisme, 
jelas penggunaan isu kedaerahan akan dicap sebagai hal yang berbau 
tradisional dan irasional khas streotipe ketimuran, yang karenanya perlu 
dimodernisasi atau disekularisasi, mengingat dunia modern merupakan 
sebuah proses yang dipenuhi oleh rasionalisme. Di sinilah kemudian 
sebagain pihak melihat gagalnya era Orde Baru dalam memodernisasi 
perpolitikan di Indonesia. 


Kenyataan yang terjadi di Provinsi Jambi, sepanjang pengamatan 
penulis memperlihatkan bahwa sentimen kedaerahan dengan 
menggunakan berbagai instrumen tradisionalnya masih marak terjadi 
dalam praktik politik di Provinsi Jambi. Padahal hal tersebut berpotensi 
menghilangkan perekat sosial yang sebenarnya dicita-citakan sebagai 
perekat dalam otonomi daerah. Masih banyak ditemukan, elit politik 
lokal yang dengan sengaja menggunakan sentimen kedaerahan 
dengan mengangkat isu “putra daerah” untuk memuluskan langkah 
menuju kursi yang diinginkan. Penggunaan isu “putra daerah” dalam 
prosespolitik lokal di Provinsi Jambi dikemukakan untuk menyentuh 
level kesadaran “ke-aku-an'masyarakat daerah, dengan menggunakan 
rasionalitas eksklusif yang tidak berkelas dan jauh dari nilai normativitas 
agama bahwa sudah sepantasnya pemerintahan didaerah dipimpin oleh 


putra asli daerah itu sendiri.? 


Walaupun rasionalitas ini memiliki banyak sisi lemah, mengingat 
klasifikasi putra asli daerah sendiri cenderung kabur, ahistoris, serta hanya 


129 Lihat Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, 139-140. 


180 Secara teoritis kajian ini secara apik telah ditampilkan oleh Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, 
Pemberdayaan, dan Konflik, 140-142. 
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didasarkan dominasi mayoritas, namun dikemas sedemikian rupa melalui 
sentuhan rasionalitas yang apaik, misalnya dengan mempertimbangkan 
kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang sebenarnya juga 
dipaksakan. Namun praktik ini tidak pernah sepi dari proses politik yang 
terjadi di Provinsi Jambi mengingat isu ini merupakan cara yang sangat 
mudah, efesien dan efektif dalam memobilisasi masa untuk mendukung 
calon dari mayoritas masyarakat. Dalam konteks inilah kemudian 
penggunaan isu primordialisme akan memunculkan persoalan kedua, 
yaitu konflik antara penduduk pribumi dan pendatang. 


2. Dikotomi Penduduk Asli dan Pendatang 


Kehidupan sosial masyarakat Indonesia modern seringkali disibukkan 
dan diributkan oleh persoalan dikotomi antara penduduk pribumi dan 
penduduk pendatang. Secara umum memang dikenal klasifikasi umum 
etnis kesukuan lokal Indonesia, misalnya orang Batak itu di Sumetera 
Utara, orang Sunda itu di Banten dan Jawa Barat, orang Minang di 
Sumatera Barat, orang Bugis di Sulawesi Selatan, orang Dayak di 
Kalimantan Tengah dan Barat, dan lain sebagainya, akan tetapi pada 
sisi lain, kata “pribumi” seringkali digunakan untuk membedakan antar 
golongan masyarakat yang dianggap sebagai orang/suku/etnis asli 


Indonesia dengan mereka yang dianggap sebagai “kaum pendatang” 8! 


Dikotomi “pribumi? dan “pendatang” ini menjadi polemik tersendiri 
dalam konteks sosial bermasyarakat di Indonesia ini telah membentuk 
sebuah budaya politik tersendiri yang cukup pelik, karena berujung 
pada sentimen kedaerahan yang cukup kental. Hal ini menurut 
Koentjaraningrat bersumber dari adanya latar belakang bahasa yang 
berbeda, azas-azas organisasi sosial yang berbeda, sistem religi yang 
berbeda, serta ditambah dan diperuncing pula oleh adanya prasangka 
stereotype etnik yang menghambat hubungan antara suku bangsa yang 
berlainan. Prasangkai ini dapat diartikan sebagai gambaran subjektif 


terhadap ciri-ciri suku bangsa lain secara khusus.#? 


131 Faisal Aslim, “Siapakah Orang Asli Pribumi Indonesia?” , https://www.zenius.net/blog/9016/asal- 
usul-orang-pribumi-indonesia. 4 Sep-tember 2015. Diunduh 2 September 2016. 


132 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1973), 34. 
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Hubungan sosial budaya antara penduduk pendatang dan penduduk 
pribumi tercermin dalam cara mereka bersikap antara satu dengan yang 
lain. Dalam hal ini tidak jarang terdapat hinaan satu etnis terhadap 
etnis lainnya, di mana yang satu merasa diri mereka lebih mulia dari 
yang lainnya. H.J. Heeren misalnya menjelaskan bagiaman sikap orang 
Lampung pribumi yang mengindikasikan sikap menghina terhadap 
orang Jawa yang miskin. Hal ini dilandasi oleh pandangan hukum adat 


133 


Lampung. 


Perbedaanyang ada pada penduduk pendatang dengan penduduk 
asli ini terjadi karena kurangnya hubungan yang harmonis, berdasarkan 
perbedaan budaya yang memiliki fungsi demikian besar dalam kehidupan 
masyarakat di Indonesia. Sebagaimana diketahui budaya meliputi tujuh 
hal pokok, yaitu sistem bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, 
sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem 


religi, dan sistem Kesenian.' 


Perbedaan dalam salah satu atau beberapa sistem budaya di atas, 
terkadang telah menjadi alasan penguatan sentimen daerah di Provinsi 
Jambi dalam perebutan kuasa politik seperti telah dijelaskan di atas, 
sehingga yang terjadi kemudian adalah dikotomi antara penduduk asli 
dan penduduk pendatang menjadi meruncing. Sentimen priomordial 
seperti etnis, telah dijadikan sebagai instrumen atau media untuk 
membuat pembedaan antara penduduk asli dan pendatang, di mana 
pola sosialisasi yang ekslusif akan tercipta dalam kondisi seperti ini. 
Perbedaan pandangan sosial-budaya-ekonomi kemudian akan menjadi 
parameter yang paling dominan untuk mempertegas perbedaan 
tersebut. Akibatnya pandangan dikotomis akan mencuat yang jika tidak 
dikelola dengan baik akan menjadi sumbu yang siap menyala dalam 
konflik horisontal. 


Konflik horisontal antar penduduk asli dan pendatang ini tidak 
jarang disertai oleh tindak kekerasan yang menelan korban jiwa dan 
materi, sebagaimana yang pernah terjadi dalam konflik berdarah 
antara penduduk Dayak dan Melayu dengan penduduk Madura di 


133 H.J. Heeren, Transmigrasi di Indonesia (Jakarta: Gramedia, 1979), 45. 


134 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, 218. 
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Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 2001. Konflik antara 
penduduk asli dan pendatang seperti ini ibarat api dalam sekam yang 


siap membara.'5 


Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
politik identitas dalam berbagai bentuknya telah terjadi dalam kehidupan 
politik di Provinsi Jambi dalam bentuk sentimen kedaerahan dengan 
menggunakan isu “putra daerah” dan juga diktonomi antara penduduk 
asli atau pribumi dengan penduduk pendatang, yang kemudian menjadi 
alat untuk mengunci akses politik satu entitas yang dicap sebagai warga 
pendatang. 


185 Untuk kasus ini lebih jauh lihat Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, 
142-150. 
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PIMPINAN WILAYAH 
IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA 
PROVINSI JAMBI 


DILEMA PUTRA DAERAH DALAM PEMBANGUNAN 
PROVINSI JAMBI 


embicaraan tentang posisi putra daerah (1ndigenous people) dalam 

kehidupan sosial-politik di Provinsi Jambi cukup menarik ditelisik 
sebagai upaya untuk memahami persoalan lanjutan sehubungan dengan 
masalah hegemoni putra daerah dalam kehidupan sosial-politik di 
Provinsi Jambi. Pembicaraan ini tentu saja mesti dimulai dari pemahaman 
terhadap konsep putra daerah dalam kacamata politik, sebagai rambu- 
rambu dalam menetapkan siapa yang disebut sebagai putra daerah di 
Provinsi Jambi. Pemahaman konseptual ini akan menjadi basis dalam 
melihat posisi putra daerah dalam kehidupan sosial-politik di Provinsi 
Jambi. 


A. Konsep Putra Daerah sebagai Identitas 


Menurut Jefferey Sissons, istilah putra daerah atau penduduk 
pribumi sebenarnya “...has deep roots within colonial racism” merupa- 
kan produk dari rasisme kolonial,' atau dalam kata lain menurut 
Michelle Harris, Bronwyn Carlson dan Evan Poata-Smith, bahwa ia 
merupakan ciptaan bangsa kolonial untuk mengkategorisasi masyarakat 
dalam sebuah pembatasan yang negatif dalam upaya mengalienasi 
suku pribumi. Kenyataan inilah yang kemudian terus berlanjut 
hingga menembus dimensi kehidupan keseharian di berbagai belahan 


1 Jefferey Sissons, First People: Indigenous Cultures and Their Futures (London: Reaktion Books, 
2005), 43. 


dunia, yang lebih jauh digunakan dalam kriteria konteks keturunan, 
kewarganegaraan, dan akses politik, sosial serta yang lainnya.? 


Artinya konsep penduduk pribumi sebenarnya sarat dengan klaim 
keaslian (claim indegeneity), yang secara formal masih dapat dipertanya- 
kan level batasannya, apakah berbasis pada komunitas masyarakat 
ataukah pada kesatuan negara. Mengingat jika menggunakan standar 
Barat dewasa ini justeru meluas hingga pada batasan istitusi negara. 
Dalam konteks inilah kategori keaslian penduduk pada hakikatnya 
memiliki dua sisi mata pedang, yang gambarannya lainnya dikatakan 
oleh Sissons sebagai berikut: 


“Ihe operation of oppressive nuthenticity has been integral to 
the foundation of all settler nations and it continues to haunt the 
formation and implementation of their cultural politics. Included in 
the excluded middles of many post-settler states today ure millions of 
Indigenous people variously described as half-castes?, “mixed-blood, 
urbanized?, non-traditional and westernized? - usually the majority 


of their Indigenous citizens.” 


Karena itu pada satu sisi, dengan menggunakan kategori 
komunitas, penduduk pribumi merupakan warga pribumi atau putra 
daerah yang dikuatkan identitasnya berdasarkan ikatan darah dan rasa 
primordialisme, namun pada sisi lain dalam standar kenegaraan yang 
lebih luas penduduk pribumi merupakan semua warga negara didasarkan 
pada kewarganegaraan. Pandangan penduduk pribumi kiranya perlu 
ditempatkan dalam kerangka kewarganegaraan, karena jika ditempatkan 
dalam batasan yang pertama, maka tidak jarang penduduk pribumi akan 
cenderung digambarkan sebagai warga kelas dua dan akan menemukan 
diri mereka sebagai penduduk yang termarginalkan. Hal ini terjadi 
merujuk pada fakta bahwa penduduk pribumi dalam batasan pertama 
cenderung bersifat eksklusif, kurang menerima masukan dan kemajuan 
dari luar, hingga mereka lambat atau cepat akan tergerus oleh kemajuan 
global yang bergerak dengan sangat cepat. 


2 Evan Te Ahu Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics of Authenticity” dalam Michelle 
Harris, Bronwyn Carlson dan Evan Poata-Smith, The Political of Identity: Emerging Indigeneity 
(Sydney: UTSePress, 2013), 1. 
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Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana memahami dua 
pembatasan makna penduduk pribumi di atas? Dalam upaya menjawab 
pertanyaan di atas konsep tentang identitas menjadi teori yang perlu 
dikemukakan sebagai landasan pemahaman. 


Konsep identitas (1dentity) 'telah dilihat secara beragam dalam 
ilmu sosial dan ilmu perilaku, sehingga tidak akan ditemukan sebuah 
pemaknaan dan aplikasi yang tunggal dan baku terhadap konsep ini, 
sebagaimana diungkap oleh HALL bahwa “there has been n Iack of con- 
sistency and clarity in its definition and application” 4 Hal ini merupakan 
imbas dari keragaman sudut pandang ataupun paradigma yang digu- 
nakan dalam memotret konsep identitas, sehingga masing-masing ahli 
dengan keragaman disiplin keilmuannya dapt mengembangkan teorinya 
masing-masing dalam melihat konsep identitas. 


Penulis dalam konteks ini memahami identitas dalam perspektif 
seperti yang antara lain digunakan oleh Peter J. Burke, Psikolog Sosial 
dari University of California dalam karyanya “Indentities and Social 
Structure: The 2003 Cooley-Mend Award Adress”.8 Menurut Burke, 
identitas merupakan serangkaian makna yang dipegang oleh seseorang 
untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, siapa mereka, sebagai apa 
mereka, baik dalam perannya sebagai anggota komunitas sosial ataupun 
pribadi. Pemaknaan ini kemudian menjadi standar identitas yang 
dikondisikan oleh inmteraksinya dengan lingkungan sekitar, hingga 
kemudian mendatangkan keyakinan verifikatif tentang identitas mereka. 
Dalam proses inilah terjadi apa yang dikatakan sebagai self-verification 
process yang dinaungi dalam teori kontrol identitas atau Identity Control 
Theory (ICT).5 


Proses ini menegaskan bahwa pembentukan identitas dikontrol oleh 
masing-masing pribadi berdasarkan persepsi individual yang dibangun, 
persepsi individu inilah yang melandasi pemahaman seseorang terhadap 


3 Lihat Sissons, First People: Indigenous Cultures and Their Futures, 39. 
4 Lihat S. Hall & Du Day P. (eds.), Guestions of Cultural Identity (London: Sage Publications, 1996). 


5 Peter J. Burke, “Identities and Social Structure: The 2003 Cooley-Mead Award Adress”, dalam 
Social Psychology Ouarterly, Vol. 67, No. 1, 2004, 5-15. 


6 Burke, “Identities and Social Structure”, 5. 
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identitasnya dan menentukan perilaku yang ia tampilkan. Teori ini 
didasarkan dan dukungan dari pandangan para ahli psikologi sosial 
semisal William T. Powers,” David R. Heise,? serta William B. Swan Jr., 
dan Stephen J. Read.” 


Identitas yang terbentuk melalui proses persepsi diri lebih jauh 
dapat dibedakan dalam dua bentuk identitas, yaitu identitas personal/ 
pribadi/ individu (personal i#dentities) dan identitas sosial (social 
identities)." Identitas personal pada satu sisi merupakan penunjukan, 
ciri khas, panggilan atau atribut pribadi yang digunakan oleh seseorang 
dalam interkasi sosialnya dengan yang lain. Identitas ini kerena itu 
memainkan arti yang signifikan dalam pembentukan pribadi seseorang." 
Sementara pada sisi lain konsep identitas sosial merupakan penghubung 
konseptual antar berbagai persepsi individual dengan konstruksi sosial 
dalam sebuah komunitas, yang kemudian menjadi dasar dalam memba- 
ngun sebuah identitas diri komunal berdasarkan persamaan persepsi 
masing-masing individu. 


Konsep identitas di atas dikatakan oleh Michelle Harris dan kawan- 
kawan, dalam The Political of Identity: Emerging Indigeneity bersifat 
relasional dan kontekstual. Bersifat relasional, karena tidaklah mungkin 
untuk mengetahui identitas pribadi seseorang tanpa keterhubungan- 
nya dengan identitas sosialnya, seluruh identitas pribadi sekalipun 
sesungguhnya merupakan refleksi dari interaksinya dengan yang lain. 
Konseguensi dari interaksi ini adalah lahirnya proses representasi identi- 
tas seseorang sebagai individu dan bagian dari kelompok sosial secara 


7 William T. Powers, Behavior: The Control of Perception (Chicago: Aldine, 1973). 
8 Lihat Karya David R. Heise, Understanding Events: Affect and the Construction of Social Action 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1979). 


2 William B. Swan Jr., & Stephen J. Read, “Self-Verification: Bringing Social Reality into Harmony 
with the Self”, dalam Jerry Suls dan Anthony Greenwald, Psychological Perpectives on the Self 
(Hillsdate, NJ: Erlbaum, 1983). 


10 Burke, “Identities and Social Structure”, 5-10. 


H  Pemaknaan ini banyak digunakan dalam karya D.A. Snow & L. Anderson, “Identity Work Among 
the Homeless: The Verbal Construction and Avowal of Personal Identities”, dalam The American 
Journal of Sociology, Vol. 92, No. 6, (May 1987), 1336-1371. 


12  Poata-Smith, “Indigenous Identities and the Politics of Authenticity”, 3. Bandingkan dengan C. 
Coupland, “Identity: The Management of Meaning”, dalam George Ritzer, Blackwell Encyclopedia 
of Sociology (Oxford: Oxford Blackwell Publishing, 2007). 
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berbeda dengan kelompok lainnya sesuai dengan kriteria yang mereka 
bangunsebagai atribut identitasnya. Sehingga seluruh identitas hanya 
dapat didefinisikan dalam hubungannya dengan individu/kelompok 
sosial yang lainnya.'8 Walaupun demikian tidaklah ada suatu kesepakatan 
formal dalam sebuah kelompok sosial tentang atribut identitas kolektif 
mereka, karena dalam kenyataannya hal tersebut berproses dalam proses 
pembudayaan yang cukup panjang. 


Selain itu identitas juga dikatakan kontekstual, mengingat ia 
memiliki bangunan yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan 
konteks sejarah dan budaya di mana seseorang atau sekelompok 
komunitas hidup. Dalam sifat ini, maka identitas dapat pula dikatakan 
sebagai suatu konstruksi sosial ataupun variabel yang dengannyan 
seseorang atau kelompok menemukan definisi dirinya, keberadaannya 
juga akan senantiasa bersifat fleksibel dan karena dapat direvisi ataupun 
di revitalisasi.“ 


Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
identitas individu pada awalnya memang bersifat unik, merujuk 
pada “aku” yang sesungguhnya, namun ia kemudian mengalami 
persinggungan dengan yang lainnya hingga membentuk suatu identitas 
komunal yang dipengaruhi oleh pandangan budaya dan yang lainnya. 
Hal ini menunjukkan bahwa identitas sebenarnya merupakan produk 
yang dihasil dari perbedaan sosial dan budaya yang bersifat tidaklah 
stabil, namun berisfat dinamis dan dapat bergeser, karenanya identitas 
hakikatnya bukanlah barang jadi yang bersifat ajek dan siap pakai namun 
lebih merupakan sebuah proses menjadi. 


B. Eksistensi Putra Daerah dan Pendatang di Provinsi Jambi 


Pembahasan di atas memperlihatkan bahwa konsepsi putra daerah 
sebenarnya memiliki scope yang beragam, bergantung pada perspektif 
seseorang melihatnya. Ia dapat bersifat khusus/eksklusif ataupun 
umum/ inklusif. Namun dalam kasus penelitian ini, khususnya pada 
pembahasan sub-bab ini, penulis akan mengedepankan konsep putra 


13 Harris, Carlson & Poata-Smith, The Political of Identity: Emerging Indigeneity, 3. Bandingkan 
dengan Eriksen, T.H., Ethnicity and Nationalism, (London: Pluto Press, 2002). 


14 Harris, Carlson & Poata-Smith, “The Political of Identity”, 3-4. 
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daerah dalam pengertian yang inklusif, mengingat pemaknaan inilah 
yang masih melekat dalam benak warga Jambi, sebagaimana terlihat 
dalam berbagai literatur yang ada tentang putra daerah/ penduduk 
pribumi Jambi. 

Berdasarkan persepsi individual yang dikuatkan oleh legitimasi 
verifikatif lembaga berbadan hukum yang ada di Provinsi Jambi, yang 
dikatakan sebagai putra daerah adalah orang yang “terlahir” dan 
memiliki ikatan darah dengan komunitas awal yang ada di berbagai 
daerah di Provinsi Jambi. Walaupun kriteria ini masih membuka peluang 
untuk dikritisi, namun untuk tahap ini kriteria simplistik inilah yang 
akan digunakan. 


Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh beberapa sumber, 
dikatakan bahwa Masyarakat Jambi merupakan masyarakat “heterogen” 
yang terdiri dari masyarakat asli Jambi. Adapun masyarakat yang diakui 
sebagai masyarakat asli atau penduduk pribumi Jambi adalah: yakni Suku 
Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada 
Suku Kerinci, Suku Batin, Suku Penghulu, Suku Anak Dalam (Orang 
Rimbo), Suku Bajau, dan Suku Pindah. Selain itu juga ada pendatang 
seperti, etnis Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Sunda, bahkan di 
Jambi juga terdapat komunitas yang berasal dari luar negeri, terutama 
Arab, Cina, dan India yang telah menetap dan beranak pihak di Provinsi 
Jambi. Tentang penduduk asli Jambi di atas, dapat dijelaskan lebih 
jauh sebagai berikut: 


1. Suku Anak Dalam (SAD)/ Orang Rimbo 


“Orang Rimbo”, demikian mereka menamakan diri, merupakan 
penduduk yang tersebar di pedalaman Provinsi Jambi dan Sumatera 
Selatan. Mereka berjumlah lebih kurang 20.000, dengan menggunakan 
bahasa khas “Orang Rimbo” —untuk tidak menyebut “kubu” (panggilan 
kasar).!5 


Di Provinsi Jambi dewasa ini mereka kebanyakan tinggal kawasan 
taman nasional Bukit 12 dan taman nasional Bukit 30 di kabupaten 


18  Zulfikri Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”, . Diakses tanggal 25 September 2016. 
16 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 
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Bungo, Tebo, Sarolangun dan Batanghari. Orang Rimbo hidup secara 
nomaden, sederhana dan menghidupi diri dengan berburu binatang dan 
mencari buah-buahan di hutan. Di dalam hutan, Orang Rimbo hidup 
terbagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok memiliki 
wilayah hunian dan wilayah buruan sendiri-sendiri. Pemimpin kelompok 
Orang Rimbo disebur tumenggung. Pakaian sehari-hari Orang Rimbo 
adalah cawat bagi kaum laki-laki dan kain penutup bawahan untuk 
kaum perempuan. Kain penutup dada hanya dipakai jika Orang Rimbo 
berinteraksi dengan masyarakat luar. 


Menurut beberapa sumber SAD berasal dari Dinasti Sriwijaya, 
yang pada tahun 1025, menghadapi serangan dari kerajaan Chola India 
Selatan. Akibatnya Sriwijaya berhasil ditaklukkan dan dikuasai. Pada saat 
itulah sebagian penduduk Sriwijaya yang tidak mau dikuasai orang asing 
berpindah ke hutan dan seterusnya hidup di hutan." Sebagai akibat 
dari kehidupan Suku Anak Dalam yang terisolasi di pedalaman hutan, 
tingkatan kebudayaan mereka relatif rendah dan sangat sederhana. 
Kebudayaan rohani suku anak dalam meliputi kepercayaan akan setan- 
setan dan dewa-dewa, adat kelahiran, perkawinan, pelaksanaan kematian, 
pantangan atau tabu, dan hukum adat serta kesenian.” Semuanya 
mempunyai kekhasan yang cukup menarik untuk didalami lebih jauh. 


Dewasa ini kondisi Orang Rimbo dewasa ini semakin terdesak karena 
lahan tempat tinggal mereka semakin berkurang karena dirambah para 
penduduk lainnya. Sebagian kecil Orang Rimbo telah meninggalkan 
budaya primitifnya, memakai baju manusia pada umumnya dan mulai 
tinggal menetap membaur bersama masyarakat. 


2. Suku Kerinci 


Suku Kerinsi merupakan penduduk mayoritas yang tersebar di 
Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh dan dewasa ini juga telah merambah 


17 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”, .18 Oktober 2012, diunduh 28 Oktober 2016. 


18 Anonim, “Suku Jambi”, http://kebudayaanindonesia.net/kebudayaan /1066/suku-jambi. 26 
Agustus, 2013. Diunduh 20 Agustus, 2016. 

Yudi Kurniawan, Mengenal Penduduk Asli dan Pendatang di Provinsi Jambi, http://informasijambi. 
blogspot.co.id/2010/05/mengenal-penduduk-asli-dan-pendatang-di.html. 01 Mei, 2010, diunduh 
26 Juli, 2016. 


20 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 
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di berbagai Kabupaten di Provinsi Jambi. Diperkirakan jumlah populasi 
ini mencapai kurang lebih 320.000 Jiwa, dengan menggunakan bahasa 
Kerinci sebagai bahasa pemersatu. Agama yang dianut oleh suku ini 
adalah agama Islam dengan sistem kekeluargaan matrilinial. Tulisan asli 
Kerinci disebut incung/rencong yang mirip dengan aksara kaganga 
di Bengkulu, Sumatera Selatan dan Lampung. Sementara dalam segi 
budaya, merupakan perpaduan budaya Jambi dan Minangkabau, 
dengan sedikitnya 30 dialek bahasa.? 


Suku Kerinci diperkirakan merupakan komunitas Melayu tua (proto 
Melayu) tertua. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya kitab undang- 
undang Melayu tertua bernama Kitab Undang-undang Tanjung Tanah 
yang berasal dari abad ke-14 yang berhuruf Palawa dan berbahasa 
Sansekerta. Selain itu ditemukan fosil manusia purba dan berbagai 
macam batu megalitik di berbagai tempat sekitar danau Kerinci yang 
diperkirakan berusia ribuan tahun. 


Orang Kerinci sebagian besar mendiami daerah Kabupaten Kerinci 
Lingkungan alam kerinci yang bergunung-gunung dan subur, lebih 
banyak memungkinkan orang Kerinci menjadi Petani, jika dibandingkan 
dengan orang Melayu Jambi. Orang Kerinci merupakan petani-petani 
yang rajin dan mereka menghasilkan sayur-sayuran, teh, kayu manis, 
kopi, cengkeh di luar kebutuhan mereka dan menjualnya ke luar daerah 
kerinci. 


3. Suku Batin 


Suku ini yang tersebar di daerah pedalaman pula Sumatera secara 
umum, demikian pula di Provinsi Jambi. mereka tersebar di Kabupaten 
Merangi, Tebo, dan Bungo, terutama di Sungai Manau, Jangkat, Tabir 
dan Rantau Pandan. Mereka sebagian besar menganut agama Islam 
dengan jumlah populasi mencapai 72.000 Jiwa. Mereka menggunakan 
bahasa Melayu Jambi yang agak mirip dengan bahasa Melayu Jambi. 
Pekerjaan sehari-harinya adalah berladang, berkebun, mencari ikan dan 


21 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 
2 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 
2 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 


24 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 


58 : Kosmopolitanisme di Persimpangan Jalan 


mendulang emas. Diperkirakan orang Batin berasal dari daerah Bukit 
Barisan di kaki gunung Kerinci. Suku Batin mempunyai hubungan 
kekerabatan dengan suku Kerinci. Suku Kerinci menganggap wilayah 
kediaman orang Batin dengan sebutan Kerinci rendah sementara 


wilayah orang Kerinci disebut Kerinci tinggi. 


Adat-istiadat dan budaya Suku Batin merupakan campuran 
antara budaya Melayu Jambi dengan budaya Minangkabau. Sistem 
kekeluargaan suku Batin menganut sistem matrilineal seperti pada suku 
Minang hanya saja status laki-laki pada suku Batin adalah sebagai kepala 
keluarga.? 


4. Suku Penghulu 


Suku Penghulu diperkirakan berasal dari Padang terlihat dalam 
bahasa keseharian yang membaurkan bahasa Melayu Jambi dan bahasa 
Minang. Jumlah mereka diperkirakan mencapai 25.000 Jiwa di Provinsi 
Jambi,” banyak mendiami wilayah kabupaten Bungo, Tebo, Merangin 
dan Sarolangun. Diperkirakan mereka dulunya berpindah dari wilayah 
suku Minangkabau ke Jambi. Hal dapat dilihat dari adat istiadat dan 
budaya yang mirip suku Minangkabau. Bahasa orang Penghulu adalah 
bahasa Penghulu yang merupakan campuran bahasa Melayu Jambi dan 
Minangkabau. Pekerjaan sehari-hari umumnya di bidang pertanian dan 
mendulang emas.“ 


Orang Penghulu datang ke daerah Jambi setelah orang Batin yang 
diperkirakan terjadi pada abad ke XV. Latar belakang kedatangan orang 
Penghulu ini ialah untuk mencari emas dihulu sungai Batanghari. 
Orang-orang penghulu banyak bertempat tinggal di Batang Asai, 
Pangkal Jambu, Limun, Tinting, Nibung, Ulu Tabir, dan tempat- 
tempat lain. Walaupun cenderung mirip dengan orang Batin, orang 
Penghulu termasuk ras Deutro Melayu.” 


25 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 
26 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 
27 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 
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5. Suku Bajau 


Suku ini tidak tercatatjumlah populasinya secara pasti, karena 
sifatnya yang nomaden. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa 
khas suku Bajau.' Umumnya mereka mendiami daerah pesisir pantai 
di daerah Jambi dan kepulauan Riau, khususnya Tanjung Jabung 
Barat dan sebagian Tanjung Jabung Timur. 


Mereka mempunyai asal-usul dan cara hidup yang sama, yaitu 
sebagai orang Laut yang hidup di pinggir-pinggir laut, dan mereka 
bukan saja berjiwa pelaut, tetapi telah menjadikan laut dengan segala 
sumbernya sebagai sentral kehidupan mereka. Seorang bayi yang 
berumur 6 bulan misalnya, baru dianggap sah menjadi anggota 
keluarga orang Bajau apabila bayi terebut dilemparkan ke dalam 
laut dengan disaksikan ibu, bapak dan keluarga lainnya, kemudian si 
ibu terjun ke laut untuk mengambil bayi tersebut, kehidupan orang 
Bajau masih terbelakang." 


6. Suku Pindah 


Suku Pindah menyebar di Kabupaten Batang Hari, Kabupaten 
Sarolangun, dan Kabupaten Bangko. Jumlah suku ini diprediksi 
dapat mencapai 20.000, dengan menggunakan bahasa Melayu 
Pindah sebagai bahasa keseharian.?? Suku Pindah diperkirakan dulunya 
berasal dari wilayah Sumatera Selatan, karena itulah budaya dan bahasa 
suku Pindah mirip dengan suku Melayu Palembang di Sumatera Selatan. 
Suku Pindah merupakan suku deutro Melayu yang menggunakan 
bahasa Melayu Palembang dialek Pindah. 


7. Suku Melayu Jambi 


Suku Melayu Jambi umumnya menyebar di seluruh kabupaten yang 
ada di Provinsi Jambi dan menjadi mayoritas dari penduduk Jambi, 
diperkiran populasi mereka mencapai lebih kurang 1.100.000 jiwa 
dengan menggunakan bahasa Melayu Jambi sebagai bahasa utama.” 


30 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 
31 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 
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38 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 


34 Armada, “Suku Bangsa Provinsi Jambi”. 


60 : Kosmopolitanisme di Persimpangan Jalan 


Dengan demikian suku Melayu Jambi merupakan suku terbesar di 
provinsi Jambi, dengan mayoritas beragama Islam. Suku Melayu Jambi 
berasal dari golongan Melayu muda (Deutro Melayu) yang masih 
memiliki hubungan kekerabatan dengan suku Penghulu dan Pindah. 


xx 


Selain Suku Anak Dalam, Orang Bajau, Orang Kerinci, Orang 
Batin, Orang Penghulu, Suku Pindah, dan Orang Melayu Jambi 
yang banyak bertempat tinggal di Kota Madya Jambi, terdapat pula 
suku pendatang yang menetap dana beranak pinak di Provinsi Jambi. 
Penduduk pendatang di daerah Jambi ini dapat di bagi atas dua bagian 
yaitu: Penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti orang-orang 
Jawa: Minangkabau, orang Bugis, Orang Palembang, Orang Banjar, 
Orang Batak, Orang Sunda, dan lain-lain serta Penduduk pendatang 
yang terdiri dari orang-orang Asing, seperti India, Cina, Arab dan lain- 


lain.8 


Penduduk pendatang yang merupakan bagian dari bangsa Indo- 
nesia pindah ke Jambi, melalui jalur transmigrasi pemerintah maupun 
spontan. orang Jawa dan Minangkabau tersebar seluruh daerah Propinsi 
Jambi, orang Bugis dan orang Banjar banyak bertempat tinggal di ka- 
bupaten Tanjung Jabung dan Kota Jambi, Orang Palembang banyak 
bertempt tinggal di Kotamadya Jambi, di Kabupaten Sarolangun Bang- 
ko, kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabu- 
paten Batanghari sedangkan orang-orang Sunda dan orang-orang Batak 
kebanyakan memilih tempat tinggal dalam Kotamadya Jambi.” 


Sementara orang asing seperti Cina, Arab dan India umumnya 
bertempat tinggal di kota, terutama di Kota Jambi dan ibukota 
kabupaten Tanjung Jabung. Mereka merupakan pedagang-pedagang 
yang ulet dan berhasil. Orang-orang asing yang sedikit sekali kita jumpai 
di daerah-daerah Sarolangun Bangko dan di daerah Kabupaten Kerinci 
selain Arab, India dan Cina, juga ada orang asing Belanda, Perancis, 
Korea, Amerika yang datang ke Jambi umumnya mereka terdiri dari 


35 Anonim, “Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi”. 


36 Hasil Pengamatan Penulis terhadap kondisi sosial di Provinsi Jambi. 
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pengusaha dan karyawan perusahaan-perusahaan asing yang jumlahnya 
tidak banyak dan tidak menetap di daerah Jambi. 


C. Hegemoni Sosial dan Politik Identitas di Provinsi Jambi 


Persoalan putra daerah yang diatasnamakan oleh pembedaanidentitas 
antara penduduk pribumi dan penduduk pendatang, sebagaimana 
dijelaskan di atas, pada akhirnya akan memunculkan hegemoni sosial 
dan juga politik identitas. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 
terdahulu, bahwa hegemoni adalah praktik diktator dan dominasi satu 
kelompok atas kelompok lainnya,? dalam berbagai dimensi kehidupan, 
baik budaya, ekonomi, sosial, ataupun politik.” Termasuk pula dalam 
hegemoni adalah berbagai bentuk diskriminasi yang terhubung dengan 
praktik dominasi, penekanan, dan penguasaan, yang terjadi baik di 
level lokal, nasional, hingga antar bangsa, yang dilakukan terhadap 
satu kalangan (ras, agama, partai politik dan lain sebagainya) terhadap 
kalangan lain dengan menekankan pada kekuatan hubungan sosial- 
politik dan ekonomi dan juga kekuatan struktural birokratis. 


Sementara politik identitas adalah politik yang mengedepankan 
identitas kesukuan, agama, dan lain sebagainya, yang bermuara pada 
eksklusivisme dalam mendapatkan dan mempertahankan kuasa politik. 
Praktik politik identitas ini umumnya oleh kelompok mainstream, yang 
merupakan kelompok mayoritas yang diarahkan untuk “menekan” 
kalangan minoritas, baik dalam skala lokal, nasional, hingga antar 
bangsa. 


1. Hegemoni Sosial 


Sebagaimana telah dijelaskan di atas, term hegemoni berasal dari 
bahasa Yunani Kuno “hegemonia” yang menunjukkan suatu dominasi 
satu entitas terhadap entitas lain. Konsep seperti inilah yang lebih jauh 
dikembangkan oleh sosiolog Antonio Gramci.“ Menurutnya hegemoni 
merepresentasikan status adidaya dalam sistem atau merujuk pada posisi 


38 Davis Forgacs (Ed.), The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935 (New York: New York 
University Press, 2000),224. 


39  Forgacs, The Gramsci Reader, 194. 


40 Sait Yilmaz, “State, Power, and Hegemony”, dalam International Journal of Business and Social 
Science, Vol. 1, No. 3, December, 2010: 192-205, 194. 


62 : Kosmopolitanisme di Persimpangan Jalan 


entitas dominan yang menguasai entitas lainnya kekuatan sosial ataupun 
politik yang dilakukan secara paksa.“ Teori ini lebih jauh dikembangkan 
oleh Robert W. Cox, yang adanya dominasi status guo kalangan yang 
lebih kaya dan lebih berkuasa terhadap kalangan lainnya yang inferior. 
Dalam proses ini kalangan elit dapat mendominasi pandangan-nya, baik 
secara moral, politik dan nilai budaya pada kalangan masyarakat umum 
melalui berbagai institusi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks inilah 
banyak pihak menempatkan hegemoni sebagai bentuk neokolonialisme 
melalui instrumen politik, sosial ataupun ekonomi, berdasarkan 
manipulasi hubungan tanpa menekankan sebuah badan yang bersifat 
superior, sementara imperialisme menekankan superioritas dalam 
berbagai bentuk kelembagaan atau badan.” 


Beberapa pakar juga melihat bahwa hegemoni juga tampil dalaam 
diskriminasi yang terhubung dengan praktik dominasi, penekanan, dan 
penguasaan, di mana kekuatan hubungan telah diberdayakan sedemikian 
rupa menjadi kekuatan untuk mempengaruhi dan menekan.“ Artinya 
hegemoni dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan baik 
dalam skala global, nasional, ataupun lokal dengan mengedepankan 
keunggulan ras, agama, partai politik dan lain sebagainya. 


Mengacu pada pemaknaan di atas maka hegemoni sosial sebenarnya 
merupakan sebuah penodaan terhadap prinsip luhur bangsa Indonesia 
yang berlandaskan pada kebhinekaan suku dan agama (Bhineka Tunpgal 
Ika). Pluralitas sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri akan 
ditolak dalam hegemoni yang mengedepankan keakuan. 


Menyimak bahasan tentang hegemoni dalam hubungannya dengan 
posisi penduduk pribumi dan pendatang dalam kehidupan sosial, maka 
dapat dikatakan bahwa secara kasat mata, kalangan pendatang tidak 
mengalami masalah sosial, penduduk pendatang justeru memainkan 
peran penting di pusat-pusat perkotaan, sementara kebanyakan 
penduduk pribumi, kecuali Suku Kerinci dan Suku Melayu Jambi, 


1 Michele Barret, “Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe”, dalam Slavoj 
Zizek, Mapping Ideology (London: Verso, 1997), 239. 
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menempati posisi yang agak termarjinalkan, terutama Suku Anak Dalam 
yang masih terlihat enggan untuk mengakomodir kemajuan dalam 
kehidupan mereka yang lestari. 


Walaupun demikian, jika diperhatikan secara jeli, maka akan terlihat 
adanya demarkasi antara putra daerah dan warga pendatang dalam 
kehidupan sosial, yang sekaligus menunjukkan belum terdapat sebuah 
perekat sosial yang solid yang mampu mempersatukan apa yang dikatakan 
sebagai putra daerah dan non putra daerah di Provinsi Jambi. Hal ini 
misalnya terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan wawancara 
penulis dengan seorang tokoh intelektual dan juga pemerhati persoalan 
politik di Muaro Jambi diketahui bahwa: 


“Beberapa daerah masih menerima isu kadaerahan, terutama di 
desa-desa tradisional yang memang mememiliki ikatan kekerabatan 
yang kuat, biasanya isu kedaerahan ini justru dihembuskan oleh 


tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat” 


Keterangan di atas memperlihat, walaupun isu kedaerahan tidak 
sampai memunculkan konflik sosial, namun isu tersebut masih mewarnai 
kehidupan sosial masyarakat yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi 
Jambi, yang tidak jarang akan memunculkan sentimen primordialisme 
yang berujung pada hegemoni sosial. Hegemoni ini bahkan tidak hanya 
mendiskreditkan warga pendatang, namun juga beberapa suku yang 
sebenarnya termasuk dalam kategori penduduk pribumi Jambi. 


2. Politik Identitas 


Isu kedaerahan ataupun sentimen primordialisme ini akan semakin 
mengental jika dilihat dalam dimensi politik. Jika dipotret dari kehidupan 
politik, maka akan ditemukan kondisi yang cukup berbeda. Bangunan 
pola operasionalisasi politik identitas dapat ditemukan pada berbagai 
realitas yang terjadi pada masyarakat Jambi dapat ditunjukkan dengan 
banyaknya benturan kepentingan (conflic of interest) dan fenomena ego 
sektoral dengan menggunakan tiga instrumen kuasa utama, yaitu (a) 
kuasa pemerintahan, (b) kuasa agama: (c) kuasa hukum. 


44 Wawancara penulis dengan Dr. Holison, Tokoh Intelektual dan Pemerhati Pilkada Muaro Jambi, 
Tanggal 24 Oktober, 2016. 
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a. Politik Identitas dalam Kuasa Pemerintahan 


Operasionalisasi politik identitas yang dimainkan dengan menggu- 
nakan kuasa pemerintahan telah lama dilantunkan dengan gaya yang 
cantik dan menawan, namun sangat efektif dan optimal. Hal ini sejalan 
dengan bergeseranya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana 
pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengatur 
rumah tangganya berdasarkan pengakuan politik dalam pemilihan ke- 
pala daerah oleh konstituen di daerahnya masing-masing. Politik Iden- 
titas ini ditampakkan dengan maraknya isu etnisitas dan gejala primor- 
dialisme yang diusung melalui isu “putra daerah” dalam menduduki 
jabatan publik, isu etnis asli dan anti pendatang, dan isu etnis mayoritas 
dan minoritas. 


Di Provinsi Jambi operasionalisasi politik identitas dengan menggu- 
nakan kuasa pemerintahan ini dapat ditemukan dalam beberapa kasus. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kerukunan Kelu- 
arga Sulawesi Selatan (KKSS) dan sekaligus Ketua Majelis Ulama Indo- 
nesia (MUI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), KH. Drs. 
As'ad Arsyad, M.Ag, saat penulis temui di kediamannya, ia menyatakan 
bahwa: 


“kami para tokoh-tokoh di Tanjung Jabung Timur telah menyepakati 
bahwa yang disebut sebagui putra daerah (penduduk primbumi) di 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, pertama, mereka yang 
lahir dan besar di Wilayah Tanjabtim, kedua, Mereka yang berdomisi 
dan bekerja tetap di Tanjung Jabung Timur? 5 


Artinya pada level atas, sebenarnya ada kesepahaman di antara para 
tokoh di Tanjung Jabung Timur tentang pentingnya untuk memperluas 
skope atau cakupan dari putra daerah, tanpa melihat asal daerah, dengan 
menetapkan bahwa orang yang lahir dan bekerja di Tanjung Jabung 
Timur termasuk sebagai putra daerah. Walaupun demikian, pada level 


4  Dirujuk dan disesuaikan dari Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas: 
Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan Indonesia”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Jember, 2012. Diunduh dari http://lembagailmiah.blogspot.co.id/2012/11/ 
menguatnya-politik-identitas.html. tanggal 12 Juli 2016, 2-3. 

46 Hasil Wawancara Penulis dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag., Ketua KKSS dan MUI Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur, 12 Oktober 2016. 
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grass root tampaknya kesepakatan di atas tidaklah berlaku sepenuhnya, 
mengingat masih terdapat pandangan yang agak negatif terhadap “warga 
pendatang” yang bahkan telah beranak-pinak di Tanjung Jabung Timur. 
Hal ini terkait dengan claim putra daerah yang senantiasa dikaitkan 
hanya kepada suku Melayu Jambi yang ada di Tanjung Jabung Timur, 
sementara yang lainnya dianggap sebagai warga pendatang, walaupun 
mereka lahir di Tanjung Jabung Timur. Dalam kondisi inilah KH. Drs. 
As'ad Arsyad, M.Ag, menyatakan: 


“Kalau orang-orang Melayu menganggap dirinya pribumi, kamipun 
juga pribumi. Klau kami dianggap pendatang atau keturunan 
dari luar, orang melayu pun berasal dari luar yaitu dari Thailand. 
Kebanyakan mereka dulu tidak berkampung. Yang membuka 
dnerah pesisir itu orangg bugis. Namun setelah mereka membuka, 
kemudian berpindah tempat lain untuk mencari wilayah yang lebih 
aman dari binatang buas, lalu mereka dapat kembali lagi ke tempat 
asal setelah aman. Dari sejarah, dapat diketahui bahwaRaja Ali 
Haji, merupakan orang Bugis yang sudah menjabat di kerajaan 
Malaka tahun 721. Engku Hamidah juga adalah keturunan bugis. 
Karena itu dapat dikatakan bahwa di daerah Tanjung Jabung 
Timur sebenarnya orang bugis bisa jadi orang pertama yang tinggal 


di sana?“ 


Hasil wawancara di atas menunjukkan masih adanya sentimen 
primordialisme ataupun sentimen kedaerahan yang menguatkan satu 
etnis atas yang lainnya, hingga cenderung memunculkan srngketa 
terhadap klaim siapa putra derah dan siapa bukan putra daerah. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, 
dikatakan bahwa: 


“Hal itu terjadi karena keegoan mereka (Suku Melayu Jambi). Yang 
bahkan mereka (tokoh Melayu Jambi) pernah menyatakan bahwa 
sampai kinmat org bugis (suku di luar Melayu Jambi-red) tidak 


2 48 


akan pernah jadi Bupati di Tanjung Jambung Timur”. 


47 Hasil Wawancara Penulis dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag. 
48 Hasil Wawancara Penulis dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag. 
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Realitas politik di atas memperlihatkan kuatnya dominasi satu etnis 
atas yang lainnya, sebuah isu berbasis SARA yang kemudian dipolitisir 
untuk kepentingan politik tertentu. Walaupun demikian kenyataan 
di atas sedikit dinegasi -—bukan ditolak mentah-- oleh beberapa tokoh 
yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur sendiri. Berdasarkan Wawancara penulis dengan Drs. H. Umar 
Mahmud, M.Pd, Asisten 3 Sekda Tanjabtim dan Wakil Ketua lembaga 
Adat Kab Tanjabtim, pada tanggal 10 Oktober 2016 di Muara Sabak, 
dikatakan bahwa: “Bagi masyarakat Tanjabtim, Isu non putra dnerah 
tidak begitu direspon Ingi, meskipun isu ini masih dimunculkan pada 


pemilihan kepala daerah atau kepala desa” 


Penyataan di atas walaupun sedikit menegasi, namun tetap 
membenarkan adanya penggunaan isu kedaerahan dalam perpolitikan 
di Provinsi Jambi, hal ini dikuatkan kembali oleh Dr. Holison, seorang 
intelektual akademisi dan pemerhati masalah pemilihan kapala daerah 
(pilkada), saat penulis tanya mengenai perpolitikan di Provinsi Jambi, 
khususnya terkait dengan penggunaan isu kedaerahan sebagai upaya 
dalam mendulang suara. Ia emnegaskan bahwa: 


“Isu kedaerahan (primordialisme) memang (dapat dipastikan- 
red) selalu muncul di Pemilihan Kepala Daerah langsung. Mereka 
yang memunculkan isu ini merasa yakin akan dapat mendongkrak 
jumlah perolehan suara calon kepala daerah yang mereka usung, 
dan ternyata hal itu juga memang memberi pengaruh” 


Kenyataan di atas jelas memperlihatkan bahwa realitas kehidupan 
politik di Provinsi Jambi, terutama di dua Kabupaten yang penulis telisik 
memperlihatkan menguatnya penggunaan sentimen daerah, melalui isu 
putra daerah dan non daerah dalam prosesi politik. Fakta ini pula yang 
dilihat oleh Drs. Abdurrahman Sayuti sebagai hal yang memiliki muatan 
negatif. Ketika penulis wawancara tentang kenyataan ini ia menjelaskan 
bahwa penguatan isu SARA telah membawa dampak pada hilangnya 


49 Hasil Wawancara Penulis dengan Drs. H. Umar Mahmud,M.Pd, Asisten 3 Sekda Tanjabtim dan 
Wakil Ketua lembaga Adat Kab Tanjabtim, pada tanggal 10 Oktober 2016, di Muara Sabak. 


50 Hasil Wawancara penulis dengan Dr. Holison, Tokoh Intelektual dan Pemerhati Pilkada Muaro 
Jambi, Tanggal 24 Oktober, 2016. 


Dilema Putra Daerah dalam Pembangunan Provinsi Jambi : 67 


rasa sosial dan persaudaraan di kalangan sesama Muslim, mengingat 
yang dijadikan ukuran kemudian bukanlah persamaan agidah ataupun 
persamaan kemanusiaan sebagai hamba Allah, namun siapa saya dan 
siapa anda atau siapa calon mereka dan siapa calon kita, ataupun “kita 
putra daerah” dan “mereka bukan putra daerah” .! 


Merujuk pada berbagai hasil wawancara di atas, serta realitas 
di lapangan, maka dapat di katakan bahwa yang terjadi di Provinsi 
Jambi adalah bentuk penguatan politik identitas, yang dikatakan 
oleh beberapa ahli dalam pemaknaan yang berbeda. Agnes Heller 
mengasumsikan bahwa politik identitas ini merupakan politik yang 
memfokuskan pembedaan sebagai kategori utama, dengan mengangkat 
janji-jani politik tentang kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain 
(free play), walaupun hakikatnya justeru ia sendiri telah memunculkan 
pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan antar etnis. Politik 
identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, Environmentalisme 
(politik isu lingkungan) dan perselisihan etnis. Bila dilacak dari sejarah 
Indonesia politik identitas muncul dalam kecenderungan yang kuat 
pada etnisitas, agama dan ideologi politik. Dengan sifat yang demikian 
maka terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, 
politik identitas harusnya dapat menjadi bahan kajian yang menarik 
untuk ditelaah,?? secara cermat sembari mencari sikap dan tindakan 
dalam melihatnya. 


b. Politik Identitas atas Nama Agama 


Wilayah agama sebagai lahan beroperasinya politik identitas. 
Dalam konteks Indonesia, politik identitas itu dilakukan oleh 
kelompok mainstream, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat 
”menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya ”menyimpang” 
atau ”menyeleweng”. Bersamaan dengan ini munculnya gerakan- 
gerakan radikal atau semi radikal yang “berbaju” Islam di Indonesia. 
Mereka memiliki partner dan funding di negara lain, yang juga memiliki 
gerakan anti-demokrasi, anti-pluralisme, hingga anti-nasionalisme. 


S1 Hasil Wawancara penulis dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, 
tanggal 17 Oktober 2016. 


52 Lihat karya Masykuri Abdillah, Demokrasi Di Pesimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim 
Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993), (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999). 
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Secara ideologis, mereka mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan 
Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, 
kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh dunia." 


Kasus di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa politik identitas atas 
nama agama ini dapat terjadi dalam internal pemeluk agama dengan 
mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu dan juga antar umat 
beragama dengan melakukan pelabelam terhadap penganut agama lain 
dengan cap-cap yang negatif, semisal “kafir”, secara sadar ataupun tidak 
sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. 


Khususnya di Kota Jambi pandangan negatif mayoritas Muslim 
terhadap non-Muslim masih kerap muncul, walaupun tidak sampai 
berujung pada konflik, namun yang terbangun kemudian adalah 
toleransi yang semu. Beberapa kasus memperlihatkan kenyataan ini, 
terlepas dari polemik yang ada. Umat Kristiani di bebera daerah di Kota 
Jambi terlebih di Kabupaten Jambi, masih terlihat sulit untuk mendirikan 
rumah ibadah, kasus pnolakan pendirian gereja misalnya pernah terjadi 
di Penyengat Rendah, di mana masarakat setempat menolak pendirian 
gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Syalom Aurduri, yang 
kejadian dikuatkan oleh penyegelan yang tertuang dalam surat Wali 
Kota tanggal 14 Desember 2011.5# 


Pada Era Walikota Jambi H. Syarif Fasya kembali ditegaskan akan 
membongkar paksa bangunan gereja itu karena dinilai belum memiliki 
IMB. Batas waktu yang diberikan Pemkot Jambi hingga 14 November 
2015. Jika hingga tanggal 14 November 2015 bangunan HKBP Syalom 


58 Disesuaikan dari Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan 
Kebhinekaan Indonesia”, 2. 


58 Keputusan Walikota menyegel Gereja HKBP Syalom Aurduri, dipicu aksi demo puluhan warga 
yang mengatasnamakan Perwakilan Masyarakat Penyengat Rendah, 28 November lampau. Selain 
berdemo di lokasi gereja yang sedang dibangun, massa yang dipimpin H. Raden Abdus Shomad S. 
itu juga mendatangi Kantor DPRD Kota Jambi. Massa memberi tenggat 15 hari agar pembangunan 
gereja itu dihentikan. “Kalau dalam 15 hari tak dihentikan, kami yang bertindak,” ujar Abdus 
Shomad.Menurut Abdus Shomad yang bekerja sebagai pengawas sekolah madya di Kantor 
Kementerian Agama Kota Jambi, sejak 1997 aktivitas gereja di Kelurahan Penyengat Rendah tidak 
diterima masyarakat. “Seratus persen masyarakat di sini (Penyengat Rendah) adalah Muslim. Jadi, 
kalau mereka (panitia pembangunan gereja) mengaku mendapatkan KTP nonkristen, itu berarti 
manipulasi,” kata Abdus Shomad.Jogi Sirait, Kemelut Berlarut Pembangunan Gereja, GATRA, 
Nomor 15, Kamis 16 Februari 2012. Dapat pula dirujuk dalam http://arsip.gatra.com/2012-02- 
13/majalah/rubrik.php?id-45. 
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Aurduri tak dibongkar, maka Sat Pol PP Kota Jambi akan melakukan 
pembongkaran paksa." Hal ini diperkuat oleh putusan MK akhir tahun 
2015, yang menetapkan agar bangunan gereja HKBP Syaloom Aur 
Duri yang terbengkalai diminta dibongkar." 


Dalam perspektif non Muslim kejadian di atas, menyebabkan 
pembangunan gereja di sejumlah daerah menjadi kemelut yang 
berlarut-larut. Di lain pihak, pemerintah daerah cenderung pro- 
masyarakat mayoritas dan tidak bisa bertindak tegas. Dalam kenyataan 
inilah beberapa melihat kasus di atas dan beberapa kasus lainnya sebagai 
bentuk dari politik identitas atas nama agama atau bahkan Hukum. 


Walaupun demikian Pemkot Jambi tampaknya tidak sepenuhnya 
mengedepankan politik identitas, terbukti bahwa baru-baru ini Pemkot 
Jambi justeru mengeluarkan aturan yag sangat toleran terhadap semua 
agama. Diberitakan bahwa Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha, telah 
meninjau pemakaman umum (TPU) umat Tionghoa (kuburan cina- 
red) di Jalan Patimura Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, 
pada hari Rabu, 23 Maret 2016, lalu, dengan mengikutsertakan Kepala 
Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakanan Moncar, serta Camat 
setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa TPU umat 
Tionghoa tersebut masuk dalam program membersihkan kuburan yang 
dilakukan Pemerintah Kota Jambi tahun 2016 ini. Selain itu, kunjungan 
tersebut dimaksudkan untuk meninjau persiapan pemakaman itu dalam 
menyambut ritual Ziarah Kubur (leluhur) umat Tionghoa atau yang 
dikenal dengan ritual Cengbeng yang setiap tahunnya diselenggarakan 
di pemakaman tersebut. 


Saat melihat kondisi pemakaman yang banyak ditumbuhi rumput 
dan lalang tersebut, Wali Kota Fasha langsung menginstruksikan Kepala 
Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan, agar membersihkan 
seluruh rumput dan semak yang tumbuh subur di pemakaman tersebut. 
Ia juga mengintruksikan agar Dinas tersebut memasang beberapa titik 


55  Rosenman Manihuruk, Pemkot Jambi Bakal Bongkar Paksa Gereja HKBP Syalom Aurduri Jambi, , 2 
November, 2015. Diunduh 12 November 2016. 


56 Berita Satu. com, Gereja Disegel, Ratusan Umat HKBP Beribadah di Kantor Wali Kota Jambi, 
http://www.beritasatu.com/nasional/347900-gereja-disegel-ratusan-umat-hkbp-beribadah-di- 
kantor-wali-kota-jambi.html.08Feb-ruari 2016. Diunduh 12 November 2016. 
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lampu didalamnya. H. Syarif Fasha Mengungkapkan: 


“Kami punya program pembersihan TPU. Pemerintah Kota Jambi 
melalui Dinas Kebersihan, Pemakaman sudah membentuk tim dari 
Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 15 orang, yang mereka 
setiap hari akan keliling untuk membersihkan pemakaman umum. 
Tidak hanya pemakaman Muslim, pemakaman non muslim pun 


masuk dalam target pembersihan Pemerintah Kota Jambi”.” 


Kenyataan ini justeru menunjukkan bahwa bahwa Pemkot Jambi 
yang dimotori oleh duet kepemimpinan H. Syarif Fasha dan Abdullah 
Sani, menempatkan keragaman yang dimiliki Kota Jambi sebagai potensi 
positif dalam membangun Kota Jambi. Semangat masyarakatnya yang 
majemuk dengan berbagai macam agama, dan beraneka ragam suku 
tersebut memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk 
mewujudkan kelangsungan Kota yang Harmoni. Di mana Pemerintah 
Kota Jambi mengayomi dan memberi tempat yang sama bagi semua 
agama, suku dan ras. Perlakuan yang sama diantaranya ditunjukan 
Pemerintah Kota Jambi dalam memfasilitasi berbagai kegiatan 
keagamaan dan keragaman budaya termasuk perayaan hari-hari besar 
semua agama yang ada di Kota Jambi. (ITA/hms). 


c. Politik Identitas melalui Kuasa Hukum 


Ketign adalah wilayah hukum. Ini merupakan wilayah paduan antara 
wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya 
sendiri. Pada sisi ini, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian 
kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan 
identitasnya secara partikular. Kemungkinan modus kita akan menjadi 
dasar bagi hubungan politik identitas yang dibangun sangatlah besar. 
Namun demikian, hal ini tidak akan terjadi seandainya kepentingan dari 
politik identitas etnis yang bersifat minoritas tidak terjembatani melalui 
pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan 
keputusan hukum secara bersama." 


37 Ita, Jejak Kasus Hebat, Sambut Ritual Cengbeng, Walikota Jambi Intruksikan DKPP Bersihkan 
TPU Tionghoa, 30 March 2016, dilansir dari http://www.jejakkasus.info/2016/03/sambut-ritual- 
cengbeng-walikota-jambi. html. Diunduh Tanggal 24 November 2016. 


58 Pratiwi, Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan 
Indonesia, 3. 
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Di Provinsi Jambi yang notabenenya dikuasai oleh perwakilan 
mayoritas ini politik identitas melalui kuasa hukum tampil dalam 
keragaman hegemoni sosial. Hal ini misalnya dialami oleh Orang Rimbo, 
sebagai komunitas adat hak-hak kewargaannya yang kian hari kian 
terancam. Ancaman bagi kepunahan masyarakat adat bisa datang dari 
beragam faktor, baik faktor internal ataupun eksternal. Faktor eksternal 
diantarnya muncul dari berbagai betuk kekerasan yang dilakukan oleh 
pemerintah ataupunkorporasi, sementara faktor internal berbentuk 
transformasi sosial yang dialami oleh Orang Rimbo. 


Satu hal yang menarik dalam konteks politik identitas melalui kuasa 
hukum adalah bahwa komunitas Orang Rimbo sebagai komunitas adat 
minoritas di Provinsi Jambi justeru mengalami dampak yang besar dari 
kuasa negara yang banyak melakukan dikte terhadap pola kehidupan 
mereka. Pemerintah Provinsi Jambi sebagai aparatur negara memang 
tidak dapat menjamin kelestarian masyarakat adat, apalagi menjadikannya 
semacam “museum”, karena hal itu menjadi hak dari komunitas adat itu 
sendiri, apakan nanti mau berubah atau terus mempertahankan keaslian 


59 


kultur mereka,” namun ada beberapa kebijakan “baik” pemerintah 


justeru dapat berakibat desktruktif terhadap struktur adat Orang Rimbo. 


Berdasarkan hasil diskusi dwi-bulanan Yayasan Interseksi dengan 
tema “Socinl Movement Masyarakat Hunter Gatherer (Orang Rimbo) 
di Jambi”, yang diisi oleh beberapa pihak seperti Adi Prasetijo dari 
Universitas Sains Malaysia, Agung Prasetio (Bina Swadaya), Adi 
Nugroho (KSD), R. Elli Komariah (EPISTEMA), Pandu Yuhsina Adaba 
dan Irine Gayatri Hiraswari (LIPI), Surti Handayani dan Henderina AR 
(AMAN), serta Kristina Viri (Hivos). Dalam diskusi tersebut, Direktur 
Yayasan Interseksi, Hikmat Budiman yang juga merupakan salah satu 
penulisan buku “Hak Minoritas”, menerangkan bahwa keberadaan 
masyarakat adat (Orang Rimbo) yang seringkali masih dilihat sebagai 
“masyarakat terasing”, perlu mendapat perhatian serius dari negara agar 
mereka memiliki akses yang baik terhadap layanan pemerintah. Salah 
satu contohnya adalah dalam hal pendidikan. Seharusnya negara dapat 


59 Stephanie Djohar, Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi, http://interseksi.org/bimonthly- 
discussion/orang-rimba/.04 November 2014, diunduh 27 Agustus, 2016. 
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membuat guru masuk ke dalam hutan, bukan sebaliknya, memaksa 
mereka untuk keluar. Karena mereka adalah warga negara Indonesia 
yang memang berhak mendapat pelayanan publik yang dilenggarakan 
oleh pemerintah. Hal yang terjadi selama ini justeru sebaliknya. Hal 
ini dibenarkan oleh Adi Prasetijo yang menyampaikan presentasinya 
mengenai “Alternative Strategies and Actions in Social Movement 
Aguints Hegemony by Orang Rimba of Jambi, Sumatra”. Menurut 
Adi, yang juga lulusan dari Universitas Sains Malaysia (2011), Orang 
Rimboselama ini telah menghadapi hegemoni negara,8 yang dalam hal 
ini tentu saja direpresentasikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. 


Hegemoni pemerintah yang berbalut kuasa hukum ini menurut 
Prasetijo, terjadi seiring dengan perubahan orientasi dunia yang melihat 
dunia dari sebuah sumber daya yang dimiliki, dalam konteks inilah 
Orang Rimbo mengalami displacement?. Secara sosial-politik, mereka 
dinamakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau indigenous people, 
sebuah istilah yang diperuntukkan bagi komunitas yang memiliki sistem 
sosial-politik yang rapuh. Gaya hidup mereka yang nomaden juga telah 
diidentikan dengan gaya hidup yang abnormal. Beragam tekanan 
terhadap KAT muncul di banyak tempat, bahkan hingga ke ranah-ranah 
privat seperti urusan agama dan keyakinan. Fenomena “pemaksaan” 
untuk berpindah agama ke dalam agama yang diakui negara, misalnya 
menjadi masalah bagi beberapa KAT di sejumlah tempat, seperti yang 
terjadi pada Orang Wana di Sulawesi Selatan, Kaharingan di Kalimantan, 
Sunda Wiwitan di Jawa Barat.Demikian juga dari sisi ekonomi, negara 
dalam banyak kasus telah membuat KAT mengalami Gisplncement? 
sehingga memunculkan masalah-masalah baru. Seperti berubahnya pola 
hidup mereka ketika tinggal secara menetap. Mereka membutuhkan 
hal-hal untuk bertahan hidup seperti air bersih dan pendapatan tetap." 


Karena berbagai persoalan tersebut, sejumlah KAT termasuk Orang 
Rimbo di Jambi terus melakukan perlawanan. Tindakan perlawanan 
mereka dari yang bersifat simbolik hingga beralih kepada kegiatan yang 
bersifat “social banditry?' yang dipandang negara adalah suatu tindakan 


so Djohar, “Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi”. 


61 Djohar, “Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi”. 
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kriminal. Beberapa contoh kriminalisasi dan stigmatisasi misalnya 
seperti menciptakan tabu untuk membetengi mereka, memblokade 
jalan, mencuri makanan, demonstrasi dan mengklaim lahan. Namun 
hal-hal ini ada yang mereka pelajari dari para orang luar seperti 
tindakan blokade jalan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit 
yang memang sudah ada di hutan tempat mereka tinggal. Namun 
secara umum dapat dikatakan bahwa perjuangan dan perlawanan yang 
dilakukan Orang Rimbosebenarnya sebagai upaya dehegemonisasi 
untuk mempertahankan identitas mereka, baik dari hegemoni negara 
maupun saat mereka harus berhadapan dengan pihak-pihak perusahaan 
di dalam kawasan cagar alam di Jambi. 


Hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi politik identitas 
dan dalam batas tertentu hegemoni sosial terhadap Orang Rimbo. 
Sebagaimana komunitas adat yang terpencil, mereka memang menarik 
untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak kewargaannya 
yang kian hari kian terancam. Dalam konteks inilah justeru hegemoni 
sosial dan praktik politik identitas mestinya dijauhkan untuk dapat 
memberikan kebebasan bagi tiap masyarakat mengekspresikan dirinya 
secara unik tanpa harus kehilangan pengakuan sebagai bagian dari 
identitas komunal masyakat yang lebih luas. 


xx 


Ketiga pola operasionalisasi politik identitas di atas jelas bermuara 
pada kuasa mayoritas, yang dalam kacamata tertentu cenderung 
cenderung dianggap telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara 
perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia. Menguatnya gejala politik 
identitas terutama akhir-akhir ini, lebih banyak dipengaruhi kepentingan 
politik praktis. Sehingga dasar kemajukan dalam ikatan persatuan dan 
kesatuan sebagai modal dasar tumbuhnya nasionalisme tidak pernah 
tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesiaan. 
Dampaknya pada bangsa ini akan selalu muncul fenomena merebaknya 
respon-respon kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait 
munculnya konflik antar agama, etnisitas, maupun kewarganegaraan. 
Konflik-konflik yang sama juga akan terjadi di tengah masyarakat, 


s2 Djohar, “Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi”. 
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disebabkan beberapa kelompok masyarakat lebih mengedepankan 
identitas sempitnya, akibatnya kohesi sosial pun terganggu. Dalam 
kondisi ini, Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar kehidupan 
berbangsa dan bernegara yang mempu menyokong keutuhan bangsa 
akan semakin terancam keberadaannya. 


Walaupun demikian, beberapa ahli mengembangklan pandangan 
yang agak bebeda. Syafii Maarif misalnya pernah menyatakan bahwa 
politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan 
keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para 
pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat 
Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila 
sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, 
tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh 
tanggung jawab. Sehingga jelas bahwa politik identitas tidak selalu 
dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan 
ia dapat menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan persatuan dan 
kesatuan bangsa melalui kemampuan untuk mengaplikasikan semangat 
Bhineka Tunggal Ika dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 


Terlepas dari dua penilaian di atas, politik identitas dalam kerangka 
kebhinekaan adalah tema yang sangat menarik untuk terus digumuli 
dalam realitas kekinian Indonesia. Tema tersebut tampak “sexy”dan 
strategis untuk dikemukakan sebagai wacana ilmiah, karena tidak saja 
bersentuhan dengan masa depan bangsa Indonesia, akan tetapi juga 
menantang pengerahan energi pikir guna mencari dan menemukan 
formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai 
perbedaan yang ada dalam konteks Indonesia yang memilili pluralitas 
dalam identitas. Harapannya tentu saja segera ditemukan solusi terbaik 
dalam mengatasi tensi antara mayoritas dan minoritas yang menjadi 
akar politik identitas. 


63 Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas”, 3. 
64 Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas”, 3. 
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D. Efek Politik Identitas dan Hegemoni Sosial 


Penguatan primordialisme dalam bentuk politik identitas dan 
hegemoni sosial berdasarkan penguatan isu putra daerah sebenarnya 
memiliki konseguensi lanjutan terhadap bangunan politik dan sosial 
masyarakat bahkan negara. Dampak dari politik identitas dan hegemoni 
sosial tersebut dapat dipastikan akan sulit dihilangkan jika tidak ditangani 
dengan serius. Adapun dampak yang dapat muncul dari bentuk sentimen 
primordialisme tersebut akan dibahas lebih jauh dalam bahasan berikut. 


1. Dampak Politik 


Dampak politik penguatan primordialisme dapat tampil dalam 
bentuk politisasi kedaerahan yang kemudian akan mendorong 
munculnya dinasti politik lokal yang akan menjadi kekuatan hegemonik 
yang akan menggerus dalam tatanan politik bangsa. 


a. Politisasi Kedaerahan 


Politisasi kedaerahan ini kerap muncul dalam komunitas pedesaan, 
mengingat bahwa otonomi daerah dewasa ini telah memunculkan 
dampak yang tidak diharapkan terhadap masayarakat di pedesaan. 
Masyarakat desa yang sebenarnya cukup senyap dari hingar-bingar 
politik, dewasa ini mulai riuh dengan berbagai bentuk politik. Hal ini 
dapat terjadi ketika masyarakat desa dijadikan sasaran empuk kooptasi, 
sehingga mengakibatkan lunturnya nilai-nilai luhur yang telah terlebih 
dahulu ada sebelumnya. Ikatan-ikatan di dalam komunitas yang semula 
terjalinmelalui mekanisme kekerabatan yang longgar, mulai mengetat, 
demikian pula pekerjaan yang semula dilakukan bersama-sama (gotong- 
royong) sedikit demi sedikit mulai dirasuki oleh kepentingan. Keadaan 
ini diperparah oleh adanya kenyataan bahwa masyarakat desa yang 
semula sangateksklusif dengan otonomidan tatanansosial budaya 
tersendiri, mulai mendapatkan tekanan oleh migrasi dengan alasan 
ekonomi. Kenyataan ini menyebabkan hubungan luar lebih bermakna 
ketimbang hubungan dalam, hingga perkembangan desa kemudian 
lebih ditentukan oleh komunitas di luar desa, yaitu negara. 


65  Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik (Jakarta: Kemitraan, 2005), 
89-90. 
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Saat inilah intervensi pemerintah mulai masuk dengan berbagai 
kepentingannya, sehingga masyarakat desa kemudian dipolitisir 
sedemikian rupa. Berbagai bentuk proyek pembangunan juga akan 
menjadi instrumen pengontrol yang paling efektif dalam menguatkan 
kuasa politik. Dalam kondisi inilah sentimen kedaerahan akan menjadi 
alat yang sangat efektif dalam penguatan kuasa politik, terlebih 
ketika aparatur desa ditetapkan oleh pemerintah, yang akhirnya akan 
membertikan dampak bahwa aparatur desa hanya akan menjadi alat 
politik pemerintah. Kenyataan ini secara kentara dapat terbaca dari 
peta politik yang ada di daerah Jambi. Berdasarkan Hasil Wawancara 
dengan Ketua KKSS Kab Tanjabtim yang juga ketua MUI Kab Tanjung 
Jabung Timur, KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, pada tanggal 12 
Oktober 2016, penulis mendapati kenyataan bahwa politisasi dengan 
mengatasnamakan kepentingan daerah ini masih sangat kental terjadi. 
Saat penulis wawancarai mengenai realitas politisasi berdasarkan nama 
kedaerahan, KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, memberikan keterangan 
yang cukup mengejutkan, bahwa: 


“Mereka (komunitas etnis Melayu) berusaha mempertahankan 
hegemonikemelayuaanya, karena ada kekuatiran, bahwa apabila 
Jologan non Melayu memimpin, maka mereka akan terpinggirkan. 
Karenanya berbagai usaha dilakukan ngar posisi orang nomor satu 
tetap berada pada mereka. Mereka juga mengakui kalau jumlah 
warga yang berasal keturunan Jawa dan Sulawesi lebih besar dari 


1D 66 


pada jumlah mereka (Melayu) sendiri”. 


Berdasarkan pengakuan di atas, terlihat bahwa walaupun komunitas 
Melayu bukan merupakan komunitas dominan di Tanjung Jabung Timur, 
namun dengan menggunakan keterkaitannya dengan pemerintah di 
tingkat yang lebih tinggi, mereka mampu mempertahankan kedudukan 
mereka, mengingat jabatan politik senantiasa berada di tangan mereka. 
Hal ini terungkap dari penjelasan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, yang 
lebih jauh menjelaskan bahwa: 


66 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, Ketua KKSS Kab Tanjabtim yang juga ketua 
MUI Kab Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 Oktober 2016. 
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“.menguatnya isu sara di Tanjabtim antara lain karena 
masih bertenggernya tokoh-tokoh dari kalangan “Melayu” yang 
menganggap bahwa orang Melayulah yang harus tetap menduduki 
kursi nomor satu (Bupati), posisi yang lain dipersilahkan pada suku 


Inin terutama dari Sulawesi 2.” 


Melalui proses politik demikian, maka satu komunitas akan senantiasa 
dapat memastikan kedudukannya yang dominan atas komunitas lainnya, 
sehingga yang terjadi kemudian adalah munculnya status-guo yang akan 
senantiasa menjadi kekuatan hegemonik dalam bentuk informal sebagai 
dinasti politik lokal, yang akan sangat sulit untuk ditandingi. 


b. Munculnya Dinasti Politik Lokal 


International Crisis Group, dalam sebuah laporannya tentang 
perpolitikan yang terjadi di Asia, tepatnya di Indonesia, menemukan 
tumbuhnya gelombang dinasti politik lokal pada beberapa daerah di 
tanah air, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Ode Baru melalui 
Partai Golkar.58 Fenomena dinasti politik ini, menjadi perhatian yang 
cukup serius dari beberapa ahli dan pengamat, mengingat ia memiliki 
banyak dampak negatif. Dinasti politik ini dapat dikatakan sebagai 
salah satu bentuk kemunduran atau ketidaksempurnaan dari demokrasi 
di Indonesia dewasa ini. Hal ini dapat dilihat dari sering terjadinya 
praktek dinasti politik didaerah-daerah yang ada di Indonesia.Ciri 
utama dinasti politik ini adalah munculnya kekuasaan yang dipegang 
oleh satu kelompok tertentu, hingga mestinya dianggap sebagai lawan 
dari demokrasi. Kuasa politik yang ada dalam dinasti politik tersebut 
merupakan contoh nyata penyelewengan nilai-nilai demokrasi yang 
meliputi nilai kebersamaan, yang tidak mustahil akan memuncak pada 
munculnya demokrasi terpusat. 


Sayangnya, beberapa media telah mengabarkan bahwa di daerah 
Sumatera, Provinsi Jambi menjadi satu diantara beberapa daerah yang 
memiliki dinasti politik. Mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin 
dikatakan sebagai pemilik dinasti politik yang berhasil meneruskan 


67 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag. 


$8 International Crisis Group, “Indonesia: Mencegah Kekerasan dalam Pemilu Kepala Daerah”, dalam 
Asia Report, No. 197-8, Desember, 2010, 11.. 
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kepemimpinan dinastinya pada putranya yang juga artis terkenal, Zumi 
Zola. Dalam hal ini, walaupun Provinsi Jambi sudah menggunakan 
prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem politiknya, namun harus diakui 
bahwa pengaruh dari “orang kuat lokal” masih memiliki kekuatan 
pengaruh yang signidfikan. Hubungan afeksi, solidaritas, kepercayaan 
dan solidaritas dalam keluarga besar maupun kroni nyatanya cukup 
menentukan kemenangan politik. Sebagai pengusaha besar di Provinsi 
Jambi yang hampir menguasai seluruh elemen perdagangan, keluarga 
besar Nurdin memiliki cukup kekuatan untuk mengedalikan para elit- 
elit lokal. 


Walaupun beberapa tokoh melihat fenomena politik dinasti 
ini seabagai kewajaran, asalkan mengemban amanah dan memiliki 
kemampuan dalam pemerintahan, namun penggunaan kekuatan 
yang invisible dalam kancah politik tentu saja tidak dapat ditolerir. 
Mengingat modal znvisible ini akan melahirkan kekuasaan yang 1nvisible 
melalui orang-orang kepercayaan. Di mana kuasa politik tidak lagi 
berada di tangan rakyat, namun berada pada kekuatan modal znvisible 
yang bersimbiosis dengan modal simbolik, kultur, ideologi, prestise, 
finansial, dan agama. Dalam praktik inilah justeru politik identitas dan 
primordialisme akan tumbuh dengan subur, hingga mengikis ruang 
bagi yang lainnya. Hal ini dilihat oleh As'ad Arsyad, berlawanan dengan 
nilai-nilai prinsip Islam. Saat diwawancara tentang Perspektif agama 
melihat fenomena di atas, ia menjelaskan: 


“Agama (Islam ) jelas melarang hambah-Nya yang mendeskriditkan 
sesamanya. Bumi ini adalah bumi Allah. Di bumi manapun kita 
berada, maka kita diberikan amanah dan tanggung jawab untuk 
memakmurkan bumi. Dalam nal-Ouran surat al-An'am ayat 
165, yang artinya:Dan Dialah yang menjadikan kamu pengunsa- 
penguasa di bumi”. Jadi dimanapun berada, maka kita adalah 
bertanggung jawab untuk mengelola alam yang tersedia. Ayat lain 
yang melarang hamba Nya untuk bersikap ekstrim pada sukunya 
adalah terdapat dalam al-Our'an.”, 


$$ 10 Dinasti Politik yang Runtuh dan Bertahan di Pilkada Serentak, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, 
12/12/2015, http://madina.go.id/10-dinasti-politik-yang-runtuh-dan-bertahan-di-pilkada- 
serentak/. Diunduh 22 Septem-ber 2016. 
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Ayat terakhir yang dimaksud oleh tokoh di atas adalah Surah nl- 
Hujurat nyat 13 yang jelas mensuratkan agar manusia dapat saling 
mengenal secara toleran dengan menempatkan yang lainnya sebagai 
hamba Allah. Ayat di maksud berbunyi: 


Tren Mal elang ah A0 bera 2 
JS Ga Kilas IA Kas 9 yu da 


Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa 
- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (OS. al-Jujurat: 13).” 


Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa politik dinasti mestinya 
dapat dihindari untuk menegakkan demokrasi di tanah air, praktik 
politik dinasti yang mengedepankan kedekatan keluarga dan patronnya 
langsung ataupun tidak langsung tidak hanya akan berdampak pada 
perpolitikan dan fair, namun bahkan akan menggerogoti sendi-sendi 
persamaan manusia itu sendiri, sebagaimana yang diajarkan dalam 
normativitas Islam. 


2. Dampak Sosial 


Selain dampak politik, sentimen yang diatasnamakan primordialisme 
dan juga SARA umumnya, memiliki dampak yang tidak kurang 
merusaknya pada dimensi sosial kemasyarakatan. Ia akan memunculkan 
berbagai bentuk hegemoni sosial yang mengatasnamakan Rasisme 
yang pada akhirnya akan berujung pada konflik dalam berbagai level 
kehidupan. 


a. Rasisme, Hegemoni dan Dominasi Sosial 


Halford H. Fairchild, Professor Psikologi dalam kajian kulit hitam 
pada Pitzer College, California, dalam tulisannya tentang “Racism Still 


70 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya 
(Medinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, 1972), 847. 
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Exists” mengungkapkan bahwa rasisme sebagai faham dan fenomena 
sosial akan senantiasa ada, ia bukan masalah manusia kontemporer, 
ia selalu muncul dalam tiap aktivitas intervensi yang berujung pada 
sentimen yang tidak berkemanusiaan. Hal ini bahkan telah ada sejak 
masa Kuno, misalnya bagaimana rasisme muncul dalam peradaban 
Yunani dan Romawi Kuno, demikian juga pada peradaban Mesir 
Kuno.” Dengan demikian Rasisme merupakan masalah kemanusiaan 
yang telah ada sejak lama. 


Rasisme ini muncul oleh sentimen primordialisme yang kemudian 
mengkristal dalam berbagai bentuk hegemoni. Hegemoni dalam 
konteks pemikiran Anthonio Gramsci tampil dalam pergolakan 
subaltern “korban” sebagai akibat dari kekerasan politik, yang dalam 
hal ini diwakili oleh kuasa dinasti politik. Hegemoni ini dibangun atas 
dasar pemahaman bahwa alat kontrol bukan hanya melulu melalui 
kekuatan fisik, namun juga kuasa ide yang akan memberikan kontrol 
sosial dan politik terhadap yang dihegemoni. Dalam proses ini ada upaya 
persuaai dari penguasa agar mereka dipatuhi, di mana menginternalisasi 
nilai-nilai serta norma mereka terhadap masyarakat subaltern, hingga 
memberikan memberi persetujuan atas subordinasi yang mereka 
alami, bahkan terkadang tanpa disadari. Inilah yang dimaksud dengan 
“hegemoni” yang dilakukan melalui intervensi “kepemimpinan moral 
dan intelektual” secara konsensual. Dalam konteks inilah kemudian 
Gramsci secara berlawanan mendu-dukkan hegemoni sebagai satu 
bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok lainnya, yang 
dapat tidak jarang dilanggengkan melalui tindak “dominasi”, sebagai 
kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik,” jika dibutuhkan. 


Menurut Kristianus Atok, dalam pengamatannya terhadap hegemoni 
yang terjadi di Kalimantan Barat, hegemoni dalam kehidupan sosial hadir 
ketika satu kelas (biasanya merupakan kelas penguasa) berserta anggota 
dan kroninya menjalankan tindak penguasaan terhadap kelas-kelas lain 
di bawahnya, baik secara persuasi (hegemoni) yang tidak jarang dapat 


11  Halford H. Fairchild, “Racism Still Exists” dalam Mary E. Williams (Ed.), Racism (Farmington Hills: 
GreenHaven Press, 2004), 19. 
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menjurus pada cara kekerasan (dominasi ).Dalam komteks ini hegemoni 
berbeda dengan dominasi, hegemoni tidak menggunakan kekua-saan 
melalui kekerasan seperti yang terjadi dalam hubungan dominasi, 
namun ia memaksimalkan hubungan persetujuan dengan menggunakan 
kepemimpinan politik dan ideologi untuk menarik simpati masyarakat, 
hingga secara sadar ataupun tidak mengikuti kehendak penguasa, serta 
merasa tidak ada yang keliru.” 


Sementara dominasi merupakan penggunaan kekuatan kekuatan 
koersif negara ketika usaha hegemoni untuk menum-buhkan kesadaran 
spontan menemui kegagalannya. Kecenderungan kelompok berkuasa 
untuk menggunakan kekuasaan koersif negara dalam menjaga 
kekuasaannya ini sekaligus menunjukan kelemahan ideologi maupun 
kultur penguasa. Namun dalam upaya inilah legitimasi kekuasaan 
kelompok berkuasa sulit untuk ditentang karena ideologi, kultur, nilai- 
nilai, norma, dan politiknya sudah diinternalisasi sebagai kepunyaan 
sendiri oleh kelompok subordinat, yang tanpa sadar pasrah dengan 
kondisinya.” 


Dilihat dari kasus yang terjadi diprovinsi Jambi, Rasisme yang 
beroperasi hingga ke tahap hegemoni dan dominasi sosial, memang 
cenderung tidak tampil di permukaan, akan tetapi hal ini tetap dirasakan 
oleh beberapa elit yang notabenenya berasal dari kaum dicap subaltern. 
Berdasarkan wawancara penulis dengan KH. As'ad Arsyad, M.Ag., 
sebagai tetua dari komunitas Bugis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 
dapat diketahui bahwa telah terjadi Rasisme Melayu yang berujung 
pada hegemoni sosial, hal ini dijelaskan oleh KH. As'ad Arsyad, M.Ag., 
dalam ungkapan berikut: “Argumen mereka mempertahankan hegemoni 
Melayu di Tanjabtim adalah, karena ada kekuatiran apabila gologan 


non Melayu memimpin, maka mereka akan terpinggirkan”? 


Sikap Rasisme ini lebih jauh dikatakan oleh Drs. Andurrahman 
Sayuti Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, yang penulis wawancarai 


3  Kristianus Atok, “Hegemoni Etnik di Kalimantan Barat, http://kristianusatok.blogspot. 
co.id/2012/03/hegemoni-etnik-di-kalimantan-barat.html. Jum'at, 23 Maret 2012, 3. 
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75 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, 
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pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagai bertentangan denngan ajaran 
Islam, ia mengungkapkan: 


“Dalam Islam sikap seperti ini jelas bertentangan dengan ajaran 
Islam, karena antara sesama Muslim bersaudara, dan hanya 
dengan memelihara persaudaraan itu, maka kebersamaan dan 
kekuatan umat akan dapat diwujudkan, dan ini adalah modal 


untuk membangun bangsa dan negara”? 


Melihat proses hegemoni dan dominasi yang dimotori oleh kesadaran 
Rasisme di atas, dapat dikatakan bahwa hegemoni bukanlah sesuatu 
yang spontan atau terjadi secara otomatis, di dalamnya ada perjuangan 
gigih dari kelas yang berkuasa untuk mempertahankan dan memperkuat 
otoritas sosial dalam berbagai kekuatan sosial. Ketika terjadi peristiwa 
di mana hegemoni kelas yang berkuasa mengalami krisis dan situasi ini 
tidak segera dibenahi, kemungkinan besar yang terjadi adalah suksesi 
kekuasaan. Akan tetapi jika krisis itu terjadi, pertentangan terlalu hebat 
antar-kekuatan sosial, kelas sosial terpisah dari partai-partai dan bentuk 
organisasi serta orang-orang yang meminpin organisasi itu tidak lagi 
diakui oleh kelas (fraksi) mereka sebagai wakil terjadilah peristiwa yang 
dinamakan sebagai krisis perwakilan. Situasi seperti ini amat berbahaya 
karena terbuka kemungkinan munculnya pemecahan melalui kekerasan, 
dalam konteks inilah konflik akan terjadi. 


b. Konflik 


Konflik sebagai realitas sosial dalam pluralitas memang sesuatu yang 
sebenarnya tidak dapat dinafikan dan tidak dapat dihindari, di mana 
konflik dalam kenyataannya sangat potensial untuk mendinamisasi se- 
tiap bentuk interaksi. Dalam arti konflik merupakan kenyataan sosialdi 
berbagai tingkatan struktur, hingga pada tingkatan yang sangatmikro 
yaitu antar pribadi. Karena itulah dalam kajian keilmuan sosial, dike- 
nal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konfliksebagai ke- 
nyataan sosial. 


Dalam konteks ini, sosiolog Gerhard Lenski mengemukakan 
teorinya bahwa individu akan bekerjasama dengan sesamanya 


76 Hasil Wawancara dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, tgl 17 
Oktober 2016. 
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untuk mendapatkankeuntungan jangka panjang, manakala kondisi 
memungkan. Namun,apabila kondisi tidak memungkin-kan, maka 
akan muncul konflik. Selainitu, menurut teori kelangkaan yang 
merupakan deviasi dari pemikiranMichael Harner (1970), Morton 
Fried (1967) dan Lesser Blumberg(1978), bahwa tekanan penduduk 
dan kelangkaan lahan untukproduksi akan menyebabkan konflik, 
karena tekanan pendudukmenyebab-kan perbedaan ekses terhadap 
sumber daya ekonomi.Dari paparan teoritis di atas terlihat bahwa 
faktor ekonomi menjadifokus analisa yang dipakai untuk menjelaskan 
kemunculan konfliksebagai realitas sosial. Hal ini sejalan dengan 
perspektif teoritis yangdikembangkan oleh Marx yang didasarkan atas 
sistem kepemilikandan kelas untuk menjelaskan adanya perbe-daan 
struktur sosial atasbawahyang menyebabkan pertentangan dalam 
masyarakat. Atasdasar itu, maka Marx kemudian membuat dikotomi 
antara kelasborjuis dan kelas proletar.” 


Konflik dalam kenyataannya memang terjadi akibat adanya 
perbedaan baik sosial, budaya ataupun politik. Untuk kasus di Provinsi 
Jambi misalnya, konflik juga terjadi dan telah menjadi permasalahan 
sosial yang mengganggu. Hal ini diungkapkan oleh manta Sekertaris 
Daerah Provinsi Jambi, Syahrasudin, ketika diwawancara oleh pihak 
Antara. Menurutnya, konflik atau permasalahan sosial yang terjadi 
di daerahnya sudah menjadi gangguan.Hal itu terungkap dari hasil 
pertemuan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) 
Provinsi Jambi, pada tahun 2013.Pertemuan yang dipimpin Sekdaprov 
dan Wakapolda Jambi tahun itu, merupakan tindak lanjut dari Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 2 tahun 2013, yang berkaitan dengan 
penanganan konflik sosial di daerah. Berdasarkan Inpres Nomor 2 tahun 
2013 tersebut ada tiga garis besar yang harus dilakukan dalam penyikapi 
konflik sosial di daerah, yaitu: Pertama pencegahan yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah, Kedun penyelesaian oleh pihak polda dan, Ketiga 
pascapenyelesaian oleh pihak Korem atau TNI. 


7 Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik, 104-105. 


Joko Nugroho, “Konflik Sosial di Jambi Sudah Menjadi Gangguan”, dalam Sumbar.antaranews, 
http://sumbar.antaranews.com//berita/43377/ konflik-sosial-di-jambi-sudah-jadi-gangguan. 
html. Diunduh 20 Oktober 2016. 
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Pola penyelesaian konflik ini dilakukan untuk menyelesai-kan 
berbagai konflik sosial yang terjadi di Provinsi Jambi, dalam hal ini 
konflik yang terjadi misalnya antara warga Suku Anak Dalam dengan 
warga desa. Sebagaimana dicatat oleh Komunitas Konservasi Indonesia 
Warsi, telah konflik antara warga Suku Anak Dalam (SAD) dan warga 
desa di kawasan Provinsi Jambi yang sudah memakan korban sedikitnya 
14 orang meninggal sejak 1999. Direktur Komunikasi KKI Warsi, Rudi 
Syaf kepada Tempo pada Rabu, 16 Desember 2015, pernah menyatakan: 


Berdasarkan catatan kami sejak tahun 1999, sudah tujuh kali 
terjadi bentrok antara warga SAD atau Orang Rimbo dan warga 
desa. Sebanyak 14 orang harus meregang nyawa, 13 orang yang 
meninggal itu di antaranya dari pihak Orang Rimbah dan satu 
orang warga Desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten 


Merangin, pada Selasa kemarin”. 


Warsi mencatat, kejadian yang paling menghebohkan adalah pada 
tahun 2000, saat itu terjadi perampokan dan pemerkosaan terhadap 
Orang Rimbo yang bermukim di kawasan Nalo Tantan. Dalam kasus 
tersebut, tujuh Orang Rimbah meninggal. Sedangkan tiga pelaku sudah 
divonis hukuman mati dan tinggal menunggu eksekusi. “Baru satu kasus 
inilah yang diselesaikan secara hukum pidana, selebihnya melalui hukum 
adat,” demikian diungkapkan oleh Rudi Syaf. Selain itu, masih menurut 
Rudi, konflik yang terjadi antarwarga Orang Rimbah di Provinsi Jambi, 
bukanlah hal aneh. Sebab, pada prinsipnya di antara kedua belah pihak 
sudah menyimpan dendam sehingga tinggal menunggu pecahnya saja, 
dalam hal ini Rudi menegaskan: 


Ini terjadi, menurut kami, karena memang kedua belah pihak tidak 
bisa berdampingan akibat latar belakang budaya yang jauh berbeda. 
Bisa disatukan jika memang pemerintah membangun kesetaraan 
hidup di antara mereka dan memberi penyuluhan secara terpadu, 
Jika kedun belah pihak itu bersaudara dan sama-sama warga negara 


Indonesin?.? 


79  Syaipul Bukhori, “Konflik Suku Anak Dalam Vs Warga Jambi Punya Riwayat Panjang”, https://m. 
tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/ konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya- 
riwayat-panjang.Rabu, 16 Desember 2015, Diunduh 20 September 2016. 


30 Bukhori, “Konflik Suku Anak Dalam”. 
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Warsi sendiri, kata Rudi, sudah memberikan tawaran kepada 
pemerintah mengenai upaya menghindari konflik berkepanjangan ini. 
Salah satunya adalah harus membangun kawasan terpadu bagi Orang 
Rimbo dengan membangun rumah serta memberi lahan pertanian. “Ini 
menjawab pernyataan Bupati Merangin Al Haris yang menyatakan ingin 
memindahkan Orang Rimbah yang bermukim di dekat Desa Kungka?”, 
kata Rudi.Hal ini perlu dilakukan mengingat antara permukiman Orang 
Rimbo dan warga Desa Kungkai hanya berbatas Sungai Kungkai. 
Kondisi kehidupan Orang Rimbo untuk mencari nafkah sudah sangat 
terdesak, mengingat kawasan hutan di daerah ini sebagian besar sudah 
dikuasai perusahaan perkebunan sawit, tambang emas, dan kawasan 
transmigrasi. Padahal kawasan tersebut Orang Rimbo sejak zaman nenek 
moyang mereka dulu. Dalam kondisi inilah perselisihan dalam bentuk 
konflik sangat mudah terjadi." 


xx 


Rasisme, yang berakibat pada munculnya beragam tindakan 
hegemoni, dominasi sosial, hingga berujung pada konflik antar etnis 
ataupun penganut agama yang terjadi di atas, jelas sekali bermula dari 
adanya pandangan yang melihat perbedaan antar entitas budaya, hingga 
memunculkan anggapan yang satu lebih baik atas yang lainnya. Hal 
ini adalah imbas menguatnya identitas antar etnis. Menurut antropolog 
Molinowski, istilah etnik dan etnisitas menunjuk pada kesatuan budaya 
dan teritorial yang tersusun rapi dan definitif. Kelompok etnik dapat 
dibedakan menurut organisasi kekerabatan, bahasa, agama (sistem 
kepercayaan), ekonomi, tradisi (hukum) maupun pola hubungan antar 
kelompok etnik, termasuk dalam pertukaran jasa dan pelayanan.” 


SementaraThomas Fredrik Weybye Barth, menyatakan bahwa 
etnisitas (kesukuan) secara umum dipahami dalam konteks literatur 
antropologi, sebagaimana yang digambarkan oleh Narroll sebagai 
populasi yang (1) secara biologis mampu berkembang dan bertahan, 
(2) mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa 


81 Bukhori, “Konflik Suku Anak Dalam”. 


822 Lihat Usman Pelly, Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing 
(Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998), 26. 
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kebersamaan, (3) membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, 
(4) menentukan ciri kelompok sendiri yang diterima oleh kelompok 
lain. Ciri asal yang bersifat kategoris (categorical aseription) adalah ciri 
khas yang paling dasar dan secara umum menentukan seseorang itu 
termasuk ke dalam kelompok etnik mana dan ini dapat diperkirakan 
dari latar belakang asal usul orang tersebut. 


Berdasarkan berbagai konsep di atas, Ubed Abdillah menyatakan 
bahwa etnik atau kelompok etnik adalah: Pertama, suatu kelompok sosial 
yang mempunyai tradisi kebudayaan dan sejarah yang sama dan karena 
kesamaan itulah mereka memiliki identitas sebagai suatu subkelompok 
dalam suatu masyarakat yang luas. Para anggota kelompok etnik itu 
berbeda dengan kebudayaan masyarakat kebanyakan, karena mereka 
memiliki karakteristik kebudayaan tertentu dari anggota masyarakat 
yang lain. Kelompok etnik biasanya mempunyai bahasa sendiri, agama 
sendiri, adat istiadat sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. 


Kedua, suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang 
berbeda, namun di antara para anggotanya merasa memiliki semacam 
subkultur yang sama. Gagasan tentang kelompok etnik berbeda dengan 
ras, sebab etnik lebih menggambarkan nilai, norma, perilaku dan bahasa 
yang acapkali juga terlihat pada tampilan fisik. Seringkali kelompok 
etnik tertentu menjadi kelompok minoritas dari kebudayaan orang lain 
yang mayoritas. 


Ketiga, etnik merupakan suatu kelompok yang memiliki domain 
tertentu yang disebut ethnic domain, di mana kelompok etnik itu 
mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki bentuk 
kesenian atau art yang sama yang diciptakan dalam ruang dan waktu 
tertentu. Jadi, ada imajinasi yang sama yang mereka ciptakan secara 
virtual, sebagai gambaran diri mereka, hubungan mereka dengan orang 
lain yang membentuk sistem peran, fungsi dan relasi serta struktur dan 
sistem sosialnya sendiri. 


83 Thomas Fredrik Weybye Barth, “Ethnic Groups and Boundaries”, http://isites.harvard.edu/fs/ 
docs/icb.topic446176.files/Week 4/Barth Introduction Ethnic Groups and Boundaries .pdf. 
Diunduh 1 September 2016, 10-11. 


8 lihat Ubed Abdillah, Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas (Magelang: 
Indonesiatera, 2002). 
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Dalam kontes masyarakat Indonesia, etnisitas merupakan suatu 
euforia perubahan yang muncul melalui semangat reformasi dan 
pasca runtuhnya rezim Orde Baru dengan melalui Otonomi Daerah. 
Euphoria itu kemudian diikuti dengan konflik ketegangan etnis yang 
dipicu oleh keterpurukan dan sepanjang ekonomi di beberapa wilayah 
di mulai dari Sambas, Aceh, Atambua,( pengungsi Eks Timor-Timur), 
sampai dengan Papua. Karena itu, Abdilah menggambarkan persoalan 
ini akan senan-tiasa menjadi problem yang termasuk sulit diatasi pada 
kondisi saat ini. Kenyataan ini merupakan akibat dari paradigma politik 
masyarakat modern yang bertambah meningkat dan beragam. 


Merujuk pada pandangan Michael Foucault, Abdillah menyatakan 
bahwa politik identitas (etnisitas) merupakan akibat dari runtuhnya 
masyarakat yang direncanakan secara ilmiah yang merupakan suatu 
gerakan dengan implementasi control demografis objektif. Inilah 
dasar-dasar biopolitik. Di mana, politik identitas merupakan khasanah 
yang terjadi pada Negara dan masyarakat yang modern (liberal dan 
demokratis), sebagaimana penelitian Foucault, untuk menerapkan 
prinsip-prinsip terhadap tubuh individual dalam proses poltik melalui 
kekuasaan Negara. Tujuannya agar orang-orang tercerahkan mencapai 
populasi optimum, pertumbuhan generasi yang proposional, dan lain- 
lain, dalam hal ini tolok ukurnya adalah standar Negara, tidak pernah 
berdasarkan individu atau masyarakat. 


Dewasa ini etnisitas menjadi aspek yang penting dalam hubungan 
politik, pada saranya term ini muncul karena menyangkut gagasan 
tentang perbedaan, dikotomi kami dan merekn dan pembedaan atas 
klaim terhadap dasar asal usul, dan karakteristik budaya. Etnisitas 
adalah hasil dari proses hubungan, tidak semata karena porses isolasi. 
Apabila tidak ada perbedaan antara orang dalam dan orang luar, tidak 
ada namanya etnisitas. Menurut Erikson, syarat kemnculan etnisitas 


85 Lihat Abdillah, Politik Identitas Etnis. 

86 Lihat Abdillah, Politik Identitas Etnis. 

87 Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare yang berarti bertahan atau memikul. Toleran di 
sini diartikan dengan saling memikul walaupun pekerjaan itu tidak disukai: atau memberi tempat 
kepada orang lain, walaupun kedua belah pihak tidak sependapat.Lihat SH Siagian, Agama- 
Agama di Indonesia (Semarang: Satya Wacana, 1993), 115. Artinya toleransi menunjuk pada 
adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda. Padanan 
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adalah kelompok tersebut setidaknya telah menjalin hubungan, kontak 
dengan etnis yang lain, dan masing-masing menerima gagasan dan ide- 
ide perbedaan di antara mereka baik secara kulturan maupun politik. 
Dalam bahasa lain, etnisitas muncul dalam kerangka hubungan rasional, 
dalam interaksinya dengan dunia luar dan komunitas kelompoknya."$ 


Politik identitas dalam perkembangannya etnis dalam 
perkembangannya dewasa ini lebih banyak menampilkan diri dalam 
wacana politik kebudayaan. Politik identitas sendiri merupakan proses 
lahir dari kegagalan modernitas untuk memenuhi janjinya. Dalam 
situasi keterserahkan identitas dan etnisitas-etnisitas perbedaan, poltik 
perbedaan tumbuh subur dalam situasi negara atau masyarakat yang 
multicultural dan multietnis. Dalam kerangka ini, hubungan interaktif 
antarkelompok perbedaan, terutama kelompok etnis yang berbeda 
perlu menjalin suatu kerangka etis, dalam hal ini adalah sikap toleran.” 


Selain itu perlu ditegaskan bahwa toleransi yang terbangun bukanlah 
toleransi semu, namun toleransi yang didasari oleh pemahaman yang 
mendalam terhadap entitas budaya lainnya, karena itulah, Mensos 
Khofifah Indar Parawansa, ketika mendatangi Suku Anak Dalam di Jambi 
menegaskan pentingnya untuk semua pihakuntuk datang ke lokasi Suku 
Anak Dalam serta mengenali adat istiadat dan budaya mereka, ia lebih 
jauh mengungkapkan: 


Jangan melakukan hegemoni kultural, tidak baik. Kita bilang 
berbhineka tunggal ika. Kita meyakim keanekaragaman adat 
istiadat adalah kekayaan negeri ini. Jadi kalau kita melakukan 
hegemoni kultural, itu tidak an”. 


kata toleransi dalam bahasa Arab adalah kata tasamuh, yang berarti membiarkan sesuatu untuk 
dapat saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat diartikan 
agar di antara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bisa saling memberikan tempat bagi 
pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak untuk mengembangkan pendapatnya 
dan tidak saling menjegal satu sama lain. Dari beberapa pendapat di atas toleransi dapat diartikan 
sebagai sikap menenggang, membiarkan, membolehkan, baik berupa pendirian, kepercayaan, 
dan kelakuan yang dimiliki seseorang atas yang lainnya. Dengan kata lain toleransi adalah sikap 
lapang dada terhadap prinsip orang lain. Toleransi tidak berarti seseorang harus mengorbankan 
kepercayaan atau prinsip yang dianutnya. Dalam toleransi sebaliknya tercermin sikap yang kauat 
atau istigamah untuk memegangi keyakinan atau pendapatnya sendiri. 


8 Redaksi, “Inilah Alasan Mensos Bagi-bagi Roko ke Suku Anak Dalam”, http://sangpencerah. 
com/2015/03/inilah-alasan-mensos-bagi-bagi-rokok-ke 31.html., 31 Maret, 2015. Diunduh 1 
September 2016. 
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Hal ini diungkapkannya usai peringatan HUT ke-69 Muslimat 
Nahdlatul Ulama di Surabaya, Minggi 29 Maret 2015 lalu. Khofifah 
pun secara tersirat menganggap tindakan pengenalan itu lebih arif. 
Ia menyatakan: “Kenali adat dan istiadat mereka. Kita akan tahu 
sebetulnya, sebuah benda seperti apa posisinya bagi mereka”. Hal ini 
jelas menggambarkan penting upaya pemahaman antar budaya untuk 
menghindari ekses yang tidak diingini dalam penguatan identitas. 
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MENGHIDUPKAN KOSMOPLITANISME DALAM 
KEHIDUPAN SOSIAL-POLITIK DI PROVINSI 
JAMBI 


osmopolitanisme (cosmopolitanism) sebagaimana telah dijelaskan 
Kentu merupakan ide besar yang memandang manusia manusia 
dalam persamaan derajat,' di mana tiap manusia secara keseluruhannya 
diakui, yaitu sebagai komunitas dunia. Dengan demikian tiap insan 
diakui sebagai warga dunia, yang menjadikan semua manusia sebagai 
teman? bukan musuh. Semangat dan ajaran kosmopilitanisme inilah yang 
kemudian meluas menjadi pandangan masyarakat global yang harusnya 
dihidupkan untuk menciptakan perdamaian dunia. Dengan demikian 
kosmopolitanisme memiliki podasi yang dalam padamoralitas universal 
(moraluniversalist) yang telah memantapkan sebuah pandangan bahwa 
semua manusia apapun perbedaanya harus tunduk pada standar-standar 
moral yang sama. Di mana batasan perbedaan antar bangsa, negara, 
budaya atau sosial-kemasyarakatan secara moral dilihat tidak relevan. 
Karena sifatnya inilah kemudian kosmopolitanisme yang mengusung 
egaliter tanpa melihat bangsa, ras, ataupun agamanya, digadang-gadang 
sebagai “musuh” politik negara-bangsa. 


1 Ide ini dapat dilacak dari gerakan sinisme Yunani Kuno, tepatnya pada pandangan Diogenes of 
Sinope (L. 412 SM), dengan ungkapan “saya seorang warga dunia (acitizenoftheworld)”, yang 
kemudian dikenal sebagai kosmopolites dalam bahasa Yunani. Lihat Steven Vertovec dan Robin 
Cohen, Conceiving Cosmopolitanism, Theory, Context and Practice (Oxford: Oxford University 
Press, 2002), 34. 


2 Martha C. Nussbaum, “Kant and Stoic Cosmopolitanism”, dalam The Journal of Political Philosophy, 
Vol. 5, No. 1, 1997, 1-25. 


3 Lebih jauh rujuk dalam Kwame Appiah, Cosmopolitanism Ethics in a World of Strangers. 


Persoalannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya kekuatan 
pandangan kosmopolitanisme ini dalam Islam?, kemudian seberapa jauh 
umat Islam sebagai komunitas terbasar masyarakat di Provinsi Jambi 
mampu mengaplikasikan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam kehidupan 
sosial-politik mereka?: tantangan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat 
dan pemerin-tah Jambi dalam menerapkan nilai-nilai kosmopolitanis-me 
ini?, serta, bagaimana bentuk ideal yang seharusnya menjadi konstruk 
masayarakat Jambi yang berbasis kosmopolitanisme Islam? Pertanyaan- 
pertanyaan inilah yang lebih jauh akan dituntaskan dalam bab berikut. 


A. Landasan dan Ajaran Kosmopolitanisme dalam Islam 
1. Landasan Kosmopolitanisme Islam 


Kosmopolitranisme sebagai basis nilai, dilihat dalam perspektif Islam 
akan memperlihatkan sebuah pandangan universalis yang demikian 
luhur, karena pada hakikatnya kosmopolitanisme memang terbangun 
dari pandangan universalisme yang dapat dikuatkan berdasarkan prinsip 
ajaran universalitasIslam tentang kesamaan derajat kemanusiaan. Kedua 
landasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut. 


a. Konsep Universalisme 


Unyversalisme sebagai sebuah istilah berasal dari bahasa Latin, yaitu 
universum, yang berarti “alam semesta/ dunia”.# Karena itu istilah 
universalisme merujuk pada sebuah pandangan bahwa kemanusiaan 
itu umum, sama di seluruh dunia, bahwa sebagai manusia, semua 
orang mempunyai tugas dan kewajiban sama di mana-mana, karena 
itu, sebagai manusia, orang di mana pun diharapkan dapat berperilaku 
dan bertindak sebagai layaknya manusia, yaitu dengan memanfaatkan 
akal budinya dan hidup menurut akal sehat, mendengarkan suara hati, 
melibatkan kehendak dalam mengambil keputusan, mengikutkan hati 
dan perasaan dalam menikmati karya seni dan sebagainya.” Berbicara 


lebih jauh tentang universalisme, Mangunhardjana menyatakan: 


4 Dari kata universum kemudian dibentuk kata sifat, universalis yang berarti “umum, mencakup 
semua, dan menyeluruh”. Dalam bahasa Inggris, kata Latin universalis menjadi universal. Istilah 
ini berarti “konsep umum' yang diterapkan pada berbagai konsep kemanusiaan bagi sebagai 
individu ataupun kelompok dengan berbagai status sosial, warna kulit, ras, dan agamanya. Dari 
kata universalis atau universal kemudian istilah universalism dibentuk. Lihat A.Mangunhardjana, 
Isme-isme dari A sampai Z (Yogyakarta: Kanisius, 1997), 224. 
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“Umuersalisme mengakui dan menjunjung tinggi kemanusiaan. 
Meskipun sebagai konsep abstrak, bagi mereka yang menganut 
paham universalisme kemanusiaan merupakan hal nyata. Kemanu- 
siaan pantas dijaga, dilindungi terhadap serangan, dibela terhadap 
pemerkosaan, dan dikembangkan agar mencapai kesempurnaan 
dan pemenuhannya. Atas dasar kemanusiaan itu, para penganut 
unwversalisme mengakui persamaan kedudukan dan hak-hak 
manusia. Meskipun manusia berbeda dari segi warna kulit, tingkat 
budaya, agama yang dianut, keadaan ekonomi, status sosial, 
manusia itu berkedudukan sama. Karena itu, harus ada perlakuan 
sama, tidak ada diskriminasi atas dasar apa pun. Di muka hukum, 
manusia memilki kedudukan yang sama dan mendapat perlakuan 
yang sama pula, tanpa terkecuali, tidak ada “anak emas ntau 
anak tiri”. Di bidang politik dan ekonomi, setiap orang memiliki 
hak untuk berpartisipasi. Di bidang agama, setiap manusia berhak 
dan bebas menentukan sendiri. Martabat manusia dihargui, karena 
setiap manusia adalah subjek, bukan objek. Manusia adalah tujuan 
pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat dan boleh dijadikan sarana 
dan alat. Karena itu, segala usaha dalam hidup sosial, ekonomi, 
politik, budaya ditujukan demi penghargaan dan pengembangan 


kemanusiaan”. 


Adapun yang menjadi ciri dari seorang yang dikatakan universali 
adalah: (1) Memiliki kerangka berpikir etis yang melewati prinsip hadiah 
dan hukuman, sehingga perbuatan ataupun aktivitas yang dilakukan 
tidak didasarkan pada pertimbangan untuk mendapatkan imbalan atau 
ketakutan akan hukuman. Namun semata-mata dilakukan atas dasar 
keinginan untuk berbuat baik tidak pula berdasarkan prinsip resiprositas, 
yaitu berbuat baik kepada orang agar orang lain akan berbuat hal 
serupa terhadapnya, (2) Berpegang pada prinsip penyesuaian diri, 
bahwa ia aktif dalam masyarakatnya karena didorong oleh keinginan 
untuk berperan dan dapat ikut mengembangkan masyarakat, bukan 
oleh dorongan lainnya. Artinya seorang universalis melakukan tindakan 
atas dorongan panggilan hidup, (3) Hukum dipandangan sebagai jalan 


5 Mangunhardjana, Isme-isme dari A sampai Z, 224. 


6  Mangunhardjana, Isme-isme dari A sampai Z, h. 225 
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untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, karena itu 
hukum harus di ditegakkan berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip 
etis. Dalam konteks ini tidak jarang seorang universalis dipandang 
sebagai duri dalam daging oleh masyarakat atau pemerintah.” 


Ciri lain dari seorang yang dikatakan bersifat universal adalah 
menyadari betul perbedaan antara bangsa dan pemerintah. Bangsa 
adalah tanah dan air dengan semua manusia sebangsanya yang ada 
di dalamnya sedangkan pemerintah dipahami sebagai sekelompok 
anggota bangsanya yang kebetulan menjadi petugas (abdi negara) yang 
mengurus dan melayani bangsa dan negaranya. Karena itu seorang 
universalis akan menerima bangsanya dengan segala sejarahnya, 
menghargai cita-cita bangsanya dan mau ikut berpikir, berbuat, ikut 
ambil bagian (berparrtisipasi) untuk mencapai cita-cita bangsanya. 
Karena kecintaannya itu, seorang universalis dapat bersikap kritis 
terhadap kebijakan dan perbuatan pemerintahnya. Karena karakter itulah 
seorang universalis, cenderung bertabrakan dengan orang, masyarakat, 
pemerintahnya, dan tanpa mental yang membaja, orang universalis akan 
frustrasi dan ambruk." 


Sifat-sifat di atas terkadang sangat idealis, karenanya sebagian 
pihak menyatakan bahwa universalisme dipenuhi oleh gagasan-gagasan 
muluk, tapi lupa memikirkan realisasi nyatanya, karena itu akan terjadi 
gap/kesenjangan antara ide dengan tindakan atau akan muncul ide-ide 
yang tidak dapat direalisasikan. Orang universalis terpancang pada cita 
-cita luhur, tetapi lupa mencari cara bagaimana mencapainya. Dengan 
gaya hidup seperti ini, orang universalis cenderung menjadi pengamat 
dan bukan pelaku kehidupan, pemberi saran tapi tidak menindaklanjuti, 
penanaman cita-cita tapi tidak mengusahakan. 


Terlepas dari segala bantahan di atas, universalisme telah menjadi 
landasan ideal yang cukup kuat dalam membentuk masyarakat yang 
ideal dalam tatanan kehidupan sosial-politik di tengah memudarnya 
sendi-sendi luhur sebagai akibat dari pandangan hidup yang berporos 
pada individualisme dan materialisme. 


7 Mangunhardjana, Isme-isme dari A sampai Z, 225. 


8  Mangunhardjana, Isme-isme dari A sampai Z, hh. 225-226 
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b. Ajaran Universalitas Islam 


Sistem nilai yang terdapat dalam universalisme dilihat memiliki 
hubungan dengan ajaran universal Islam, paling tidak keduanya dapat 
mengantarkan manusia pada kedamaian, kesejahteraan dan keadilan, 
bahkan tidak hanya pada manusia namun juga terhadap lingkungan. 
Menyadari kenyataan ini Kuntowijoyo menjelaskan bahwa konsep 
teologis ajaran universa-litas Islam, dapat dilacak dari arti al-Islam yang 
bermakna “sikap pasrah kepada Tuhan” atau “perdamaian”. Melalui 
pengertian ini, semua agama yang benar pasti bersifat n/-Islim, karena 
mengajarkan kepasrahan kepada Tuhan dan perdamaian. Tafsiranmakna 
Islam ini mengandarkan pada pandangan tentang kesatuan kenabian 
(theunityofprophecy) dan kesatuan kemanusiaan (theunityof humanity). 
Kedua konsep ini merupakan implikasi dari konsep ke-Maha Esa- 
an Tuhan (theunityofGod atau tawhid). Semuanya akan memberikan 
corak Islam yang bersifat kosmopolit yang dalam bahasa agama dikenal 
dengan istilah Rahmatan li alamin. 


Lebih kurang senada dengan Kuntowijoyo, M. Ouraish Shihab 
juga menyatakan bahwa al-Our'an banyak menyuarakan persatuan 
sebagaimana dijelaskan dalam dalam al-Gur'an di antaranya OS. al- 
Anbiya' (21) ayat 92,!? berikut: 


KAT, P: — - 5 
AI AS 5 6 BAP 9 al 42 


Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, 
agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. 
(OS. al-Anbiya”: 92). 


Hal serupa dijelaskan dalam OS. al-Mu'minun/ 23 ayat 52: 


aga PJ 3 o£ 
5 UI 


Dossbs 9 Cip 3Aer3 kal AKA Lodua Ol 


2  Kuntowijoyo, Universalitas Islam, Islam Sebagai Ilmu, . Diunduh 16 Agustus 2016. 
10 M. Ouraish Shihab, Wawasan al-Our'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: 
Mizan, 1996), 334. 


Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya 
(Medinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al-Mushhaf al-Syarif, 1972), 507. 
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“Sesungguhnya (agama taukid) ini adalah agama kamu semua, 
agamn yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka berrtagwalah 
kepada-Ku” (OS. al-Mu'minun: 52). 


Lebih jauh Shihab menjelaskan bahwa kata ummat yang terulang 
sebanyak 51 kali dalam al-Our'an memiliki banyak makna. Mengutif 
Raghib al-Isfahani, pakar bahasa yang menyusun kamus al-Ouran 
al-Mufradatfi Gharibal-Our'an, Shihab menerangkan bahwa kata 
ummat adalah “kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan 
agama, waktu, atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa 
maupun atas kehendak sendiri”. Menurut Shihab makna ummat 
dalam al-Our'an sangat lentur dan mudah menyesuaikan diri, tidak 
ada batas minimal atau maksimal untuk satu persatuan umat. Hal yang 
mencengangkan, menurut Shihab, tercatat sebanyak sembilan kali 
kata ummat digandengkan dengan kata wahidah, sebagai sifat ummnt. 
Tidak sekalipun al-Gur'an menggunakan istilah wahdatal-ummah atau 
tauhidal-ummah (kesatuan/penyatuan umat). Karena itu sungguh 
tepat analisis Mahmud Hamdi Zagzug, Mantan Dekan Fak Ushuluddin 
al-Azhar, bahwa al-Our'an menekankan sifat umat yang satu dan 
bukan penyatuan umat. Artinya al-Our'an mengakui kebhinekaan 
dan keragamaan dalam ketunggalan.# Karena itulah kemudian Allah 
berfirman dalam OS, al-Maidah (5) ayat 48, sebagai berikut: 


ng ON AN TS . 7. 3 Ten CG TT 
(da 5» Data Ap» 2 
“..Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu 
umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian- 


Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...” 
(OS. al-Ma'idah/ 5: 48) 


12 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 532. 
3  M. Ouraish Shihab, Wawasan al-Gur'an, 334-336. 


14 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 168. 
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Prinsip universalitas Islam lebih jauh dapat dilihat dalam ayat-ayat 
al-Our'an yang berbicara kepada umat manusia dengan ungkapan 
«dayyuhk nl-nniis» (wahai sekalian manusia), atau «y4Bani Adama» 
(wahai anak-anak Adam), sebagaimana terlihat dalam karakter ayat-ayat 
Makkiyah, yang berbicara secara umum kepada manusia. Karena itu, bagi 
Yusuf al-Gardhawi, universalisme (al-balamiyah) Islam adalah salah satu 
karakteristik Islam yang agung yang dilandasi oleh prinsip Rabbaniyyah, 
insantyyah (humanistik): syumul (totalitas) yang mencakup unsur 
keabadian, universalisme yang menyentuh semua aspek manusia (ruh, 
akal, hati dan badan): wasathiyah (moderat dan seimbang), wagpiyah 
(realistis), jelas dan gamblang. ' 


Atas dasar pemahaman tersebut, maka yangdimaksud dengan 
universalisme Islam pada dasarnya adalah risalah Islam yang ditujukan 
untuk semua umat, segenap ras dan bangsa serta untuk semua lapisan 
masyarakat. Ia bukan risalah untuk bangsa tertentu yang beranggapan 
bahwa dialah bangsa yang terpilih, dan karenanya semua manusia harus 
tunduk kepadanya. Risalah Islam adalah hidayah Allah untuk segenap 
manusia dan rahmat-Nya untuk semua hamba-Nya. Hal ini termaktub 
dalam manifesto keabadian dalam OS. al-Anbiya' ayat 107, berikut: 


2 » 


- “Z Pi 
P—$ — - SD AN PA 
HD bl 2) Y Bs al 13 ng 


“Dan tidak Kami utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai 
rahmah bagi seluruh alam”. (OS. adl-Anbiya”/21: 107)" 


Ao — 


Penegasan serupa terdapat pula dalam al-Our'an Surat al-A'raf/7 
ayat 158, yang berbunyi: 


& 
GP 
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15 Yusuf Oardhawi, al-Khashaish al-'Amiyah al-Islam (Beirut, Dar al-Maktabat, 1993) 3. 


16 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 508. 
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“Katakanlah hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah 
kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit 
dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, yang menghidupkan dan 
mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, 
Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat- 
kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu 
mendapat petunjuk”. (OS. al-A'raf: 158) 


Pada ayat lain, yaitu OS al-Fath/ 24 ayat 48 Allah kembali 


menegaskan hal serupa: 


aa Ag 5 ah TA 2322 - Pan Eu Go 3 
KAN JS senebd GI 23 Sab Agag Jani SA ja 


NG - Tn Tt ug 
#3 - EN as 
(2) Ing AU (3S 2 


“Dia-lah Yang mengutus Rasul-Nya (Muhammad) dengan 
membawa petunjuk dan agama yang hag untuk dimenangkannya 
atns semua ngamn. Cukuplah Allah sebagui Saksi”. (OS al-Fath/ 
48: 28).8 


Ayat-ayat di atas secara tersirat membantah tuduhan sebagian 


orientalis yang menyatakan bahwa Muhammad Saw tidak memprokla- 


mirkan pengutusan dirinya untuk seluruh umat manusia pada awal 


kerisalahannya, akan tetapi baru diproklamirkan setelah mendapat 


kemenangan atas bangsa Arab."? Di mana ayat-ayat di atas pada dasarnya 


memperlihat sifat universalitas Islam, ketika ia ditujukan bagi manusia 


secara keseluruhan, tanpa melihat ras, agama, ataupun kebangsaan. 


Universalitas ini pula yang terlihat ketika al-gur'an memahami manusia 
pula yang g 


sebagai anak-cucu Adam, bahwa manusia pada dasarnya berasal dari 


Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 247. 
Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 843. 
Lihat Oardhawi, al-Khashaish al-'Amiyah al-Islam, 107-108. 
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satu sumber keturunan, yaitu Adam dan Hawa, sebagai mana terlihat 
dalam OS. al-A'raf/7 ayat 172: 


.. In : 2 5 £ s 
Bp ai 33133 LN USA IIJE Kep eaadi pas 


- 
GA Dia 


—. 4 “4 


KI 


“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak- 
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini 
Tuhanmu? Mereka menjawab: betul, kami menjadi saksi?. (Kami 
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak 
mengatakan: Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang 
yang lengah terhadap ini (ke-Esaan Tuhan)” (OS. al-N'raf: 172). 


Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya universalisme Islam 
telah menampakkan diri dalam berbagai manifestasi penting, dan yang 
terbaik adalah dalam ajaran yang mencakup aspek akidah, syarvah dan 
akhlak yang menampakkan perhatiannya yang sangat besar terhadap 
persoalan kemanusiaan. Hal ini dapat dilihat dari tujuan umum syari'ah 
yaitu: menjamin keselamatan agama, badan, akal, keturunan, harta 
dan kehormatan. Selain itu risalah Islam juga menampilkan nilai- 
nilai kemasyarakatan (social values) yang luhur, yang bisa di katakan 
sebagai tujuan dasar syari'ah yaitu, keadilan, ukhuwwah, kebebasan dan 


kehormatan.“ 


Abdurrahman Wahid menjelaskan lebih jauh, bahwa ajaran 
sempurna menampilkan universalisme Islam dalam lima buah jaminan 
dasar yang diberikan agama samawi terakhir ini kepada masyarakat, baik 
secara perorangan maupun sebagai kelompok. Kelima jaminan dasar 
ini tersebar dalam literatur hukum agama (al-kutub al-fighiyyah) lama, 
yaitu jaminan dasar dalam: (1) Keselamatan fisik warga masyarakat dari 


20 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 250. 


2 Yusuf Oardhawi, Madkhal li al-Dirasat al-Islamiyah (Beirut, Dar al-Maktabat, 1993) h. 61 
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tindakan badani di luar ketentuan hukum, (2) Keselamatan keyakinan 
agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama, (3) 
Keselamatan keluarga dan keturunan, (4) Keselamatan harta benda dan 
milik pribadi di luar prosedur hukum, dan: (e) Keselamatan profesi. 


Lebih jauh Abdurrahman Wahid menjelaskan, bahwa jaminan 
keselamatan fisik mengharuskan adanya pemerintahan berdasarkan 
hukum, dengan perlakuan adil kepada semua warga masyarakat tanpa 
kecuali, sesuai dengan hak masing-masing. Kepastian hukum diharapkan 
mampu mengembangkan wawasan persamaan hak dan derajat semua 
warga, sedangkan perlakuan adil menjamin terwujudnya keadilan sosial 
yang merupakan wujud paling jelas dari universalitasme.“ Keadilan sosial 
ini sendiri dalam bentuknya yang universal sejak awal telah diperintah 
kan dalam ajaran Islam, di antaranya OS. al-Ma'idah ayat 8: 


i 1. 


P Cga Pe 3 na 
D @1 133513 Jo di jasi 


C. Berlaku ndillah, karena ndil itu lebih dekat kepada tagwa, dan 
bertagwalah kepada Allah...” (OS. Al-Maidah: 8).2 


Pada ayat lain, kembali ditegaskan bahwa kehadiran para Rasul pada 
dasarnya untuk menegakkan keadilan bagi manusia, hal ini dijelaskan 
dalam OS. al-Hadid ayat 25, berikut: 


ada 
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“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan 
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 


2 Abdurrahman Wahid, Pribumisasi Islam dalam Islam Indonesia, Menatap Masa Depan (Jakarta, 
tp, 1989), h. 442 


2 Abdurrahman Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam, Artikel 
Yayasan Paramadina, makalah dipresentasikan dalam diskusi Paramadina, dapat diakses di http:// 
www. geoogle. Com 


24 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 250. 
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bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) sepaya manusia 
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang 
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfnat bagi 
manusia (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah 
mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul- Nya 
padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat 
lagi Maha Perkasa”. (OS. al-Hadid: 25).25 


Termasuk dalam keadilan ini adalah jaminan keselamatan memeluk 
keyakinan agama bagi para warga masyarakat atas dasar toleransi, yang 
diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sikap tenggang rasa dan 
saling pengertian. Terlepas dari kentalnya perjalanan sejarah penindasan, 
kesempitan pandangan dan kelaliman terhadap kelompok minoritas 
yang berbeda keyakinan agamanya dari keyakinan mayoritas. Namun 
yang pasti toleransi adalah bagian inherent dari kehidupan manusia, 
bahkan sejarah membuktikan bahwa agama muncul sebagai gebrakan 
moral atas kungkungan terhadap pandangan dominan yang berwatak 
menindas, sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah kemunculan Islam 
yang berupaya menghilangkan ketidakadilan wawasan hidup jahiliyah 
mayoritas orang Arab waktu itu. Dengan tauhid, Islam menegakkan 
penghargaan kepada perbedaan pendapat dan perbenturan keyakinan. 
Jika perbedaan pandangan dapat ditolerir dalam hal paling mendasar 
seperti keimanan, tentunya sikap tenggang rasa lebih lagi diperkenankan 
dalam mengelola perbedaan pandangan politik dan ideologi.?? Hal inilah 
yang secara nyata dapat dipelajari dari OS. al-Kafirun. 


Tampak nyata dari tilikan ayat di atas, bahwa Islam melalui ajarannya 
yang toleran memiliki pandangan universal, yang berlaku bagi umat 
manusia secara keseluruhan. Bahkan dalam OS. al-Bagarah ayat 256 
secara tegas dikatakan tidak paksaan dalam beragama.” 


Jaminan dasar akan keselamatan keluarga menampilkan sosok moral 
yang sangat kuat, baik moral dalam kerangka etis yang utuh maupun 
dalam arti kesusilaan. Kesucian keluarga dilindungi sekuat mungkin, 


25 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 904. 
2 Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. 


27 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 63. 
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karena keluarga merupakan ikatan sosial paling dasar, karenanya tidak 
boleh dijadikan ajang manipulasi dalam bentuk apapun oleh sistem 
kekuasaan yang ada. Kesucian keluarga ini melandasi keimanan yang 
memancar-kan toleransi dalam derajat sangat tinggi. Dalam kelompok 
masyarakat lebih besar, selalu terdapat kecenderungan untuk melakukan 
formalisasi ajaran secara berlebihan, sehingga melindas kebebasan 
individu untuk menganut keabsahan fahamnya sendiri. Atas nama 
kepentingan umum atau kebenaran, kelompok keluarga senantiasa 
mencoba menghilangkan, atau setidak-tidaknya mempersempit, ruang 
gerak individu warga masyarakat untuk melakukan eksperimentasi 
dengan pandangan hidupnya sendiri, dan untuk menguji garis batas 
kebenaran keyakinan. Padahal upaya melakukan uji-coba seperti 
itulah yang akan menajamkan kebenaran masing-masing keyakinan, 
pandangan maupun pemahaman. Islam memberikan kebebasan untuk 
melakukan upaya perbandingan antara berbagai keyakinan, termasuk 
keimanan kita, dan dalam proses itu membuktikan keampuhan konsep 
keimanannya sendiri. Disamping kebenaran yang dapat diraih dari 
pengalaman esoteris, Islam juga memberikan peluang bagi pencapaian 
kebenaran melalui proses dialektis. Justru proses dialektis inilah 
yang memerlukan derajat toleransi sangat tinggi dari pemeluk suatu 
keyakinan, dan Islam memberikan wadah untuk itu, yaitu lingkungan 
kemasyarakatan terkecil yang bernama keluarga. Di lingkungan sangat 
kecil itulah individu dapat mengembangkan pilihan-pilihannya tanpa 
gangguan, sementara hubungan sosial masih terjaga karena keluarga 
berfungsi mengintegrasikan warganya secara umum ke dalam unit 
kemasyarakatan yang lebih besar. 


Jaminan dasar akan keselamatan harta-benda merupakan sarana bagi 
berkembangnya hak-hak individu secara wajar dan profesional, dalam 
kaitannya dengan hak-hak masyarakat atas individu. Masyarakat dapat 
menentukan kewajiban-kewajiban yang diingininya secara kolektif atas 
masing-masing individu warga masyarakat. Tetapi penetapan kewajiban 
itu ada batas terjauhnya, dan warga masyarakat secara perorangan 
tidak dapat dikenakan kewajiban untuk kepentingan masyarakat lebih 
dari batas-batas tertentu.?' Hal inilah yang tampak dalam ajaran Islam 
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tentang zakat, yang di antaranya tersurat dalam OS. al-Nisa'/4 ayat 
162: 


2 
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“Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka 
dan orang-orang mu'min, beriman kepada apa yang diturunkan 
kepadamu, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, 
mendirikan shalat, menunnikan zakat, dan beriman kepada Allah 
dan hari kemudian. Orang-orang itulah yang akan Kami beri 
pahala yang besar” (OS. al-Nisa”: 162).2 


Zakat dalam Islam merupakan suatu perintah yang harus ditunaikan 
bagi individu yang memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu atau telah 
mencapai nisab, selanjutnya dijelaskan dalam al-Our'an bahwa kekayaan 
yang dibayarkan itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang, 
namun harus diberikan kepada yang berhak.“ Hal ini dijelaskan dalam 
OS. Al-Taubah ayat 60: 
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“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang- 
orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, 
untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk 


28 Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. 


29 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 150. 


30  M. Dawan Rahardjo, “Mencari Konsep Zakat dalam Alam Pembangunan”, dalam Panji Masyarakat, 


No. 330 21 Juli 1981, tahun XXIII, h. 12 
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jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagui suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (OS. Al-Taubah: 60).8 


Jaminan terhadap keselamatan profesi menampilkan penghargaan 
kepada kebebasan menganut profesi atau kebebasan untuk melakukan 
pilihan-pilihan atas resiko sendiri, mengenai keberhasilan yang ingin 
diraih dan kegagalan yang membayanginya. Dengan ungkapan lain 
kebebasan menganut profesi yang dipilih berarti peluang menentukan 
arah hidup lengkap dengan tanggungjawabnya sendiri. Namun pilihan 
itu tetap dalam kerangka alur umum kehidupan masyarakat, karena 
pilihan profesi berarti meletakkan diri dalam alur umum kegiatan 
masyarakat yang penuh dengan ukuran-ukurannya sendiri. Ini berarti 
keseimbangan cair yang harus terus-menerus dicari antara hak- 
hak individu dan kebutuhan masyarakat, sebuah kondisi situasional 
sebagai wadah untuk menguji “kebenaran” keyakinan dalam rangkaian 
kejadian yang tidak terputus-putus: bolehkah saya lakukan ini dari 
sudut pandangan keimanan saya, padahal “diharuskan? oleh profesi 
saya? Rasanya tidak ada yang lebih universal dari pencarian jawaban 
akan wujud kebenaran dalam rangkaian kejadian seperti disajikan oleh 
tantangan dari dunia profesi itu.” 


Kelima jaminan dasar di atas menampilkan universalitas pandangan 
hidup yang utuh dan bulat. Pemerintah berdasarkan hukum, persamaan 
derajat dan sikap tenggang-rasa terhadap perbedaan pandangan adalah 
unsur-unsur utama kemanusiaan, dan dengan demikian menampilkan 
universalitas ajaran Islam. Namun, kesemua jaminan dasar itu hanya 
menyajikan kerangka teoritik (atau mungkin bahkan hanya moralistik 
belaka) yang tidak berfungsi, jika tidak didukung oleh kosmopolitanisme 
peradaban Islam. 


b. Pandangan Islam tentang Kesamaan Derajat Manusia 


Mengenai pandangan Islam tentang kesamaan derajat manusia, 
dapat dirujuk dasarnya pada pandangan Islam terhadap persatuan risalah 


31 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 288. 


32 Wahid, Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme Peradaban Islam. 
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yang dibawa oleh para Nabi. M. Ouraish Shihab juga menyatakan bahwa 
al-Our'an banyak menyuarakan persatuan sebagaimana dijelaskan dalam 
OS. al-Anbiya'/ 21 ayat 92, bahwa: 


aa ec 2 ti 


BD ge 9 13 Ba) Aa ASK 


“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, 
agamn yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah 
Aku”. (OS. al-Anbiya”/21: 92). 


Hal serupa dijelaskan dalam OS. al-Mu'minun/ 23 ayat 52, yang 
menegaskan bahwa: 


3 o 
- 


aa Aan maa 
BD ob 5 C Ae 9 dal A0 


“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, 
agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka berrtagwalah 
kepada-Ku” (OS. al-Mu'minun/ 23: 52). 


Shihab lebih jauh menjelaskan bahwa kata ummat yang terulang 
sebanyak 51 kali dalam al-Our'an memiliki banyak makna. Mengutif 
Raghib al-Isfahani, pakar bahasa yang menyusun kamus al-Our'an al- 
Mufrad tfi Gh ribal-Our? ndapat diketahui bahwa kata ummat adalah 
“kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan agama, 
waktu, atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa maupun 
atas kehendak sendiri”. Dengan demikian, makna ummat dalam al- 
Our'an sangat lentur dan mudah menyesuaikan diri, tidak ada batas 
minimal atau maksimal. Hal yang mencengangkan, menurut Shihab, 
tercatat sebanyak sembilan kali kata ummat digandengkan dengan kata 
wahidah, sebagai sifat ummat. Tidak sekalipun al-Gur'an menggunakan 
istilah wahdatal-ummah atau tauhidal-ummah (kesatuan/ penyatuan 
umat). Karena itu sungguh tepat analisis Mahmud Hamdi Zagzug, 
Mantan Dekan Fak Ushuluddin al-Azhar, bahwa al-Our'an menekankan 


33 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Aur'an dan Terjemahnya, 507. 


34 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Aur'an dan Terjemahnya, 532. 
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sifat umat yang satu dan bukan penyatuan umat. Artinya al-Gur'an 
mengakui kebhinekaan dan keragamaan dalam ketunggalan.?' Karena 
itulah kemudian Allah berfirman dalam OS, al-Maidah ayat 48, berikut: 


2 


- La 2 Tr tis ana - 33 Tee La na 
Sale Lb GAS HI P9 DA 9 Aa da AI An 
BN EA 


«...Sekiranya Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu 
umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian- 
Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...” 
(OS. al-Ma'idah/ 5: 48) 


Nurcholish Madjid melihat pula bahwa pandangan tentang 
kesatuan “risalah” kenabian (wahdatal-nabawiyah: theunityofprophet) 
selain didasarkan pada makna Islam, juga konsisten dengan semangat 
prinsip kosmopolitanisme budaya Islam yang mendapat pengesahan- 
pengesahan langsung dari kitab suci yang berbicara tentang konsep- 
konsep kesatuan kemanusiaan (wihdatal-insamyah, the unity of 
humanity), yang sebenarnya berawal dari konsep kemahaesaan Tuhan 
(wahdaniyatatantauhid, the unity of god)” Kesatuan asasi umat 
manusia dan kemanusiaan itu ditegaskan dalam al-Our'an di antaranya 
OS. Yunus ayat 19, dan juga OS. al-Bagarah ayat 213: 


C..Ummat manusia itu tak lain adalah ummat yang tunggal, tapi 
kemudian mereka berselisih (sesama mereka) jika seandainya tidak 
ada keputusan (kalimah) yang telah terdahulu dari Tuhanmu, 
maka tentulah segala perkara yang mereka perselisihkan itu akan 
diselesaikan (sekarang juga)” (OS. Yunus:19).8 


3 Shihab, Wawasan al-Gur'an, 334-336. 


36 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 168. 
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2 3G Pd Pad 


Upi Gryauag Daya Ga IE BAP Ajun us 


Ba IE PT Ig KE GL AI 


“Ummat manusia itu dulunya adalah ummat yang tunggal, 
kemudian Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar gembira 
dan memberi peringatan dan bersama para nabi itu diturunkannya 
kitab suci dengan membawa kebenaran, agar kitab suci itu dapat 


memberi keputusan tentang hal-hal yang mereka perselisihkan...” 
(OS. al-Bagarah: 213).9 


Bahasan di atas memperlihatkan bahwa manusia pada dasarnya 
memiliki kesamaan derajat, mengingat mereka berasal dari satu 
keturunan yaitu Adam dan Hawa. Selain itu manusia juga diikat oleh 
kesatuan risalah kenabian yang pada prinsipnya bersumber dari yang 
Mahasatu. Hal inilah, selain kosmopolitanisme yang menjadi dasar 
pembentukan kosmopolitanisme Islam. 


2. Kosmopolitanisme Islam 


Berdasarkan kedua landasan di atas, kosmopolitanisme dalam Islam 
pada dasarnya merupakan suatu sikap yang perlu dimunculkan untuk 
menumbuhkan rasa kesatuan yang kuat dalam kehidupan manusia. 
Dalam konteks ini manusia dilihat dalam kesatuan yang utuh, terbuka 
dan dapat menerima budaya lain. Hal inilah yang dipahami oleh 
Abdurrahman Wahid ketika menyatakan bahwa kosmopolitanisme 
Islam adalah situasi ketika pemikiran Islam bersifat terbuka untuk 
dapat dapat mengkritik maupun menerima pemikiran dari luar. Bagi 
Gus Dur, puncak kosmopolitanisme Islam adalah ketika semua orang 
bebas mengekspresikan pikiran-pikirannya, apapun bentuk pemikiran 
perlu diberi ruang berekspresi.“ Tindak anarkis dalam hal ini tidaklah 


37  Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta, Paramadina, 2005), 442. 
38 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 308. 
39 Tim Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Our'an, Al-Gur'an dan Terjemahnya, 51. 


40 Wahid Institut, Gusdur dan Universal dan Partikular, Rabu, 13 November 2007, Diunduh 20 April 
2014. 
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dibenarkan bahkan dengan mengatasnamakan pembelaan atas Tuhan 
atau agama,karena Tuhan sebenarnya tidak butuh pembelaan. Keimanan 
atau kekafiran manusia tidak akan berefek apa-apa terhadap ke-Esaan 
dan ke-Agungan Tuhan. 


Kosmopolitanisme Islam juga mewujud secara sangat jelas dalam 
peri kehidupan Nabi dan para pengikutnya. Para pengikut Nabi 
Muhammad diingatkan untuk selalu menyadari sepenuhnya kesatuan 
kemanusiaan itu dan berdasarkan kesadaran inilah umat Islam klasik 
membentuk pandangan budaya kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya 
yang konsep-konsep dasarnya meliputi, dan diambil dari dari seluruh 
budaya umat manusia.“ 


Manifestasi kosmopolitanisme Islam ini bisa dilacak dalam perjalanan 
sejarah kebudayaan umat Islam yang terbentang sejak zaman Rasulullah, 
baik dalam format non-material (konsep pemikiran), maupun yang 
material (seni arsitektur dan sebagainya), dan masa-masa selanjutnya. 
Pada masa awal Islam misalnya, Rasulullah pernah berkhutbah hanya 
dinaungi sebuah pelepah kurma. Kemudian, tatkala jumlah atau 
kuantitas kaum muslimin mulai bertambah banyak, dipanggillah 
seorang tukang kayu Romawi untuk membuat sebuah mimbar dengan 
tiga tingkatan yang dipakai untuk khutbah Jumat dan kegiatan-kegiatan 
lainnya yang berhubungan. Selanjutnya dalam perang Ahzab, Rasul 
menerima saran Salman al-Farisy untuk membuat parit (khandag) di 
sekitar Madinah. Metode ini adalah salah satu metode pertahanan 
ala Persi. Namun Rasul menerima dan mengagumi saran tersebut 
serta melaksanakan saran itu. Beliau tidak mengatakan: “Ini metode 


» 


Majusi, kita tidak memakainya!”. Para sahabat juga meniru manajemen 
administrasi dan keuangan dari Persi, Romawi dan lainnya. Mereka 
tidak berkeberatan selama menciptakan kemashlahatan atau kebaikan 
dan tidak bertentangan dengan nash al-Our'an yang merupakan ajaran 
utama Islam. Sistem pajak jaman itu juga diadopsi dari sistem pajak 
Persi sedang sistem perkantoran (diwan) atau manajemen berasal dari 


Romawi.“ 


4 Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, 442. 
2 Oardhawi, al-Khashaish al-Amiyah al-Islam, 253. 
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Bahkan pada masa selanjutnya, ketika pengaruh filsafat Yunani dan 
budaya Yunani (hellenisme) mulai menampakkan diri dan mewarnai 
kehidupan umat Islam pada umumnya, umat Islam menjadi sangat 
terpengaruh oleh budaya di sekitarnya. Di mana budaya Yunani, 
sebagaimanan budaya Persia amat besar sahamnya dalam pengembangan 
budaya Islam. Jika dinasti Umawiyah di Damaskus menggunakan 
sistem administratif dan birokratif Byzanttum dalam menjalankan 
pemerintahannya, dinasti Abbasiyah di Baghdad (dekat Tesiphon, 
ibu kota Dinasti Persi Sasanid) meminjam sistem Persia. Selain itu, 
dalam pemikiran, tidak sedikit pengaruh-pengaruh Persianisme 
atau Aryanisme (Iranisme) yang masuk ke dalam sistem Islam. Hal 
ini terpantul jelas dalam buku al-Ghazali (ia sendiri orang Parsi), 
Nashihatal-Mulk, SiyasatNamah (pedoman pemerintahan), yang juga 
banyak menggunakan bahan-bahan pemikiran Persi. 


Kebudayaan Islam dalam penelisikan yang lebih jauh juga tidak 
lepas dari bias Arabisme dan akulturasi timbal-balik dengan budaya 
lokal. Namun, di tengah sifat universal Islam yang melewati ambang 
batas bangsa, ras, klan dan peradaban, tak bisa dinapikan unsur 
Arab menempati kedudukan istimewa. Ada hubungan kuat yang 
mengisyaratkan ketiadaan kontradiksi antara Islam sebagai agama 
dengan unsur Arab. 


Muhammad Imarah, dalam konteks ini melihat beberapa hal yang 
menjadikan unsur Arab menjadi dominan dalam bangunan peradaban 
Islam, yaitu: (1) Islam diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, 
seorang Arab. Selain itu mukjizat terbesar agama Islam adalah al-Ouran 
yang diturunkan dengan bahasa Arab,karena itulah memahami dan 
menguasai al-Guran sangat sulit dengan bahasa apapun selain Arab. 
Implikasinya, Islam menuntut pemeluknya menyelami dan mendalami 
makna kandungan al-OGuran dengan mengarabkan diri dengan kultur 
dan bahasa Arab, (2) Kegiatan dakwah Islam menempatkan bangsa 
Arab berada di garda depan, dipimpin oleh Nabi berbangsa Arab 
dan kitab suci berbahasa Arab, sehingga realitas keadaan bangsa 
dan kultur Arab dari segi “sebab turunnya wahyu” berperan sebagai 


43 Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban, h. 444 
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catatan kontekstual dalam menafsirkan al-Gur'an. Walaupun demikian 
Imarah menambahkan bahwa jika agama-agama terdahulu mempunyai 
karakteristik yang sesuai dengan kondisi lokal, kondisional dan 
temporal, agama Islam justeru berkarakteristik universal, sehingga 
posisi agama Islam adalah menembus batas wilayah mereka.“ Pada sisi 
inilah keterbukaan Islam terhadap budaya sekitarnya dibutuhkan untuk 
membangun sebuah budaya yang kosmopolit. 


Melihat kondisi di atas, Ibnu Khaldun, kemudian merasa merasakan 
satu hal yang aneh tapi nyata, ketika mayoritas ulama dan cendekiawan 
dalam agama Islam ternyata didominasi oleh bangsa “xjam (non Arab), 
baik dalam ilmu-ilmu shari'at maupun ilmu-ilmu akal. Kalaupun terdapat 
orang Arab hanya secara nnsab, tetapi nyam dalam bahasa, lingkungan 
pendidikan dan gurunya. Hal ini bukan suatu keanehan jika dipahami 
bahwa Islam adalah agama yang universal dan terbuka, sehingga Islam 
menjadi kosmopolit dan membuka diri terhadap kebudayaan luar. 
Akibatnya ketika Islam menyebar hingga ke luar wilayah jazirah Arab, 
terjadi semacam akulturasi budaya dan peleburan identitas dengan 
budaya lain, yang menyebabkan bangsa Ajam terarabkan dan budaya 
lokal mereka turut mewarnai kebudayaan Islam Arab. Dan bahkan 
kemudian sebagaimana terlihat dewasa ini Islam telah memiliki banyak 
wajah budaya. 


Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dikatakan bahwa kebudayaan 
Islam dibangun berdasarkan kombinasi nilai ketagwaan, persamaan dan 
kreatifitas dan akulturasi timbal balik dengan budaya-budaya lokal di 
luar Arab yang kemudian diinternalisasi dalam proses Islamisasi. Dalam 
konteks inilah kebudayaan Islam dapat dikatakan sebagai kebudayaan 
yang kosmopolit. 


B. Wajah Budaya Kosmopolitanisme di Provinsi Jambi 


Merujuk pada pengertian yang diberikan antropolog Inggris, E. B. 
1ylor1832-1917) dalam pembukaan bukunya Primitive Cultures 
(1871), dapat diketahui bahwa kebudayaaan adalah kompleksitas 


44 Dr. Muhammad Imarah, al-Islam wa al-'Arubah (al-Haiahal-Mashriyah al-Ammah li al-Kitab, 
1996) 11-12. 


4 Ibnu Khaldun, Mugaddimah Ibnu Khaldun, (Beirut, tp, 1989), cet. ke- VIII, 543. 
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dari keseluruhan hal yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, 
moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang 
diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Antropolog 
Amerika Margaret Mead (1901-1978) mengartikan budaya sebagai 
perilaku yang dipelajari dari sebuah masyarakat ataupun sub kelompok. 


Berdasarkan pengertian di atas, budaya merupakan hal yang 
komplek meliputi berbagai aspek pengetahuan, kepercayaan, seni, 
moral, hukum, adat-istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan. Dalam 
arti kebudayaan pada dasarnya hanya meliputi hal yang sifatnya non- 
materil. Hal ini diperkuat oleh teori yang dibangun oleh Aliya Ali 
Izetbigovic (mantan Presiden Bosnia), yang membedakan konsep budaya 
dan peradaban. Kebudayaan menurutnya merupakan pengaruh agama 
terhadap manusia atau pengaruh manusia terhadap dirinya sendiri secara 
internal, sedangkan peradaban merupakan pengaruh akal pada alam di 
dunia eksternal. Lebih jauh dikatakan, kebudayaan berarti seni untuk 
menjadi manusia, sedangkan peradaban berarti proses penggunaan, 
mengatur, dan membuat sesuatu menjadi sempurna. Kebudayaan 
hakikatnya merupakan penciptaan diri secara terus-menerus, sedang 
peradaban adalah perubahan dunia yang terus menerus. Pembedaan 
antara kebudayaan dan peradaban hakikatnya merupakan pertentangan 
antara manusia dan benda, atau humanisme melawan materialisme.” 
Artinya kebudayaan pada dasarnya ditujukan terhadap kompleksitas 
karya, karsa, dan cipta manusia dalam arti non-materil, sedangkan 
peradaban berarti materil. 


Pembicaraan di atas terkonteks dalam pengertian budaya secara 
umum, adapun jika dihubungkan dengan kebudayaan Indonesia ia 
dapat melingkupi keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya 
manusia Indonesia yang meliputi segenap adat, suku, dan kebudayaan 
Indonesia yang beragam, semisal Aceh, Ambon, Aru, Asmat, Bali, Baduy, 
Banjar, Bangka, Batak, Belitung, Betawi, Bugis, dan lain sebagainya. 


Dalam konteks ini, kebudayaan Jambi dapat didefinisikan sebagai 
keseluruh budaya lokal yang ada di Provinsi Jambi yang merupakan 


46 Ziauddin Sardar & Born van Loon, Introducing Cultural Studies (Cambridge: Icon Books, 1998), 4. 
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bagian integral daripada Kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Jambi 
sendiri diyakini telah dipengaruhi oleh Hindu-Budha serta dewasa ini 
oleh tradisi Islam, hingga ia membentuk kebudayaan yang unik. Dalam 
hal ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sifat 
kebudayaan Jambi jika dilihat dalam kerangka kosmopolitanisme? 


Jawaban terhadap pertanyaan di atas dapat dilakukan dengan 
menelisik unsur yang menjadi pembentuk kebudayaan Jambi. Sebagai 
pembanding misalnya, beberapa orang menyatakan bahwa kebudayaan 
Betawi bersifat kosmopolit, berdasarkan kenyataan bahwa budaya betawi 
menerima masukan dari beragam budaya yang ada di sekitarnya. Dalam 
hal ini JJ Rizal menyatakan: 


Kalau orang bicara mengenai bagaimana metropolitan, 
kebudayaan betawi sesungguhnya adalah kebudayaan yang mampu 
menyokong kosmopolitanisme, karena begitu inklusif dan terbuka 
terhadap begitu banyak unsur budaya? 


Lebih jauh Rizal mengungkapkan bahwa unsur budaya Betawi 
juga diterima dengan egalitarianisme dan dimanifesta-sikan dalam 
bentuk memperlihatkan aspek demokratis yang kuat dalam bahasa 
dalam pergaulan. Hal tersebut merupakan modal yang sangat berharga 
bagi Jakarta dan budaya kosmopolitan tanpa harus menjadi konflik. 
Kosmopoli-tanisme Betawi juga terlihat dari penerimaaan masyaakat 
Betawi terhadap perbedaan, di mana perbedaan dapat ditampung tanpa 
harus terjadi konflik tetapi sebagai rahmat dan sesuatu yang indah. 
Walaupun demikian harus diakui bahwa kebudayaan Betawi yang 
kosmopolit itu didukung tidak hanya oleh orang Betawi, tetapi juga 
masyarakat urban di Jakarta,” sehingga masyarakat Betawi benar-benar 
dapat menjadi masyarakat yang kosmopolit. 


4 Alija Ali Izetbegovic, Membangun Jalan tengah, Islam antara Timur dan Barat, (Mizan, Bandung, 


1992), 70. 
48 Bahri Kurniawan, “Budaya Betawi Mampu Menyokong Kosmopolitanisme”, http:// 
www.tribunnews.com/metropolitan/2012/04/21/ budaya-betawi-mampu-menyokong- 


kosmopolitanisme. Sabtu, 21 April 2012. Diunduh 1 September 2016. 
49 Kurniawan, “Budaya Betawi Mampu Menyokong Kosmopolitanisme”. 
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Menyorot wajah kosmopolitanisme di Provinsi Jambi, tampaknya 
tidak dapat dilihat hanya dalam konteks kebudayaan, namun perlu 
diperluas tampilannya dalam kehidupan sosial-politik. Hal inilah yang 
akan penulis lakukan dalam bahasan berikut. 


1. Budaya Hibrida dalam Sistem Budaya Jambi 


Carool Kersten dalam karyanya yang berjudul “Islam, Cultural 
Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals on 
Globalization” , menuturkan bahwa setidaknya dalam dekade terakhir, 
istilah kosmipolitanisme telah digunakan dalam berbagai dimensi 
kajian kemanusiaan, terutama dalam kajian budaya nasionalisme dan 
multikulturalisme secara khusus."' Tidak hanya itu beberapa ahli juga 
telah menggunakan kosmopolitanisme untuk menelisik kehidupan 
masyarakat Islam modern, dengan menyajikan bentuk-bentuk budaya 
hibrida yang dihidupkan oleh kosmopolitanisme didunia Islam. Hal 
ini misalnya dilakukan oleh S. Vertovec dan N. Cohen karya editorial 
mereka Conceiving Cosmopolitanism.? 


Budaya hybrid ini menurut Hannerz dan Patell tidak saja merupakan 
proses kosmopolitanisme budaya baru yang menggabungkan 


berbagai masukan budaya, namun juga dapat memunculkan sebuah 


3 


kesadaran tentang makna baru.” Ja hakikatnya merupakan proses 


berkesinambungan dalam upaya memodernisasi kebudayaan yang 
terjadi dalam proses rekonstruksi berbagai konsep budaya spesifik 
yang terdapat disekitarnya dan juga nilai-nilai modernisme yang juga 
mempengaruhi tatanan budaya masyarakat.” Dalam kacamata inilah 
penulis ingin melihat wajah kosmopolitanisme dalam kebudayaan 
masyarakat Jambi. 


51 Carool Kersten, “Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals on 
Globalization”, dalam Journal of International and Global Studies, Vo. 1, Issue Number 1, 2009, 
Diunduh 12 Agustus 2016. 

22 Lihat S. Vertovec & N. Cohen (eds.), Conceiving Cosmopolitanism (Oxford: Oxford University 
Press, 2002), 1-10. 

538 Lihat U. Hannerz, “Cosmopolitans and Locals in World Culture”, dalam Theory, Culture & Society, 
Vol. 7, 1990: 237-251, 239. Lihat Pula C.R.K. Patell, “Comparative American Studie: Hybridity and 
Beyond”, dalam American Literarary History, No. 11, 1999: 166-186, 176. 

58  Phina Werbner & T. Modood (eds.), Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the 
Politics of Anti-Racism (London: Zed Books, 1997), 16. 
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Sebagaimana telah diulas dalam pada bab awal dari penelitian, 
bahwa kebudayaan Jambi telah dipengaruhi oleh dua sistem budaya 
besar pada masanya, yaitu kebudayaan Animisme dan Dinamisme, 
Hindu-Budha dan juga kebudayaan Islam. Saat Jambi masih berada 
dalam kuasa kerajaan Melayu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi dan 
juga kerajaan Sriwijaya, nenek moyang masyarakat Jambi ketika itu 
merupakan penganut Animisme dan Dinamisme. Selanjutnya seiring 
dengan masuknya pengaruh Sriwijaya, masyarakat Jambi mulai mengenal 
tradisi Hindu- Budha, sehingga terjadi asimilasi antara Anismisme dan 
Dinamisme dengan tradisi Hindu dan Budha. Hal ini berdampak pada 
perubahan sistem perilaku, kepercayaan, filsafah hidup dan juga cita cita 
masyarakat Jambi awal. 


Pengaruh Hindu-Budha ini masih dapat dilihat dalam: (1) Kebiasaan 
masyarakat Jambi seperti penggunaan warna yang dipadukan dalam 
pakaian adat dan keseharian yang didominasi oleh warna hitam, kuning 
dan hijau yang melambangkan kepercayaan Hinduisme (termurti), 
(2) Agama Hindu-Budha masuk ke pedalaman Jambi dan telah 
meninggalkan bekasnya berupa acra dan bangunan candi candi seperti 
candi tinggi,candi astono dan lain lain sebagian terdapat di kompleks 
percandian Muaro jambi, (3) Dikenalnya huruf pallawa, seperti yang 
terlihat dalam batu bertulis di Karang Birahi Kabupaten Merangin. 


Selain itu dipetkirakan bahwa kultur damai yang berkembang 
di Jambi pada dasarnya bersumber dari kenyataan bahwa kompleks 
percandian Muaro Jambi pada masanya pernah menjadi salah satu 
Perguruan Tinggi agama Budha dengan salah seorang gurunya 
bernama dhai Mapala. Dari ajaran ini berkembang norma hidup yang 
cinta kedamaian dan ketenangan yang dicerminkan dari adat istiadat 
mereka seperti pepatah mengatakan: “Yung kurik ialah kundi, Yang 
merah ialah sago, Yang baik ialah budi”. 


Pada akhirnya Jambi kemudian dipengaruhi secara massal oleh 
agama Islam sejak abad ke-7 M. Dalam hal ini lagi-lagi terjadi asimilasi 
antara ajaran Islam dengan tradisi lama masyarakat Jambi. Hal ini 


55 Supriyanto, “Adat dan Budaya Jambi”, dalam 19 januari 2015. Diunduh 23 Agustus 2016. 
56 Supriyanto, “Adat dan Budaya Jambi”. 
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berlangsung hingga awal abad ke-11 M. Pada awal abad 11 M ini 
ajaran Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman 
Jambi. Dalam penyebaran Islam ini maka pulau Berhala dipandang 
sebagai pulau yang teramat penting dalam sejarah Islam di Jambi. 
Kehadiran Islam ini telah membawa perubahan mendasar bagi kehidupan 
masyarakat Melayu Jambi. Agama Islam secara pelan-pelan tapi pasti, 
mulai menggeser kebudayaan Melayu Budhis sampai berkembangnya 
suatu corak Kebudayaan Melayu Islam. Dewasa ini dalam kehidupan 
sehari-hari masyarakat Melayu Jambi lebih dominan unsur Islamnya. 
Di dalam hal kebiasaan tradisi terlihat adanya akulturasi antara unsur 
kebudayaan yang Islam dengan corak Melayu Kuno yang Budhis. 
Unsur-unsur akulturasi kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana dicatat 
oleh Fachruddin Saudagar dapat dilihat dalam sistem budaya yang 
meliputi: upacara kepercayaan tradisional, sistem kemasyarakatan, 
budaya gotong-royong, adat perkawinan, sistem kepemimpinan adat, 
sistem bahasa, kesenian, mata pencarian, bentuk bangunan, peralatan 
hidup, permainan, cara pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman 
kuliner, sistem pengetahuan, hukum adat, hingga tatacara pengobatan 
tradisional.” 


Berdasarkan kenyataan di atas, serta hasil pengamatan penulis 
sebagai warga Jambi,” Provinsi Jambi memiliki potensi kebudayaan 
yang cukup banyak dan beraneka ragam, seperti peninggalan sejarah 
dan kepurbakalaan, bahasa dan sastra, dan kesenian lainnya. Di Provinsi 
Jambi terdapat 123 situs peninggalan sejarah, dengan rincian: Kota 
Jambi 5 situs, kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi 31 situs, 
Kabupaten Tebo dan Bungo sebanyak 16 situs, di Kabupaten Merangin 
dan Sarolangun 16 situs, Kabupaten Kerinci 49 situs, dan Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat 6 situs. 


Selain itu yang bertahan hingga saat ini adalah adanya sastra Melayu 
Jambi dapat ditelusuri lewat beberapa tahapan perkembangan, yakni: 
(1) sastra Melayu Jambi asli, (2) sastra pengaruh Hindu/Budha, (3) 


57 Lihat Fachruddin Saudagar, Perkembangan Sejarah Melayu Kuno Di Jambi (Jambi: Pemda Tk. | 
Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992). 
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sastra pengaruh peralihan. (4) dan sastra pengaruh Islam. Masing- 
masing tahapan itu memiliki bentuk dan genre sendiri-sendiri, yang 
memperkaya khazanah kebudayaan Melayu di Nusantara. 


Khususnya untuk adat, tradisi Islam tampaknya menjadi dominan 
dalam bangunan adat Jambi dewasa ini, hal ini tercermin dalam Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat 
Melayu Jambi menegaskan bahwa adat Melayu Jambi merupakan sistem 
pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam 
seloko adat Jambi: 


“Titian teras betanggo batu, cerminyang tidak kabur, 
lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, 
kato nan sniyo,adat bersendi shara?, shara? bersendi kitabullah, 


shara? mengato, adat memakai”. 


Selanjutnya dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa makna adat 
Melayu Jambi yang dimaksud memiliki makna yang luas, meliputi 
seluruh nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan 
yang menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem 
hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh 
masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika terjadi 
pelanggaran.” 


Tampak jelas dari peraturan di atas bahwa adat Jambi yang 
menjadi penggerak kebudayaan Melayu Jambi dipengaruhi oleh sistem 
epistemologi Islam, dengan menempatkan shara” sebagai mahkota 
adat, inilah yang diungkap sebagai “ndut bersendishara?, shara? bersendi 
kitabullah”. Selain itu, Lembaga Adat Melayu yang bersistem 1ko pakui 
adat merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian 
nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi, maka wajib bagi Lembaga Adat 
Melayu Jambi, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi 
Lembaga Adat Melayu.s! 


59 Gubernur Jambi, “Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang LembagaAdat 
Melayu Jambi”, www.jdih.setjen.kemendagri.go.id.Diunduh tanggal 20 Oktober 2015, 1. 


60 Gubernur Jambi, “Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat 
Melayu Jambi”, 1. 


S1 Gubernur Jambi, “Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat 
Melayu Jambi”, 1. 
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Implementasi adat bersendi shara? dalam kebudayaan Melayu Jambi 
tampil dalam bentuk kebudayaan Jambi sekarang yang merupakan hasil 
akulturasi kebudayaan yang Islami dengan corak Melayu Kuno Budhis. 
Unsur-unsur kebudayaan Melayu Jambi sebagaimana disebutkan oleh 
Fachruddin Saudagar di atas. 


Kesenian Jambi juga merupakan bentuk asimilasi berbagai budaya 
khususnya Islam sebagaimana terlihat dalam seni musik, seni tari, seni 
rupa, seni lakon, dan seni karya tradisional lainnya memperlihatkan 
pertumbuhan dan perkembangan sedemikian rupa sehingga dapat 
menjadi inspirasi, bahan, dan konvensi dalam penciptaan kesenian 
modern di Jambi khususnya dan Nusantara umumnya. Karena iti 
tidak mengherankan jika —dalam pengamatan penulis, nuansa Islam 
dalam kesenian Melayu Jambi terasa dalam berbagai bentuk seni yang 
mengekspresikan kekentalan peradaban Islam, di antaranya nasyid, 
kasidah, hadrah, barzanji, marhaban, zikir, nazam, syair, dendang, 
dadung, zapin, dan lainnya. 


Berbagai bentuk seni tersebut awalnya diserap dari tamadun Islam 
di Timur Tengah, yang kemudian diolah menjadi khas Melayu Jambi. 
Beragam seni tersebut dalam kebudayaan Melayu difungsikan dalam 
berbagai aktivitas yang umumnya berhubungan dengan aktivitas Islami 
seperti upacara perkawinan, khitanan, festival, pesta budaya, hari besar 
agama Islam, dan lainnya." 


Meneropong berbagai fakta di atas,terlihat betapa Islam telah 
menjadi mainstream yang mempengaruhi corak pikir masyarakat Melayu 
Jambi, hingga adat Jambi menjadi tidak terpisahkan dari api Islam yang 
kemudian menggerakkan berbagai bentuk kreasi budaya yang juga 
bernuansa Islam. Akan tetapi perkembangan mutakhir memperlihatkan 
hegemoni Islam seakan memudar oleh gerusan modernitas yang 
demikian kuat melanda kehidupan sosial-politik masyarakat Melayu 
Jambi. 


62 Hasil pengamatan penulis terhadap sistem buadaya di provinsi Jambi. 

63 Lihat Muhammad Takari, “Zapin Melayu dalam Peradaban Islam: Sejarah, Struktur Musik dan 
Lirik”, www.etnomusikologiusu.com/uploads/1/8/.../zapin di alam melayu.pdf. Diunduh 20 
Oktober, 2015. 
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Hal ini terjadi ketika masyarakat Jambi mengalami transformasi 
dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Peristiwa ini 
dapat diidentifikasi berdasarkan frekuensi interaktif mereka dengan 
tekhnologi sebagai salah satu identitas terkuat dari dunia global. 
Masyaeakat modern misalnya dikatakan oleh Dona Haraway sebagai 
fenomena cyborg (cybernetic organism) yang menempatkan hubungan 
antar manusia dan mesin sebagai hal yang penting. Dalam proses ini 
budaya tradisonal akan tergantikan dengan kecanggihan tekhnologi, 
karena itulah Berman menyatakan bahwa menjadi modern menuntut 
seseorang untuk dapat menemukan diri mereka dalam lingkungan yang 
menjajikan petualangan, kekuatan, kebahagian, pertumbuhan yang 
dapat mentransformasi diri sekaligus dunia pada waktu bersamaan. 
Hal ini juga berarti kesediaan untuk menghancurkan segala yang 
telah dimiliki, segala yang diketahui, dan termasuk segala jati diri. 
Dalam proses seperti inilah budaya tradisional menghadapi tantangan 
pengikisan makna, kemunduran fungsi, dan bahkan kepunahan. 


Seloko adat perkawinan Jambi yang sarat dengan nilai Islam dan 
simbolisasi filosofis kehidupan keseharian misalnya, dewasa ini mulai 
kehilangan maknanya. Ritus seloko adat perkawainan Jambi yang 
mengejawantah dalam beberapa tahapan upacara adat seloko ulur antar 
serah terimo pengantin, seloko tunjuk ajar dan seloko iwa (pengumuman 
peresmian pernikahan),57 dewasa ini terkesan kehilangan sakralitas dan 
maknanya, sebagai akibat dari pemahaman masyarakat terhadap seloko 
adat tersebut yang dirasakan sekedar bagian budaya atau adat perkawinan 
semata, yang tidak memiliki kesan mendalam dalam perubahan sikap. 
Hal ini diakui oleh Drs. Munsarida, M.Fil.I, Anggota Lembaga Adat 
Tanah Pilih Pusako Betuah. Ia mengungkapkan bahwa fungsi seloko 
adat perkawinan sebagai nasihat telah kehilangan maknanya, lebih jauh 
ia mengungkapkan bahwa: 


Penggunaan seloko adat perkawinan di kota Jambi sebenarnya 
telah meluas, bahkan sebagian pendatang menggunakan seloko adat 


65 Dona Haraway, Netralisme Teknologi: Sabda Alam atau Agenda Politik? Dalam Balada Manusia 
dan Mesin (Bandung: Mizan, 2002), 6. 


66 M. Berman, All That is Solid Melts into Air (New York: Simon & Schuster, 1982), 15. 
67  Nurhasanah, “Ekspresi Simbolik Seloko Adat Jambi”, h. 50. 
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jambi dalam acara perkawinan. Namun semuanya hanya sebagai 
seremonial saja. Zaman dahulu penutur seloko sangat mengerti 
apa yang mereka tuturkan, sedangkan saat ini para penutur seloko 
banyak juga yang tidak faham apa yang dituturkan karena para 
penutur seloko saat ini juga banyak yang hanya mengandalkan 


hafalan tanpa pemahaman.” 


Kenyataan ini berdasarkan pengamatan penulis,” bukan sebagai 
akibat hilangnya kekuatan simbolik seloko adat perkawinan yang sarat 
dengan makna etis, namun lebih merupakan akibat dari gaya penyampaian 
yang tidak lagi populer dalam kehidupan masyarakat Jambi yang telah 
mengalami modernisasi dan telah mengalami proses pembanjiran 
informasi dari berbagai media yang lebih populer dan menarik dari segi 
penyampaiannya. Hal ini yang dikatakan oleh Rahman, salah seorang 
masyarakat adat Jambi yang menyatakan bahwa: 


“Zaman dahulu pada acara adat perkawinan, penutur seloko berasal 
dari masing-masing mempelui betul-betul berasal dari pihak kedua 
mempelni. Sedangkan saat ini para penutur seloko pada acara adat 


perkawinan menggunakan jasa orang lain”. 


Kenyataan di atas diakui pula oleh Hasan Narbawi, Pengurus 
Lembaga Adat Tanah Pilih Pusako Betuah, menurutnya: 


“Penyampatan seloko adat perkawinan dengan menggunakan kata- 
kata kiasan harus memperhatikan perkembangan kemajuan zaman, 
artinya penggunaan seloko di kota Jambi tetap dipengaruhi oleh 
zaman. Sant ini penggunaan seloko sebagai seremonial dan memiliki 
nilai sakral sedangkan zaman dahulu seloko adat perkawinan 


merupakan ungkapan dan nasehat yang memang diungkapkan 


sehari-har?” 


68 Hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. Munsarida, M.Fil.I, Anggota Lembaga Adat Tanah 
Pilih Pusako Betuah, 14 September 2016, di Telanai Pura. 

69 Pengamatan penulis terhadap jalannya prosesi adat perkawinan di Kota Jambi. 

70 Hasil wawancara penulis dengan Rahman, Anggota Masyarakat Adat Kota Jambi), Tanggal 16 
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Dengan demikian, seloko sebagai sastra etnik sebenarnya tidak 
lepas dari persaingan global. Hal ini telah ditegaskan oleh IB. Putera 
Manuaba, yang menyatakan bahwa: 


“Sastra etnik tak lepas dari tantangan persaingan yang makin ketat. 
Besar kemungkinan hal itu bukan karena sastra etnik tidak diminati, 
melainkan karena keniscayaan adanya tawaran baru yang lebih praktis, 
canggih, dan juga lebih terjangkau sehingga minat pengguna menjadi 
terbelah. Terlebih dalam keterbatasan waktu, banyak orang makin 
membutuhkan kemasan seni atau sastra yang terjangkau waktu. Inilah 
yang menjadi akar terjadinya ”perebutan” ruang-ruang kebudayaan 
yang dulunya dimiliki sastra etnik. Artinya telah terjadi perubahan 
kondisi pendukung yang cenderung heterogen, hingga sastra etnik 
cenderung tidak lagi bermakna.” 


Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa wajah 
budaya Jambi awalnya sangat kosmopolitan, terlihat dari penerimaan 
mereka terhadap budaya di sekitarnya dalam proses asimilasi budaya. 
Walaupun demikian kenyataan ini kemudian bergeser ketika masyarakat 
Jambi mengalami modernisasi. Hal ini dapat dilihat dalam dua 
kacamata, bahwa: Pertamnm, masyarakat Jambi dewasa ini sebenarnya 
tengah mengalami pergeseran budaya menuju budaya modern dan, 
Kedua, masyarakat Jambi sedang berada di ambang krisis budaya, di 
mana tradisi lokal mulai mengalami pelunturan makna. 


Menimbang dua perspektif ini tampaknya masyarakat Jambi tetap 
harus bersikap hati-hati dengan memperioritaskan kemungkinan kedua 
yang sedang terjadi dalam komunitas masyarakat Jambi. Jika hal demikian 
yang terjadi maka dibutuhkan langkah kongkret untuk membentengi 
budaya kosmopolit Jambi dari gerusan nilai-nilai modernitas yang dapat 
mendapat bumerang bagi keberl:angsungan budaya luhur masyarakat 
Jambi. 


2. Pluralisme dalam Tatanan Sosial Masyarakat Jambi 


Telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa kebudayaan 
Jambi dibangun di atas kosmopolitanisme budaya dalam asimilasi yang 


72  IB. Putera Manuaba, “Sastra Etnik di Tengah Budaya Global”, Kompas, 6 September 2015, h. 27. 
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panjang dengan tradisi Hindu-Budha dan juga Islam. Dalam kenyataan 
dewasa ini, tradisi Islamlah yang kemudian mengental dalam kebudayaan 
Jambi, seperti diakui oleh Tarmizi, sebagai tokoh masyarakat Jambi dan 
Wakil Ketua MUI Propinsi Jambi. Dalam sebuah Wawancara beliau 
mengakui: 


“Keluwesan dan moderasi budaya Jambi muncul sebagui akibat logis 
pengakuan masyarakat Melayu Jambi terhadap sistem kebenaran 
adat dan shara? yang dinilui sama-sama benar dan sejalan, sehingga 
dapat saling mengisi. Seloko adat Jambi misalnya dirangkai 
berlandaskan shara? dan pandangan luhur adat Jambi, sehingga 
didalamnya terda-pat sinergi antara shara? dan adat”? 


Pengakuan di atas memperlihatkan kuatnya pengaruh shari'at 
Islam dalam bangunan budaya Jambi. Hal ini pula yang kemudian 
sedikit banyak mempengaruhi tatanan sosial masya-rakat Jambi. Untuk 
diketahui, bahwa masyarakat Provinsi Jambi dewasa ini telah tumbuh 
sebagai masyarakat yang plural, terdiri dari berbagai suku (suku 
pribumi dan pendatang), bahkan terdapat pula diantaranya masyarakat 
yang berasal dari China, India, dan juga Arab. Selain itu dalam segi 
kepercayaan masyarakat Jambi juga terdiri dari beragam kepercayaan, 
meliputi Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan bahkan Konghucu, yang 
dilihat sebagai sistem kebudayaan. 


Artinya secara sosial masyarakat Jambi merupakan masyarakat yang 
relatif inklusif, yang didasari oleh penghargaan terhadap pluralitas budaya 
yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini sekali lagi, diakibatkan oleh sistem 
nilai masyarakat Jambi yang religius dan teguh terhadap adat. Sehingga 
walaupun masyarakat Jambi adalah masyarakat yang heterogen, mereka 
tetap menganut pepatah yang menyatakan: 


“dimana terbilang dan tercacak disitu tanam tumbuh, 
dimana bumi dipijak, disana langit dijunjung, 
dimana larasnya dicencang, disitu nirnya diminum, 


tidak membawa cupak dengan gantang” “ 


73 Hasil Wawancara penulis dengan Tarmizi, Wakil Ketua MUI Propinsi Jambi dan Ketua Umum MUI 
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Secara struktur sosial masyarakat Jambi juga dikenal sebagai 
masyarakat yang kuat dengan kegotong-royongan dan keterbukaan 
yang dikenal dengan istilah “berat samo dipikul, ringan samo dijinjing”. 
Mereka memutuskan sesuatu pekerjaan dalam iklim kerjasama, 
musyawarah, berdasarkan semboyan “bulat nek dek pembuluh, bulat 
kato dimukat”'S Ini semua merupakan sifat dasar sosial masyarakat 
jambi pada awalnya, yang dewasa ini cenderung mulai tergerus oleh 


komajuan zaman. 


Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa masyarakat Jambi 
yang awalnya inklusif dan menerima pluralitas sebagai bagian dari 
keniscayaan, mulai mengalami perubahan. Perubahan sosial ini muncul 
dari perubahan luar atau di dalam. Apabila terjadi perubahan pada 
struktur masyarakat maka otomatis fungsi-fungsi atau tugas individu 
dalam masyarakat ikut berubah.” Dalam hal ini perubahan ataupun 
transformasi sosial masyarakat Jambi diakibatkan oleh faktor luar, yang 
dalam hal ini penulis nilai diakibatkan oleh modernitas. 


Telah banyak karya akademik ilmiah yang menunjukkan 
bahwaproyek modernitas dalam modernisasi telah memberikan 
pengaruh yang cukup besar terhadap budaya lokal. Munakata Iwao, 
memperlihatkan bagaimana modernisasi telah membawa perubahan 
sistemik terhadap tradisi keagamaan di Jepang. Salah satu perubahan 
yang paling dirasakan adalah menurunnya aplikasi norma agama yang 
digantikan dengan semangat permisif dalam aksi sosial.” Demikian 
juga pengakuan Akiko Ueda yang menunjukkan kuatnya pengaruh 
modernitas terhadap perubahan tradisi para generasi muda di Bhutan- 
Himalaya. Menurut Ueda, kalangan muda Bhutan dewasa ini cenderung 
mengganti nilai-nilai tradisionalnya dengan nilai-nilai modernitas, yang 


74 Tim Redaksi, “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jambi”, http://jambiterkini.blogspot. 
co.id/2008/12/kehidupan-sosial-budaya-masyarakat. html. Desember 2008, Diunduh 14 
September 2016. 


75 Tim Redaksi, “Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Jambi”. 


76 C. Cassirer, Manusia dan Kebudayaan: sebuah Esai tentang Manusia (Jakarta: Gramedia, 1983), 


63. 


7 Munakata Iwao, “The Ambivalent Effects of Modernization on the Traditional Folk Religion of 
Japan”, dalam Japanese Journal of Religious Studies, 3/2-3 June-September, 1976: 99-126, 99- 
101. 
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menganut ukuran materialistik.'8 Seperti halnya Munakata Iwao dan 
Akiko Ueda, Adeyi Emmanuel Ola dari Departement of Economics 
Gombe State University, menunjukkan bahwa modernitas juga berimbas 
pada perubahan masyarakat tradisional di Afrika, tepatnya Nigeria.” 


Pandangan beberapa pakar di atas memperlihatkan bahwa 
modernitas telah membawa dampak yang signifikan terhadap pergeseran 
budaya dan sosial masyarakat tradisional. Tidak hanya di negara 
berkembang kenyataan ini juga pernah terjadi pada negara maju seperti 
Amerika dalam proses transformasinya sebagai masyarakat maju yang 
terus berlangsung.'” Karena itu, pergeseran sosial dalam modernitas 
merupakan sebuah kewajaran menuju transformasi masyarakat yang 
lebih maju, sebagaimana diungkap oleh Damian S. Pyrkosz dan David 
Freshwater. Namun persoalannya adalah telah terjadi perubahan sistem 
norma yang mengakibatkan masyarakat tercerabut dari akar normatifnya 
yang luhur. Kondisi ini pula yang dewasa ini mulai melanda masyarakat 
Jambi. Dalam kondisi inilah di Provinsi Jambi masih ditemukan tindak 
hegemoni dan dominasi sosial dari kalangan mayoritas terhadap 
minoritas, atau dari penduduk pribumi terhadap penduduk pendatang. 


Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan beberapa kasus yang 
mengarah pada adanya hegemoni dan dominasi sosial di Provinsi Jambi. 
Diantaranya adalah adanya hegemoni sosial —seperti telah disebutkan 
oleh KH. As'ad Arsyad, M.Ag., selaku tetua adat dari komunitas Bugis 
di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu terjadinya Rasisme Melayu 
yang berujung pada hegemoni sosial, dengan mempertahankan argumen 
bahwa masyarakat Melayu di Kabupaten tanjung Jabung Timur adalah 
putra daerah atau penduduk pribumi yang memiliki kedududkan 
istimewa di Tanah kelahirannya." 


78 Lihat Akiko Ueda, Culture and Modernisastion: From the Perspectives of Young People in Bhutan 
(Thimpu: The Centre for Bhutan Studies, 2003), 139-259. 


79 Lihat Adeyi Emmanuel Ola, “Perspectives on the Impact of Modern Society on the Indigenous/ 
Traditional Society of Nigeria”, Journal Of Humanities and Social Sciences (IOSR-JJHSS), Vol. 20, 
Issue 4, Ver. III (April, 2015), h. 64-74. Dapat diunduh dari www.iorjournals,org. 


80 Lihat Damian S. Pyrkosz, “The Role of Culture in the Process of Modernization —the Case of 
American Agricultural Policy, Diunduh 17 September, 2016. Lihat juga David Freshwater, “The 
Evolution of Rural Policy and Agricultural Policy in North America”, Paper, Prepared for the World 
Bank Conference on The Challenge of Rural Development in the EU (Accession Process), Sofia, 
June 2000. http://www.uky.edu/Ag/AgriculturalEconomics/pubs/resbulgaria49.pdf. Diunduh 17 
September, 2016. 
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Padahal argumentasi seperti ini tidaklah memiliki dasar yang 
kokoh, karena terdapat diantara penduduk pendatang yang merupakan 
garis generasi kedua bahkan ketiga. Sehingga secara domisili mereka 
merupakan penduduk yang lahir dan menetap di Tanjung Jabung 
Timur, yang bahkan dalam kesehariannya diikat oleh budaya setempat. 
Hal ini misalnya terungkap dalam wawancara penulis dengan KH. 
As'ad Arsyad, M.Ag., yang memberikan pengakuan bahwa: “di Tanjung 
jabung Timur ada sekitar 71.000 atau 344 orang Sulawesi, 8595 mereka 
sudah lahir di Tanjabtim, selebihnya mereka yang datang dari luar 


Tanjabtim yang pindah dan berdomisili di Tanjabtim”. 


Menganalisa kenyataan tersebut, maka sebenarnya telah terjadi 
hegemoni sosial terhadap penduduk minoritas (peranakan) yang dalam 
kenyataannya merupakan bagian dari masyarakat Tanjung Jabung 
Timur. Hal ini tentu saja akan menyakiti perasaan sebagian masyarakat 
yang dicap sebagai non-putra daerah. Dalam hal ini mereka akan 
menjadi masyarakat yang tanpa identitas, mengingat pada satu sisi di 
tanah kelahirannya mereka tidak dianggap sebagai warga pribumu, 
sementara di tanah leluhur (asal daerah) mereka juga kadung dianggap 
seabagai misalnya “Bugis Sumatera” yang tidak lagi memiliki orisinalitas 
kesukuan dan karenanya seandainya kembali akan dikucilkan dalam 
tatanan sosial masyarakat pribumi. Dilema seperti inilah yang kerap 
melanda suku pendatang peranakan di Provinsi Jambi. 


Berbagai tindak hegemoni sosial ini ditasbihkan oleh Drs. 
Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, yang sempat 
penulis wawancarai pada tanggal 17 Oktober 2016, sebagai bertentangan 
denngan ajaran Islam, Mengingat dalam ajaran Islam menurutnya 
semua muslim adalah bersaudara, dimana memelihara persaudaraan 
adalah modal yang sangat berharga dalam memberdayakan kekuatan 
sosial dan pembangu-nan.8 Dalam konteks ini pula kemudian Drs. H. 


81 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, Ketua KKSS Kab Tanjabtim dan Ketua MUI 
Kab Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 Oktober 2016. 


822 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag, Ketua KKSS Kab Tanjabtim dan Ketua MUI 
Kab Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 Oktober 2016. 


88 Lihat Hasil Wawancara Penulis dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro 
Jambi, Tanggal 17 Oktober 2016. 
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Umar Mahmud, M.Pd., Asisten 3 Sekda Tanjabtim dan Wakil Ketua 
lembaga Adat Kab Tanjabtim, menghimbau agar masyarakat: “Jangan 
terpancing dengan isu putra daerah dan bukan putra daerah karena ini 
masalah sensitif dan bisa memecah belah persatuan yang sudah terbangun 
dengan baik” 


Hegemoni sosial di atas juga kerap meruncing pada konflik seperti 
yang dialami oleh masyarakat Suku Anak Dalam dengan penduduk 
sekitar ataupun dengan perusahaan-perusahaan perkebunan. Kenyataan 
ini tentu saja cukup mengkhawatirkan. Jika disorot dalam kacamata 
kosmopolitanisme Islam hegemoni dan dominasi sosial yang dapat 
meruncing pada terjadinya konflik di atas tentu telah mencoreng nilai- 
nilai normativitas Islam yang dikatakan sebagai agama rahmatan li 
al-alamin. Karena itulah Islam menolak segala bentuk hegemoni dan 
dominasi bahkan dengan mengatasnamakan agama. 


Islam secara jelas berupaya menghilangkan diversitas (pembedaan) 
antara mayoritas dengan minoritas. Abdurrahman wahid (Gus-Dur) 
misalnya pernah mengungkapkan bahwa tidak semestinya umat Islam 
sebagai kelompok mayoritas memiliki kecurigaan yang mendalam 
terhadap kaum minoritas, bahkan dengan mengatasnamakan agama. 
Dalam menafsirkan firman Allah OS. al-Fath ayat 29 yang berbunyi: 


ko 
C 3 
£ 5 Pr ga» 


BD ah PU JST Je Mal 2 ala Al Oya 


«Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang 
bersama din bersikap tegas terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih 
sayang sesama mereka...» (OS. al-Fath: 29)55 


Bagi Gus-Dur ayat di atas memberikan kejelasan bahwa yang 
dianjurkan adalah sikap “tegas” yang tidak berarti kekerasan, tetapi 
tegas dalam sikap.” Atas dasar kerangka pikir demikian, tidak heran 


88 Hasil Wawancara Penulis dengan Drs. H. Umar Mahmud, M.Pd, Asisten 3 Sekda Tanjabtim dan 
Wakil Ketua lembaga Adat Kab Tanjabtim. Tanggal 10 Oktober 2016 di Muara Sabak. 


85 Sutanto, “Melawan Budaya Kekerasan: Memaknai Ulang Pluralisme”, http://islamlib.com/id. 
Diunduh 20 September 20116. 
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jika Gus Dur terlihat akrab sekali dan bersahabat dengan orang-orang 
pemeluk agama selain Islam. Suatu pergaulan yang menyejukkan dan 
menenteramkan, tanpa kecurigaan-kecurigaan dan kekerasan sama 
sekali. Pada titik ini, Gus Dur acapkali didera oleh berbagai penilaian 
negatif. Namun yang jelas, Gus Dur mendambakan kehidupan yang 
ramah. 


Karena itulah beberapa saat setelah Gus-Dur menjabat sebagai 
presiden RI., ia berupaya memberlakukan prinsip persamaan untuk 
semua bangsa dan ideologi. Dalam konteks inilah ia mengungkapkan 
keinginan untuk melakukan hubungan dagang dengan Israel, meski ia 
tetap menyatakan ketidak-mauannya membuka hubungan diplomatik 
dengan Israel sampai Negara Yahudi itu mewujudkan perdamaian abadi 
di Palestina. 


Artinya, keadilan merupakan hal yang harus ditegakkan dengan 
menempatkan seluruh unsur bangsa Indonesia pada persamaan. Bahwa 
tiap unsur bangsa, apapun ideologi yang mereka anut, apakah komunis, 
Islam ekstreem, dan sebagainya merupakan unsur-unsur bangsa yang 
harus diperlakukan secara adil. Mereka semua adalah manusia yang 
memiliki kedudukan yang sama dihadapan Sang Penguasa Sejati, Allah. 
Hanya ketagwaan (yang penentuannya ada di tangan Allah) yang 
menjadi satu-satunya pembeda antar manusia. 


Berdasarkan prinsip di atas pula maka Islam mengecam keras dan 
mengutuk penggunaan kekerasan dalam menyelesai-kan problem 
kehidupan bangsa. Hal ini diakui oleh Sutan Tagdir Alisjahbana (STA), 
ketika mengungkapkan bahwa: 


“Kekerasan dalam agama senantiasa diawali oleh kedangkalan 
sikap dan pemahaman keagamaan yang diimbangi dan diperindah 
oleh estetisasi dan ngamunsasi. Dalam arti estetika keagamaan yang 
dipaksakan untuk melegitimasi tindak kekerasan antar umat 
beragama” 


88  Masykuri Abdillah, “Memahami Gagasan dan Tindakan Kontroversial Gus-Dur”, Kompas, 10 Mei, 
2002. 


Dikbud, “Pemikiran STA Relevan dengan Situasi Sekarang”, http://www.kompas,com. Kamis 1 
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Bagi penulis ungkapan diatas sangat tepat ditengah kondisi Indonesia 
yang membutihkan kembali perekat sosialnya untuk menciptakan kondisi 
sosial yang damai. Sekedar menyegarkan ingatan, berbagai kerusuhan 
yang melibatkan umat beragama pernah terjadi di Surabaya, Situbondo, 
Tasikmalaya, dan Rengas Dengklok, yang merupakan bentuk kekerasan 
antaragama dan juga antaretnis yang ujung-ujungnya juga antar 
agama. Begitu juga konflik Maluku, yang terjadi tahun 1999, disinyalir 
melibatkan organisasi-organisasi keagamaan, seperti Front Kedaulatan 
Maluku, Republik Maluku Selatan (RMS), Kristen RMS, Laskar Jihad, 
Laskar Kristus, yang mengakibatkan pelanggaran HAM dan juga 
konversi agama secara paksa. Konflik Maluku terutama menghadapkan 
dua laskar yang fanatik, yaitu Laskas Kristus dan Laskar Jihad, yang 
secara fanatik mempertahankan keimanan mereka dari rongrongan luar 
yang diperkuat oleh pandangan teologi tentang martir Kristus dan mati 
syahid.” Begitu juga berbagai bentuk pengeboman oleh kalangan Islam 
radikal ditanah air, yang mulai marak kembali dewasa ini, pada dasarnya 
merupakan bentuk intoleransi umat beragama, seperti yang terjadi 
dalam kasus Bom Bali dan Hotel JW Marriot. 


3. Persamaan Hak dalam Kontestasi Politik Jambi 


Wajah kosmopolitanisme Islam kerap tercoreng oleh berbagai 
kepentingan yang kerap memunculkan dominasi politik dengan 
alih menegakkan keadilan bagi satu komunitas. Dalam hal ini kerap 
muncul tindakan yang mengarahkan umat pada politik identitas, demi 
mempertahankan kuasa pilitik sebagian golongan atas golongan yang 
lainnya. Kenyataan ini, seperti telah dijelaskan terdahulu juga kerap 
terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 
Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, pada 
tanggal 17 Oktober 2016, diketahui bahwa praktik politik identitas 
masih terjadi di Provinsi Jambi. Saat penulis tanya tentang pandangannya 
terhadap mekanisme Pilkada Bupati/Wakil Bupati, ia menyatakan: 


“Apabila jika cermati Pilkada langsung ini tampak lebih banyak 
mudharatnya ketimbang manfaatnya. Setiap Pilkada langsung 


50 Anonim, Tarung Dua lascar di Jakarta, Tabloid Adil, 22 Nopember 2002, http://www. geocities. 
com. 
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bermunculan isu isu negatif yang menyertuinya, seperti money 
politics, black campaign, dan penguatan isu SARA. Efek Pilkada 
langsung imi bahkan dapat memutuskan silaturahmi dan hubungan 
keluarga karena perbedaan calon dukungan”. 


Hasil wawancara di atas menunjukkan merujuk pada realitas politik 
yang terjadi di Provinsi Jambi, di mana sebagian tokoh masyarakat 
justeru melihat Pilkada yang tidak fair sebagai hal yang negatif. Dikatakan 
sebagai hal yang negatif mengingat proses perpolitikan yang ada tidak 
lagi mengusung nilai-nilai kebenaran dan kejujuran yang sebenarnya 
diperuntukkan sebagai upaya mendapatkan pimpinan yang amanah 
dan memiliki kemampuan. Praktik politik yang ada justeru terlihat sarat 
dengan berbagai tindak kecurangan, mulai dari money politics hingga 
penggunaan kekuatan legitimasi yang mendiskriditkan salah satu calon 
dengan menggunakan isu-isu SARA dan penguatan politik identitas. 


Mungkin hal yang wajar ketika seorang calon menggunakan politik 
identitas sebagai basis kekuatan dalam upaya menggelembungkan 
suara pemilih. Akan tetapi praktik ini jelas sekali akan menutup sebuah 
proses kontestasi yang fair, hingga hasil yang diharapkan tidak akan 
sesuai dengan yang diinginkan. Al-hasil pimpinan yang terpilih akan 
jauh panggang dari api. Hal inilah yang diakui oleh Dr. Holison, Tokoh 
Intelektual dan Pemerhati Pilkada Muaro Jambi, saat pennulis wawancarai 
tentang pandangannya terhadap Pilkada langsung di Kabupaten Muaro 
Jambi terkait dengan penggunaan isu-isu primordialisme. Menjawab 
pertanyaan tersebut ia menjelaskan: 


“Misalnya di daerah tempat kelahiran calon kepala daerah, dengan 
menguatkan isu daerah akan menaikkan suaranya hingga 905, dan 
praktis melemahkan suara calon kepala daerah yang Inin, begitu 
Juga calon lain akan menguat di dnerah kelahirannya. Persoalannya 
baguimana dengan calon kepala daerah yang tidak lahir di wilayah 
pemilihan kepala daerah. Isu kedaerahan itu akan menjauhkannya 
dari pemilih, padahal bisa jadi calon kepala daerah yang berasal dari 
luar daerah tersebut memiliki potensi Sumber Daya Manusia yang 


»1 Hasil Wawancara Penulis dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, 
tgl 17 Oktober 2016. 
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lebih kuat untuk mempercepat pembangunan daerah dibandingkan 
calon lain, di sinilah salah satu problem Pilkada langsung yang selalu 


mengaitkan calon dengan daerah asalnya.””” 


Artinya praktik kotor Pilkada yang tidak fair sebenarnya hanya 
membawa kerugian terhadap masyarakat, mengingat ia tidak akan 
memberiukan pengaruh dan perubahan yang positif bagi kehidupan 
masyarakat selanjutnya. Sayangnya, seperti diakui oleh Muhtar 
Habodin, politik identitas mendapat tempat yang istimewa beberapa 
tahun terakhir. Dalam studi pasca-kolonial misalnya ditemukan 
kenyataan yang mengerikan bahwa politik identitas sudah lama digeluti. 
pemikir seperti Ania Loomba, Homi K Bhabha dan Gayatri C Spivak 
adalah nama-nama yang biasa dirujuk untuk studi ini. Mereka dirujuk 
karena sumbangsihnya dalam meletakkan politik identitas sebagai 
ciptaan dalamwacana sejarah dan budaya. sementara dalam literatur 
ilmu politik, isu tentang politik identitas dibedakan secara tajam antara 
identitas politikk (political identity) dengan poiltik identitas (political of 
identity). 


Political identity merupakan konstruksi yang menentukan posisi 
kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan 
politicat of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian 
identitas, baik identitas poilitik maupun 


identitas sosial, sebagai sumber dan sarana politik. Pemaknaan 
politik identitas sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan 
perebutan kekuasaan politik sayangnya kian mengemuka dalam praktek 
politik Indonesia dewasa ini, yang dalam praktiknya menggunakan 
identitas kesukuan sebagai motor penggertaknya di samping identitas 
lainnya, seperti agama. 


Kenyataan inilah yang ditampilkan oleh Hamdi Aziz, Ketua 
Panwaslu Kabupaten Muaro Jambi saat penulis wawancarai mengenai 


”2 Hasil Wawancara dengan Dr. Holison, Tokoh Intelektual dan Pemerhati Pilkada Muaro Jambi, 
Tanggal 24 Oktober 2016. 

3  Muhtar Habodin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam Jurnal Studi Pemerintahan, 
Vol. 3, No. 1 Februari, 2012: 109-129, 112. 
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penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Kabupaten Muaro Jambi. 
dalam jawabannya ia menjelaskan bahwa: 


Isun SARA “tu selalu muncul terutama menjelang Pilkada 
langsung. Di Kabupaten Muaro jambi menjelang Pilkada langsung 
tahun 2017 telah muncul isu Sara, adanya baleho yang berbunyi 
putra daerah mesti menjadi pemimpin nomor satu di Muaro Jambi. 
Isu SARA saat ini banyak juga ditemukan di medin median sosial. 
Bahkan sekarang ada tim cyber, yang orangnya terdiri dari orang 
orang intelektual yang mahir IT. Modus operandinya dilakukan 
dengan cara seseorang ditugaskan melemparkan isu, lalu ada yang 


menyambut dan menyebarkan isu tersebut”. 


Terlihat jelas di sini bahwa penggunaan isu kedaerahan termasuk 
di dalamnya unsur SARA menjadi pilihan para kontenstan dalam 
mendulang suara secara tidak fair, karena itu pula dibutuhkan upaya tgas 
agar hal ini tidak dipraktikkan. Sayangnya tidak ada hukum yang secara 
pasti dapat didigunakan dalam menindak perkara ini. Hal ini berbeda 
dengan praktik money politik ataupun black campaign yang memiliki 
aturan hukum. Hal ini dapat penulis telisik berdasarkan pengakuan 
Parmin, seorang anggota KPU di Kabupaten Muara Jambi saat penulis 
wawancarai. Ja manyatakan bahwa: 


“Terhadap adanya isu-isu tersebut, dari KPU sudah memberikan 
sosialisasi kepada pemilih sesuai aturan perundang-undangan, 
terutama menyangkut sanksi terhadap pelanggaran aturan, bmik 
yang melakukan politik uang, pembusukan calon atau politik 
kedaerahan. Kami juga mengedukasi pemilih agar memilih 
pemimpin bukan karena pemberian ataupun intimidasi, melainkan 
karena kecocokan visi, misi dan program” 


Pengakuan di atas mengindikasikan bahwa penggunaan sentimen 
kedaerahan melalui politik identitas sulit untuk dijerat secara hukum, 
sehingga praktik tersebut kerap dilakukan untuk mendulang suara 
oleh kontestan politik yang sedang bertarung memperebutkan kursi 


”4 Hasil Wawancara Penulis dengan Hamdi Azizi, S.Pd.I, Ketua Panwaslu Kab Muaro Jambi, Tanggal 
22 Oktober 2016. 


”5 Hasil Wawancara dengan Parmin, Anggota KPU Kab Muaro Jambi, Tanggl 21 Oktober 2016. 
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kepemimpinan di Provinsi jambi. Walaupun demikian berita baiknya 
adalah bahwa, bentuk pelanggaran tersebut di Provinsi Jambi pernah 
ditemukan dapat mendapatkan sanksi hukum. Hal ini diakui oleh 
Hamdi, yang menyatakan bahwa: “Isu ini biasanya muncul menjelang 
hari pemungutan suara dan setelahnya, dan pernah ada bukti ditemukan 
pada Pilkada 2014, dan sudah dipidana” .?$ 


Berita baik lainnya adalah bahwa penggunaan politik identitas di 
Provinsi Jambi tidak selalu memperoleh hasil yang diinginkan, ada 
kalanya penggunaan politik identitas justeru tidak berhasil. Berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan Drs. H. Umar Mahmud, M.Pd, Asisten 
3 Sekda Tanjabtim dan Wakil Ketua lembaga Adat Kab Tanjabtim. Tgl 
10 Oktober 2016 di Muara Sabak, diketahui bahwa di Sabak isu ini 
tidak lagi familiar. Drs. H. Umar Mahmud, M.Pd ketika penulis tanya 
soal pandangannnya terkait dengan Isu Non putra Daerah yang masih 
sering muncul setiap Pilkada di Tanjung Jabung Timur, menjelaskan: 


“Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur, Isu Non putra daerah 
tidak begitu direspon lagi, meskipun Isu ini masih dimunculkan 
pada pemilihan kepala daerah atan kepala desa, namun masyarakat 
tetap memilih berdasarkan hati nuraninya. Faktanya sudah empat 
priode Bupati wakil Bupari di kab Tanjabtim ini pasangannya 
selalu Melayu —Bugis, bukan Melayu Jawa, padahal komunitas Jawa 
memiliki jumlah penduduk terbesar di Tanjabtim”. 


Kenyataan di atas diperkuat oleh pengakuan KH. Drs. As'ad Arsyad, 
M.Ag, Ketua KKSS Kab Tanjabtim yang juga ketua MUI Kab Tanjung 
Jabung Timur, yang penulis wawancarai tentang pandangannya 
mengenai efektivitas penggunaan Isu Non putra Daerah yang masih 
sering muncul setiap Pilkada di Tanjabtim. Ia memberikan penjelasan 
bahwa: 


Penggunaan isu primordialisme tidak selamanya berhasil, sejarah 
membuktikan pada priode yang lalu, Ambo Tang yang sebelumnya 
menjabat sebagui wakil Bupati lalu dilantik menjadi Bupati selama 


96 Hasil Wawancara dengan Parmin. 
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Wakil Ketua lembaga Adat Kab Tanjabtim. Tanggal 10 Oktober 2016 di Muara Sabak. 
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6 bulan, karena bupati Zumi Zola mencalonkan diri menjadi 
Gibernur Jambi. Fakta saat ini orang bugis menempati banyak posisi 
penting di Tanjabtim, seperti 16 orang anggota DPRD Tanjabtim 
dari 30 anggota DPRD, ketua DPRD orang bugis, Ketua KPU 
orang Bugis, Ketua Panwaslu Orang bugis, dan ketua MUI orang 
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Bugis”. 


Hal ini dapat terjadi, karena masyarakat Jambi sebagian telah 
mengalami transformasi budaya politik yang cukup baik, sebagaimana 
dikatakan oleh Holison yang menyatakan bahwa “Ygika dilihat dari 
Karakter masyarakatnya, daerah-daerah yang relatif baru berkembang 
atau sudah terjadi nsimilasi penduduk (heterogen), isu kedaerahan 
ini tidak begitu mujarab” ” Artinya isu ini hanya akan efektif dalam 
komunitas masyarakat yang relatif homogen, seperti daerah pedesaan, 
sementara di perkotaan penggunaan isu ini tidak akan memperoleh hasil 
sebagaimana yang diharapkan. 


C. Tantangan dan Tawaran Solusi Pembentukan Budaya 
Kosmopolit di Provinsi Jambi 


Pembentukan budaya kosmopolit bukanlah hal yang mudah 
dilakukan dan bukannya tanpa tantangan, Derek Heater misalnya 
mengungkapkan bahwa antusiasme mewujudkan era postnasional 
yang menghargai persamaan derajat manusia, Hak Azazi Manusia, dan 
pemerintahan global dewasa ini bersifat prematur, bahkan belum saatnya 
dan salah tempat. Mengingat kenyataan yang ada belum menunjukkan 
kesiapan wargan dunia untuk hal tersebut. Peristiwa mengenaskan di 
Bosnia, Rwanda, Afghanistan, beberapa wilayah Timur Tengah serta 
berbagai tragedi kemanusiaan dengan mengatasnamakan toririsme 
memperlihatkan upaya penyerangan terhadap Kosmopolitanisme. 
Bahkan masih terdapat kritik tajam yang diarahkan oleh para pemikir 
terhadap kemungkinan pembentukan masyarakat yang Kosmopolit.'” 


98 Hasil Wawancara Penulis dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag. 
59 Hasil Wawancara dengan Dr. Holison. 


100 Derek Heater, World Citizenship: Cosmopolitan Thinking and its Opponents (New York: Continuum, 
2002), 63. 
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Benedict Anderson dalam konsep sekaligis karyanya “Imagined 
Communities” merupakan eksponen terkuat yang meragukan 
Kosmopolitanisme dapat mewujud dalam peradaban dunia, karenanya 
ia menekankan pentingnya aturan main yang jelas dalam kehidupan 
bernegara yang merupakan salah satu bentuk masyarakat kosmopolit 
yang diikat oleh kesatuan bangsa, di mana kesadaran akan persamaan 
harusnya menjadi ikatan terkuat, dan hal ini adalah sulit. Lebih jauh 
Anderson menegaskan bahwa persatuan yang dihasilkan dalam ikatan 
kebangsaan pada dasarnya bersifat imajiner dalam sistem atau bentuk 


masyarakat imajiner pula.!" 


Apa yang dikatakan oleh Heater dan Anderson tampaknya cukup 
beralasan, hingga pembentukan budaya kosmopolit tampaknya masih 
menjadi pekerjaan rumah (home work) yang harus diselesaikan oleh 
segenap pemegang kebijakan dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, 
serta terutama para intelektual Islam di Provinsi Jambi. Mengingat 
walaupun ada potensi besar bahwa Jambi dapat membentuk tatanan 
budaya yang kosmopolit hingga menempatkan manusia pada derajat 
kemanusiaannya yang tinggi dan sederajat, namun masih terdapat 
beberapa tantangan yang harus dilalui untuk membentuk masyarakat 
yang kosmopolit, sebagaimana yang tim penulis dan para cendikiawan 
Islam inklusif cita-citakan. 


Karena itu pengetahuan terhadap berbagai tantangan yang menjadi 
faktor penghambat pembentukan budaya kosmopolit dalam kehidupan 
masyarakat Jambi perlu diuraikan untuk seteruskan dapat dicarikan 
tawaran solusinya. 


1. Tantangan bagi Pembentukan Budaya Kosmopolit 


Ada beberapa tantangan yang akan menyebabkan pembentukan 
budaya kosmopolit di Provinsi Jambi mengalami hambatan yang 
berarti, jika tidak segera dipecahkan dengan cara-cara sistematis. Adapun 
beberapa tantangan bagi pembentukan budaya kosmopolit yang penulis 
maksudkan adalah: 


101 Benedict Anderson, Imagined Communities (London: Verso, 1983), 6. Lihat pula Andrew Rogers, 
Mediated Cosmopolitanism? The Other's Mediated Dialogical Space on BBC World's Hardtalk 
(London: Media@LSE, 2011), 4. 
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a. Mind-set Tradisional 


Diakui atau tidak, masyarakat Jambi mayoritas masih dipengaruhi 
oleh mind-set tradisional yang justeru melihat perbedaan tegas antar aku 
dan dia, kami dan mereka. Mindset atau mentalitas seperti ini diakui oleh 
Chalid, Pheni dalam karyanya Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan 
dan Konflik, sebagai salah satu kendala dalam mendukung terciptanya 


masyarakat yang terbuka.!?? 


Hal ini akan memunculkan berbagai 
persoalan yang disebabkan oleh pola pikir kolot yang hanya membawa 
pada keterkungkungan dan ketertutupan (dalam bahasa agama dikenal 


sebagai kafr). 


Masyarakat Jambi yang awalnya bersifat terbuka oleh beberapa 
proses kemudian menjadi terutup, tensi yang kerap muncul antara 
waega yang mengklaim sebagai putra daerah dan warga yang dicap 
sebagai pendatang menjadi potensi besar dalam menyuburkan mind-set 
tradisonal, yang kadung dijustifikasi melalui berbagai otoritas, baik adat, 
agama, bahkan termasuk juga politik. Dalam pandangan pilitik misalnya, 
keberagaman dipandang sebagai ancaman dan sumber disintegrasi 
bangsa. Pada masa kepemimpinan Suharto, pola pemahaman ini cukup 
kental dengan mengusung jargon “stabilitas negara”. Untuk itulah 
dikembangkan struktur kekuasaan yang dikenal sebagai pemerintahan 
yang harmonis tanpa gejolak dengan mengembangkan ideologi Triple 
S, yaitu: Serasi, Selaras dan Seimbang. Hingga akhirnya membentuk 
subordinasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan 
kekuasaan sepenuhnya beradadi pemerintah pusat.! 


Sementara itu pandangan adat dan agama masyarakat Jambi juga 
dibentuk untuk menjadi tameng terhadap mind-set yang tradisional ini, 
sehingga ada semacam upaya untuk membentengi beberapa sisi dalam 
kehidupan masyarakat Jami dari peran sosial-politik warga pendatang. 
Akibatnya akulturasi sulit terjadi, karena tetap menyisakan perbedaan 
antara entitas suku, dengan dalih kepentingan putra daerah ataupun 
pribumi. 


102 Pheni Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik (Jakarta: Kemitraaan, 2005), 
6. 


103 |ihat Chalid, Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan dan Konflik. 7. 
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b. Pertarungan Kepentingan 


Pembentukan budaya kosmopolit tampaknya juga akan sulit 
diciptakan di Provinsi Jambi oleh berbagai interest kepentingan, 
dalam berbagai dimensi kehidupan, dan terutama dimensi politik. 
Sebagaimana diketahui, bahwa kosmopolitanisme muncul bersamaan 
dengan kesadaran dunia global terhadap adanya resiko kemanusiaan 
bersama (common risk), seperti perubahan cuaca yang menumbuhkan 
rasa peduli terhadap masa depan dunia global, isu-isu politik global 
seperti pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) dan berbagai kejahatan 
lintas negara (transnational crime), serta berbagai masalah sosial, dan 
ekonomi secara individul yang tidak terkontrol oleh negara.!# Dalam 
konteks inilah kemudian bermunculan berbagai koalisi internasional 
yang mengusung ide dasar kosmopolitanisme untuk memperjuangkan 
persamaan hak manusia dalam hubungan multi bangsa. 


Kenyataan dunia global menunjukkan bahwa beberapa kalangan 
melihat isu Kosmopolitanisme telah menjadi pintu masuk bagi negara 
maju untuk melakukan intervensi terhadap tradisi dan kepentingan 
lokal, sehingga terdapat beberapa tantangan terhadap masyarakat 
kosmopolitan yang mengakomodir keragamaan dan dilihat dapat 
meruntuhkan skat batas negara. Terbukti kosmopolitanisme yang 
disebut oleh Paul Taylor sebagai upaya pembebasan untuk menegakkan 
kesepakatan terhadap nilai dan perilaku kemanusiaan antar bangsa 
mendapatkan cukup banyak tantangan, sebagaimana diungkap oleh 
Kim Hutchings dan dikutif oleh Steven Vertovec dan Robin Cohen.!?$ 


Penentang kosmopolitanisme umumnya adalah golongan yang 
memiliki kepentingan tertentu terhadap sistem kemasyarakatan yang 
rasis. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan 
sosial, politik, dan ekonomi dengan memanfaatkan isu-isu lokal dalam 
memperkuat misalnnya status dan kepentingan sosial, hegemoni politik, 
hingga keuntungan ekonomi. Di Provinsi Jambi misalnya, pihak- 
pihak yang memiliki kepentingan tertentu umumnya mengangka isu 


104 |ihat Steven Vertovec and Robin Cohen (eds), Conceiving cosmopolitanism: theory, context and 
practice (Oxford: Oxford University Press, 2002), 1. 


105 Vertovec & Cohen (eds), Conceiving cosmopolitanism, 2. 
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kedaerahan untuk kepentingan politik, tidak mengherankan kemudian 
politik identitas menjadi pilihan utama untuk memperkuat satu golongan 
atas yang lain. Berdasarkan keterangan Bapak Suwoko (Wisnumurti) saat 
penulis wawancarai tentang “seberapa kuat indikasi penggunaan politik 
identitas (putra daerah) untuk mendapatkan kekuatan politik (terutama 
di Kab Tanjabtim dan Muaro Jambi?” pada tanggal 6 Desember 2016, 
ja menyatakan, bahwa: 


“Politik identitas yang baru muncul secara signifikan ke permukaan 
sejak era otonomi daerah, merupakan akibat dari kepentingan elit, 
baik elit as maupun elit luar yang sama-sama menggunakan 


komunitasnya atau rakyat untuk menjaga hasrat politiknya” 399 


Artinya ada konflik intrest yang terjadi dalam komunitas masyarakat 
untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan golongan, sehingga 
nilai-nilai kosmopolitanisme yang menempatkan manusia dalam 
kesetaraan harus dikorbankan. Dalam pola pemahaman inilah kemudian 
Kosmopolitanisme sulit untuk dibangun dan dijadikan nilai ataupun 
pandangan hidup mansyarakat. 


c. Rasa Primordialisme 


Solomon Panjaitan, menerjemahkan Primordialisme sebagai 
paham atau ide yang menitikberatkan seluruh keberpihakan pada 
kepentingan sekelompok golongan kesukuan, di mana ikatan kesukuan 
juga difahami secara kaku. Panjaitan dalam penelitiannya yang berjudul 
“Primordialisme Etnis dan Agama dalam Pemilukada Gubernur Sumatera 
Utara”, juga mengakui bahwa Primordialisme ini merupakan sikap yang 
begitu kental dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia (termasuk 
Provinsi Jambi), sehingga tidak mengherankan apabila rasa kesukuan ini 
kemudian menjadi pertimbangan “utama” dalam menentukan pilihan 
dan apliliasi politik dan bidang-bidang kehidupan lainnya.'” 


106 Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suwoko, Pembina Wisnumurti. Tanggal 6 Desember 


2016. Wisnumurti adalah organisasi paguyuban Jawa Jambi yang berdiri di Jambi tahun 2003, 
yang sebelumnya bernama Cahaya Mataram. Wisnumurti bermakna bersatunya pola pikir dan 
budi pekerti dalam diri seseorang. Berdirinya organisasi ini tidak terlepas dari keinginan untuk 
menunjukkan eksistensi masyarakat Jawa Jambi dalam memperluas wawasan kebangsaan dan 
menjadi alat perekat untuk meredahkan konflik intern dan ekstern suku yang beragam di Jambi, 
seperti di Jambi pada tahun 1969 pernah terjadi konflik antara suku Padang dengan Plores, yang 
mengakibatkan banyak korban. Namun dalam prakteknya meskipun organisasi Wisnumurti ini 
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Sederhananya Primordialisme dapat diterjemahkan sebagai sikap 
yang mementingkan kesukuan, yang bagi Ronald Grigor Suny, dalam 
karyanya “Contructing Primordialism: Old Histories for New Nations”, 
diikat oleh rasa kesatuan genetik yang terefleksi dalam kesatuan produk 
kultural, baik dalam skala yang kecil seperti suku atau klan, maupun 
dalam skala yang besar, seperti ikatan kebangsaan.!” Rasa kesukuan ini 
pada dasarnya tidaklah buruk, karena menjadi pemersatu antar individu, 
namun akan berdampak destruktif jika dibatasi secara sempit dengan 
mengedepankan kepentingan suku dengan mengoyak-ngoyak atau 
merobek nilai-nilai kemanusiaan. 


Menyadari kemungkinan atau potensi buruk dari Primordialisme 
di atas, Din Syamsuddin mewanti-wanti masyarakat Indonesia agar 
dapat mengelola sikap ini dengan baik atau bahkan menghilangkan 
sikap/ rasa tersebut dalam hubungan antar sesama bangsa. Hal ini 
menjadi penting bagi Syamsuddin untuk menghindarkan dampak 
negatif Primordialisme yang dapat mewujud dalam bentuk pemaksaan 
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keinginan satu kelompok terhadap kelompok lainnya," atau dalam 


bahasa sosiologAntonio Gramsci disebut sebagai hegemoni yang terjadi 
dengan mengatasnamakan kepentingan politik mayoritas terhadap 


kalangan minoritas, ataupun dominasi sosial antara penduduk asli dan 


pendatang. 


Primordialisme karenanya akan menjadi penghambat yang cukup 
kuat dalam upaya pembentukan masyarakat Jambi yang kosmopolit, tidak 


tidak berpolitik, namun seringkali menjadi alat politik untuk kepentingan meraih kekuasaan 
politik, namun tidak melulu dimanfaatkan untuk politik masyarakat jawa saja, suku lain pun 
seringkali mempergunakan organisasi ini untuk meraih suara pada setiap Pilkada, misalanya pada 
dukungan Wisnumurti pada pencalonanan Zulkifli Nurdin untuk Gubernur Jambi priode 2005- 
2010. Lihat Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suwoko, Wisnumurti. Tanggal 6 Desember 
2016. 


Salomo Panjaitan, “Primordialisme Etnis dan Agama dalam Pemilukada Gubernur Sumatera 
Utara”, Jurnal DarmaAgung, tt. Diakses dari www.google search engine, 10 Maret 2015). 
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108 Ronald Grigor Suny, “Constructing Primordialism: Old Histories for New Nations”, The Journal of 


Intellectuals and the Articulation of the Nation (University of Michigan Press, 1999), 36. 
109 Din Syamsunddin, Jangan Angkat Primordialisme, Republika Online, , diunduh 10 Maret, 2015. 


MO Lebih jelas tentang hegemoni dan dominasi, lihat karya Antonio Gramsci, Selections from the 


Prison Notebooks of Antonio Gramsci(New York: International Publishers, 1971), bandingkan 
dengan karya Andrew Heywood, Political Ideas and Concepts: An Introduction (London, 
Macmillan, 1994). 
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hanya karena faham ini disokong oleh kepentingan kalangan, namun 
juga karena ia menjadi peyokong kekuatan sosial-politik yang seakan- 
akan sengaja untuk dibiarkan hidup. Untuk itulah upaya yang ekstra 
harus dilakukan untuk meminimalisir faham ini, yang sayangnya juga 
cenderung disokong oleh faham keagamaan yang eksklisf dan kadung 
dianggap sebagai ortodoksi yang sakral dan tidak dapat diganggu-gugat 
sebagaimana terlihat dalam bahasan berikut. 


d. Eksklusivitas Faham Keagamaan 


William J. Wainwright mengartikan ekslusivitas sebagai “the 
doctrine or belief that only one paticular religion or belief system is true” AN 
Dalam sistem kepercayaan inilah seorang Muslim misalnya jatuh pada 
sebuah keyakinan bahwa Islam merupakan keimanan yang asli dan 
azali yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad,#? di mana al- 
Our'an sebagai sebagai wahyu Allah merupakan penyempurna ajaran 
yang diturunkan Allah kepada manusia, yang berisi ajaran kebaikan 
dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara pribadi ataupun sosial. 
Kepercayaan inilah merupakan mainstrean dalam Islam, dan bukanlah 
sebuah keburukan. Akan tetapi kepercayaan seperti ini sangat mudah 
menggelincirkan seseorang pada pemahaman yang eksklsuf tentang 
Islam, hingga melihat Islam —dalam pemaknaan sempit, sebagai satu- 


satunya jalan keselamatan, paling benar dan superior. 


Tidak mengherankan apabila semua agama memiliki pandangan 
eksklusif seperti ini. Hal yang ditakutkan adalah ketika pemahaman 
seperti ini justeru berdampak pada sikap intoleransi terhadap sesama 
penganut agama, yang hanya akan akan memunculkan konflik teologik, 
pertentangan, kebencian, dan permusuhan antar penganut agama. 
Padahal agama Islam sejak awal kemunculaanya dipenuhi oleh ajaran 
tentang tasammuh atau toleran terhadap penganut agama apapun, 


UM Willian J. Wainwright, The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (Oxford: Oxford University 
Press, 2005), 345. 


12 John L. Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
17: 


M8 Esposito, Unholy War: Terror in the Name of Islam, 111-118. 


14 Lihat Arifullah dan Nilyati, “Rekonstruksi Paradigma Ilmu Islam berbasis Transmodernisme”, 59. 
Lihat pula Erik Baldwin and Michael Thune, “The Epistemological Limits of Experience-Based 
Exclusive Religious Belief”, Religious Studies, No. 65, 309-329. 
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dengan memperlakukan setiap manusia sebagai saudara, sebagai hamba 
Allah, dan sebagai cucu Adam. Selain itu pemahaman ekslusivitas 
keagamaan dapat menjadikan pemahaman keagamaan menjadi tertutup 


hingga menyimulakra ajaran universal Islam." 


Hal yang patut disayang kemudian, sebagaimana dikatakan oleh 
Arifullah dan Nilyati, bahwa pemahaman eksklusif seperti di atas hingga 
dewasa ini masih menguasai pemikiran umat Islam, sebagaimana diakui 
pula oleh Erik Baldwin and Michael Thune, dalam karyanya “The 
Epistemological Limits of Experience-Bnsed Exclusive Religious Beliep” 5 
Diakui pula oleh Arifullah dan Nilyati, bahwa pada UIN STS Jambi 
(saat kedua penelititi menulis masih berstatus IAIN STS Jambi) faham 
ekskslusif seperti di atas masih terkadang tampil hingga membawa 
kecenderungan bagi munculnya upaya untuk membuat diversitas 
antara Islam dengan dunia luar yang kemudian justeru akan menutup 
akses luar ke dalam Islam dan hanya membawa kekerdilan Islam itu 
sendiri. Selain itu faham seperti itu juga hanya akan menjadikan dunia 
akademik terkondisi sebagai pemahaman Islam secara formal yang 
justeru terkadang kehilangan substansi dan ruh keislaman yang bersifat 


universal.” 


Artinya ada kekhawatiran bahwa eksklusivitas pemahaman 
keagamaan pada lembaga Pendidikan Tinggi Islam berpotensi untuk 
membatasi ruang gerak lembaga Pendidikan Tinggi Islam, yang awalnya 
bersifat global menjadi lokal. Padahal pada awalnya dunia Pendidikan 
Islam bersifat terbuka, di mana berbagai bangsa dan agama mengenyam 
pendidikan di sana dalam iklim keilmuan yang terbuka. Dalam hal ini 
maka iklim keilmuan perlu pula mendapatkan perhatian, mengingat ia 
akan menjadi kendala bila tidak dibangun dengan baik, karena akan 
membawa pada kemiskinan terhadap kesadaran ilmiah yang berujung 
pada kemadekan ilmu pengetahuan dan kegagalan dalam pembentukan 
budaya kosmopolit. 


M$ Lihat Mohd. Arifullah dan Nilyati, “Rekonstruksi Paradigma Ilmu Islam berbasis Transmodernisme: 
Mengurai Tensi Islamisasi dan Modernisasi Ilmu dalam Menjajaki Pembentukan Paradigma Ilmu 
IAIN STS Jambi”, Penelitian Kelompok, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN STS Jambi, 2014, 59. 

M6 Khaleed Zahir, “Religious Tolerance: an Islamic Perspective”, , diunduh tanggal 6 Maret, 2015. 


17 Arifullah dan Nilyati, “Rekonstruksi Paradigma Ilmu Islam berbasis Transmodernisme”, 59. 
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e. Kesadaran Ilmiah 


Pembentukan budaya dan masyarakat yang kosmpolit membutuhkan 
syarat adanya kesadaran atau mind-set yang benar tentang nilai-nilai 
kemanusiaan dan kesetaraan, untuk itu, kurangnya kesadaran ilmiah 
yang mendorong pada pentingnya budaya kosmopolitan akan menjadi 
penghambat tersendiri. Alih-alih ini akan menjadi penghambat yang 
cukup penting mengingat kesadaran ini hanya dapat disorong oleh 
kalangan sarjanawan ataupun cendikiawan yang menjadi anutan 
mayoritas masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang akan memainkan 
peran sebagai agen perubahan (agent of change). 


Kesadaran ilmiah dan juga sarjanawan, intelektul, dan ulama yang 
memiliki kesadaran ilmiah terhadap budaya kosmopolit merupakan 
modal yang berharga dalam pembentukan iklim dan budaya kosmopolit. 
Mengingat kesadaran ilmiah akan sangat menentukan perkembangan 
dunia akademik, tanpa tradisi ilmiah dunia akademik tidak akan 
produktif dan membawa perubahan bagi masyarakat. Tradisi ilmiah 
ini menurut Alparslan Acikgenc dinilai dari pembentukan paradigma, 
sebagai worldview dalam melihat berbagai realitas. Sementara itu 
paradigma akan bermula dari adanya kesadaran ilmiah, dan kesadaran 
ilmiah ditunjukkan dari gairah keilmuan yang luar biasa yang senantiasa 


mewarnai aktivitas intelektual dan sarjanawan Muslim.H$ 


Pertanyaannya kemudian, seberapa tinggi kesadaran ilmiah yang 
ada pada lembaga pendidikan (khususnya pendidikan Tingggi) Islam di 
Provinsi Jambi? Penulis dalam hal ini tidak dapat menilai “baik” terhadap 
kesadaran ilmiah yang ada pada khusunya pada Pendidikan Tinggi Islam 
yang ada di Provinsi Jambi. Kasus yang penulis amati pada lembaga 
Pendidikan Tinggi Islam yang ada di Provinsi Jambi memperlihatkan 
beberapa indikator lemahnya kesadaran ilmiah,” hal ini terlihat dari: 


H8 Alparslan Acikgenc, The Emergence of Scientific Tradition in Islam (Savas Konur, FSTC Limited, 
2006), 2. 


19 Hasil pengamatan penulis terhadap beberapa Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Kota Jambi, 
pada interval tahun 2015 dan 2016. 


120 Lihat Laura Laubeova, “Melting Pot vs Ethnic Stew”, dalam Ebcyclopedia of the World's Minorities, 
2000, . 
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Pertama forum ilmiah yang terbentuk pada beberapa lembaga 
Pendidikan Tinggi Islam di Provinsi Jambi masih tampak sepi, jikapun 
ada hanya bersekala kecil, hingga belum memiliki pengaruh signifikan dan 
daya dobrak yang besar bagi penyadaran gerakan ilmiah, sosial, politik, 
ekonomi yang kosmopolit, Kedua, kreativitas ilmiah pengajar dalam 
bentuk produktivitas karya ilmiah baik dalam bentuk buku ataupun 
penelitian belum dapat dikatakan baik kualitas dan kuantitasnya, serta 
belum diarahkan dalam upaya perubahan cara pandangan masyarakat 
dalam berbagai bidang secara serius, Ketiga, aktivitas ilmiah dalam 
bentuk seminar dan sejenisnya hanya sekedar proyek yang tidak memiliki 
imbas yang nyata, kuantitasnya juga cukup minim, Keempat, kualitas 
SDM, masih harus dikembangkan, dengan “menendang” SDM yang 
potensial untuk melanjutkan pendidikan di luar atau di dalam negeri, 
hingga memiliki wawasan yang inklusif: Kelima, kondisi kasat mata 
pada beberapa Perguruan Tinggi Islam memperlihatkan sepinya atau 
tandusnya iklim akademik yang terasa dari kegersangan iklim ademik 
yang tentu saja berimbas pada girah akademik, hingga menyebabkan 
kurangnya upaya untuk memperluas wawasan dalam iklim yang terbuka. 


Hambatan-hambatan di atas menjadi tantangan besar bagi 
masyarakat Jambi untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang 
kosmopolit, tanpa ada upaya yang serius dalam mengatasi hambatan 
tersebut, maka keinginan untuk membentuk budaya kosmopolit 
tidak akan dapat diwujudkan, mengingat budaya kosmopolit harus 
didukung oleh adanya kesadaran terhadap keterbukaan budaya, sikap 
menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas, adanya dukungan 
dari ikatan sosial yang luas tidak sebatas kesukuan, keterbukaan dan 
kesegaran faham keagamaan, serta disokong oleh tradisi ilmiah yang 
mampu memberikan lompatan besar terhadap kesadaran masyarakat 
baik pada aras, kognisi, afeksi, dan juga psikomotor tindakan. 


Padahal masyarakat kosmopolit adalah jembatan penghubung yang 
mangantar pada pembentukan masyarakat yang hidup dalam kesatuan, 
karena terjadinya akulturasi budaya, di mana masyarakat dari berbagai 
budaya dan agama berkombinasi untuk membentuk identitas budaya 
yang unik yang akhirnya menjadi budaya pemersatu, hingga akhirnya 
dapat menghasilkan budaya yang satu yang berbeda dengan masukan 
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budaya aslinya. Fenomena inilah yang dianalogikan sebagai melting 
pot, atau lebih jauh dianalogikan oleh Laura Laubeova sebagai sulad 
bowi.?9 Dalam kasus Indonesia, mungkin gambaran masyarakat ini 
dapat dimetaforakan juga dengan gado-gado ataupun rujak, di mana 
berbagai unsur yang berbeda masuk untuk menghasilkan sebuah hal 
yang baru. Intinya dalam hal ini adanya diinginkan adanya peleburan 
identitas, untuk membentuk sebuah budaya bersama secara unik. 


Pertanyaan yang kemudian akan munculadalah bagaimana mengatasi 
tantangan atau hambatan pembentukan masyarakat yang kosmopolit di 
Provinsi Jambi tersebut? Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, 
penulis mengalokasinya satu sub-bab untuk memberikan jawaban 
sistematis sekaligus tawaran solusi yang dapat digunakan dalam 
mengatasi tantangan di atas. 


2. Tawaran Solusi: sebuah Pendekatan Postkolonialisme 


Kosmopolitanisme yang ingin dibentuk dalam kehidupan 
masyarakat Provinsi Jambi pada dasarnya telah tampil dalam wajah 
perdaban Islam, yang memuat beberapa unsur dominan, diantaranya 
hilangnya batasan etnis, kuatnya pluralitas budaya, dan heterogenitas 
politik. Kosmopolitanisme dalam kebudayaan Islam klasik bahkan 
menampakkan diri dalam unsur dominan yang menakjubkan, yaitu 
kehidupan beragama yang eklektik selama berabad-abad, Sebuah sikap 
yang sangat menghargai pluralitas. Meskipun kemudian dalam praktik 
sejarahnya antar peradaban terjadi saling mengisi, saling mengkritisi 
bahkan saling mengeliminir antara satu dengan yang lain, namun hal itu 
adalah realitas historis yang niscaya, selama tidak bertentangan dengan 
ajaran pokok Islam, karena kosmopolitanisme peradaban Islam sendiri 
tercapai atau berada pada titik optimal, manakala tercapai keseimbangan 
antara kecenderungan normatif kaum muslim dan kebebasan berpikir 


semua warga masyarakat (termasuk yang non-muslim).' 


Sayang sekali bahwa upaya untuk membentuk tatanan masyarakat 
dalam budaya yang kosmopolit di Provinsi Jambi masih menghadapi 
kendalam sebagaimana dijelaskan di atas. Untuk itu dibutuhkan sebuah 


121 Adurrahman Wahid, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indpnesia dan Transformasi Kebudayaan 
(Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 11. 
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pendekatan yang dapat menumbuhkan beberapa unsur dominan 
budaya kosmopolitan di Provinsi Jambi. Pendekatan yang kemudian 
penulis anggap tepat digunakan adalah pendekatan Postkolonialisme. 
Mengingat Postkolonialisme akan memberikan sudut pandang yang 
egaliter dalam memahami realitas sosial. Hal ini merupakan sebuah 
kacamata “Jain” yang dapat digunakan dalam melihat perbedaan dalam 
iklim yang toleran tanpa kecurigaan yang berlebihan. 


Postkolonialisme sebagai sebuah faham dan pendekatan keilmuan, 
merupakan suatu kajian yang berpusat pada perlawanan terhadap 
berbagai bentuk kolonialisme, Bill Ashcroft, Gareth Griffiths dan Helen 
Tiffin menyatakan: 


“Ihe term Ppost-colomial 18 resonant with all the ambiguity and 
complexityofthe many different cultural experiences it implicntes, 

. it nddresses all nspects of the colonial processfrom thebeginning of 
colonial contuct”.?? 


Ashcroft, Griffiths, dan Tiffin lebih jauh menegaskan bahwa kajian 
kritis dan teori Postkolonialisme (Post-colonial critics and theorists) 
merujuk pada kajian kritis setelah masa kolonialisme ataupun setelah 
kemerdekaan, yang tetap menyisakan berbagai bentuk kolonialisme 
dalam bentuk baru atau dikenal dengan istilah neo-colonial domination. 
Kenyataan juga menunjukkan bahwa kemerdekaan yang diperoleh 
sebuah bangsa hanya bersifat semu, karena tidak selamanya dapat 
menjadi pemecah masalah kemanusiaan dan dapat menghapus berbagai 
bentuk kolonialisme sepenuhnya. Alam kemerdekaan belum dapat pula 
menciptakan kesetaraan dalam kehidupan masyarakat yang plural, tidak 
pula dapat memberikan jaminan kebebasan, di mana beberapa institusi 
justeru telah menggantikan peran bangsa kolonial dalam bentuk-bentuk 
yang baru. Pemerataan pembangunan misalnya belum terwujud, 
karena dilakukan dengan berdasarkan diskriminasi dan kepentingan 
rasial, dominasi sosial mayoritas masih terjadi, demikian pula tekanan 
mayoritas anutan agama masih menjadi momok menakutkan untuk 


mengekspresikan diri.!?8 


122 Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin (eds.), The Post-colonial Studies Reader (London and 
New York: Routledge, 2003), 2. 


128 Ashcroft, Griffiths, Tiffin (eds.), The Post-colonial Studies Reader, 2. 
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Pernyataan di atas telah menempatkan Postkolonialisme sebagai 
kajian atau pendekatan dilatarbelakangi oleh multi pemahaman dan 
pengalaman kebudayaan, sosial, dan keagamaan, yang dirujuk pada 
seluruh proses dan bentuk kolonialisme dan berbagai bentuk tindak 
dominasi. Dalam kenyataan ini tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 
Postkolonialisme pada prinsipnya merupakan respons terhadap 
kolonialisme yang tetap terjadi di masa kemerdekaan. Kolonialisme 
yang tetap mempertahankan sistem sosial diskriminatif berdasarkan 
perbedaan ras, bahasa bahkan agama. Fenomena sosial yang diskriminatif 
inilah yang ingin dipatahkan diterabas, diluluhlantakkan, dimusnahkan, 
dan dihilangkan dalam beragam studi Postkolonialisme. 


Tujuan ini pula yang ingin dicapai lewat karya monumental Edward 
W. Said yang berjudul Ortentalism yang pertamakali dipublikasi 
tahun 1978. Ide besar yang kritis ini telah meletakkan dasar teoritis 
postkolonialisme, yang terus berkembang setelah kematian Said tahun 
2003. Dalam hal ini Said sadar betul tentang adanya gambaran palsu 
(false imnge) tentang Timur (Orient or the Enst) yang dipabarikasi 
oleh para pujangga, novelis, filosof, teoritikus politik, ekonom dan 
administrator penjajah sejak masa penguasaan Napoleon atas Mesir 
tahun 1798. Gambaran palsu ini yang menurut Said telah memberikan 
citra negatif terhadap Timur sebagai bangsa primitif dan terkebelakang, 
berlawanan dengan citra positif Barat sebagai bangsa berperadaban lagi 
maju, dan senantiasa baik.'?4 


Karya Culture and Imperialism yang terbit tahun 1993 lebih 
jauh menunjukkan betapa budaya kolonial telah memberikan dampak 
terhadap diskriminasi budaya lokal. Hal inilah yang kemudian 
membentuk budaya dunia tidak sama sekali bersih dari praktik kotor 
yang diskriminatif seperti perbudakan, penindasan kolonial dan rasial 
dan filosofi masyarakat yang mengangungkan praktik kotor tersebut.!? 
Untuk itu Said berketetapan hati bahwa berbagai bentuk diskriminasi 
yang kotor harus dikebumikan dalam-dalam. Graham Huggan karena itu 


124 Lihat Lutfi Hamadi, “Edward Said: The Postcolonial Theory and the Literature of Decolonization”, 
dalam European Scientific Journal, Special edition, vol. 2, Juni 2014: 39-46, 39-40. 


15 Edward W. Said, Culture and Imperialism (London: Chatto & Windus, 1993), 14. 
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memahami Postkolonialisme sebagai upaya untuk menegakkan keadilan 
sosial dengan menghilangkan segala bentuk diskriminasi berdasarkan 
perbedaan ras, budaya, agama ataupun identitas lainnya. Tujuannya 
adalah menyediakan lahan subur bagi tumbuhnya kosmopolitanisme 
budaya yang hidup secara damai dalam keragaman tanpa dominasi serta 
dalam iklim yang saling menghormati, penuh persaudaraan. Di mana 
tiap ras, bangsa, agama ataupun gender dapat saling bergandeng tangan 


secara mesra dan penuh pengertian.'5 


Menggunakan teori Postkolonial dalam menjawab tantangan yang 
dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam membentuk tatanan masyarakat dan 
budaya yang kosmopolit maka dapat diberikan beberapa solusi, yaitu: 


Pertama, mind-set tradisional yang bersifat tertutup dan menegas- 
kan demarkasi yang jelas antara “saya” dan “anda” atau “kami” dan 
“mereka” dapat diubah dengan merujuk pada pandangan Jenny Pickerill 
lewat karyanya “Symbolic Production, Representation, and Constested 
Identities”. Lewat karya tersebut Pickerill mengungkapkan bahwa 
mind-set yang netral dapat dibentuk oleh tiadanya kepentingan terhadap 
kekuasaan, mengingat tiadanya tekanan kekuatan akan membentuk 
sebuah komunitas yang netral. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 
adanya reformasi nilai yang diarahkan bagi kepentingan bersama, 
di sini perlu ditanamkan kesadaran bahwa pembatasan kelompok 
(kesukuan) ataupun penguatan “kepemilikan” justeru akan berdampak 
terhadap reduksi kompleksitas sosial yang merugikan, bukannya 


menguntungkan.!?” 


Snow dan kawan-kawan bahkan sejak awal telah mengingatkan 
bahwa sebaiknya masyarakat memiliki kesadaran untuk dapat memperluas 
cakupan nilai dan kepercayaannya dengan melewati ambang batas 


populasi masyarakatnya hingga dapat membentuk pola hubungan yang 


dinamis dalam menciptakan pengembangan dan pengayaan budaya.!? 


126 Lihat Graham Huggan, “The Neocolonialism of Postcolonialism: A Cautionary Note”, dalam Link & 
Letters, No. 4, 1997: 19-24, 21-22. 

127 Jenny Pickerill, “Symbolic Production, Representation, and Constested Identities” dalam 
Information Communication and Society, October, 2009, 971. 

128 lihat D. Snow, B. Richford, S. Worden, &R. Benford, (1986) “Frame Alignment processes, 
micromobilization and movement participation”, dalam American SociologyReview, vol. 51, no. 
4, 1986: 464-481. 
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Dalam hal ini masyarakat dengan beragam identitasnya harusnya 
memiliki kesadaran budaya yang tinggi, hingga melihat keragaman 
budaya dalam pemahaman yang positif dan dapat saling memperkaya 
satu sama lain. Kesadaran ini pula yang harusnya dapat ditumbuhkan 
dalam komunitas masyarakat di Provinsi Jambi yang dewasa ini mulai 
memiliki beragaman yang terdiri dari beragam suku. 


Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh saat wawancara 
dengan Suwoko, pembina Wisnumurti misalnya, terdapat data yang 
cukup mengejutkan bahwa: 


“Di Kabupaten Muaro Jambi, justeru di dominasi oleh Suku Jawa, 
yaitu 65 persen dari keseluruhan populasi Kabupaten Muaro Jambi, 
selebihnya diisi oleh masyarakat dari suku Melayu Jambi, Batak, 


» 129 


Bugis, Pelembang, Padang dan yang lainnya”. 


Kenyataan ini memperlihatkan bahwa penyebaran kependudukan di 
Provinsi Jambi sudah begitu plural dan tidak saatnya lagi ada dominasi 
mayoritas terhadap minoritas. Sudah saatnya dibangun dialog budaya 
yang dapat saling memperkaya budaya yang ada hingga dapat menjadi 
modal berharga dalam pembentukan masyarakat yang kosmopolit, 
hingga Provinsi Jambi dapat memacu langkahnya dalam keragaman 
budaya yang saling memperkaya dan dinamis. 


Kedua, pertarungan kepentingan. Sepertinya telah disebutkan 
di atas, bahwa masyarakat dalam satu wilayah perlu mengembangkan 
pola pikir yang berorientasi pada kepentingan bersama, karena itu 
kepentingan kelompok pada dasarnya dapat diminimalisir dengan 
menempatkan kepentingan bersama sebagai prioritas. Hambatan ini 
pada dasarnya dapat pula diatasi seiring dengan proses perubahan mind- 
set yang tertutup menuju mind-set yang terbuka. Hal ini tepat pula 
diterapkan dalam konteks masyarakat di Provinsi Jambi, yang justeru 
telah memperlihatkan proses perubahan mind-set tersebut. Berdasarkan 
wawancara penulis dengan Fahmi SY, anggota Kominioner KPU 
Provinsi Jambi ditemukan kenyataan bahwa: 


129 Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Suwoko, Pembina Wisnumurti. Tanggal 6 Desember 
2016. 
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“Masyarakat bawah pada dasarnya memiliki komitmen yang 
tinggi untuk menjaga milai-nlai kebersamaan dan persatuan. 
Rakyat Kosmopolitamisme di Provinsi Jambi akan berjalan dengan 
baik apabila elit dan kelas menengah memiliki komitmen unuk 


menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat?” 88 


Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat Jambi 
secara umum justeru memiliki kesadaran yang tinggi terhadap nilai- 
nilai Kosmopolitanisme, hanya saja masih terjadi interest kepentingan 
di kalangan elit, yang harusnya menjadi tauladan dalam pembentukan 
masyarakat yang egaliter. Karena itu sekali lagi dibutuhkan reformasi 
pemahaman di kalangan elit untuk dapat memprioritaskan kepentingan 
bersama di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. 


Ketiga, Primordialisme yang mengatasnamakan kepentingan 
suku secara kaku di atas segalanya berdasarkan kesatuan genetik yang 
direpleksikan dalam kesatuan budaya lokal mesti dihilangkan. Cara 
yang dapat dilakukan untuk itu adalah dengan menumbuhkembangkan 
kesadaran yang menjadi lawan dari Primordialisme, bahwa sikap ini 
memiliki dampak negatif yang akan menghambat kemajuan budaya 
lokal ataupun global. 


Primordialisme memang dapat memantapkan kedudukan dan 
ketahanan satu entitas suku ataupun budaya, namun semua itu akan 
menjadi semu, karena justeru akan menjadi bumerang yang akan 
mengerdilkan satu entitas suku dalam ketertutupannya, ibarat katak 
dalam tempurung. Daya saingnya juga akan terkikis hingga yang muncul 
kemudian adalah rasa puas sendiri “jago kandang”. Dampak lanjutan 
yang dapat muncul selanjutnya adalah terjadinya kemandegan sistem 
budaya itu sendiri, karena sifatnya yang tertutup, ia tidak akan pernah 
melangkah maju melampaui batas-batas demarkasi lokal yang telah di 
tetapkan. Hal ini terjadi karena hilangkan sifat kosmopoliotanisme yang 
menjadi syarat kemajuan budaya. 


Pada ranah politik hal yang dapat dilakukan untuk menegasi 
priomordialisme yang menekankan klaim putra daerah adalah dengan 


130 Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Fahmi SY, Anggota Komisioner KPU Provinsi Jambi, 
Tanggal 8 Desember 2016. 
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menerapkan sistem demokrasi konsosiasional. Dalam sistem demokrasi 
ini semua aktor yang menjadi unsur pembentuk masyarakat dituntut 
dapat bekerjasama melalui kerjasama antar etnis dan golongan, 
sehingga terjadi perembesan teritorial dan genetika antar etnis. Hal ini 
pada akhirnya akan menciptakan suasana harmonis antar etnisdengan 
menerapkan dua nilai penting, yaitu: (a) hilangnya susunanhirarkis 
etnuis sehingga tidak ada kelompok yang dominan atas yang lain: (b) 
adanya pembagian kekuasaan politik yang sama dalam semua kelorrpok 
etnis. Semuanya akan terwakili secara proporsional di dalam strukur 


kekuasaan.'3! 


Akan tetapi, penerapan demokrasi konsosiasional ini membutuhkan 
beberapa syarat dan aturan main yang harus dipatuhi oleh semua 
pihak. Merujuk pada teori yang dikembangkan oleh Lijphart, Habodin 
menyatakan ada empat syarat yang harus diikuti dalam mewujudkan 
demokrasi konsosiasional, yaitu: 


Pertama, kemampuan dankemanuan untuk mengakui bahaya- 
bahaya instabilitas yang merupakan inheren dalam masyarakat yang 
tingkat fragmentasi dan polarisnsi sosialnya, Kedun, memerlukan 
adanya komitmen untuk memerihara nation-state yang ada. 
Artinya para tokoh masyarakat harus mempunyai keinginan 
untuk mencegahadanya kemungkinan disintegrasi daerah, Ketiga, 
adanya kemampuan untuk mengangkat persoalan antar sub kultur 
masing-masingke tingkat yang lebih tinggi, Keempat, adanya 
kemampuan untuk menempa usaha mencari penyelesaian yang 
tepat guna memenuhi tuntutan dari masing-masing sub kultur, 
dengan ditemukannya aturan main yang jelas serta pada tingkat 


kelembagaan yang tepat”? 


Lebih jauh Haboddin menjelaskan bahwa aturan main yang harus 
dia taati dalam sistem demokrasi konsosiasional adalah adanya kesadaran 
penting yang harus difahami oleh semua elit politik yang ada dalam 
masyarakat bahwa: 


31 Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam Jurnal Studi Pemerintah, 
Vol. 3, No. 1 februari, 2014: 109-126, 124. 


132 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, 124. 
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Politics is not na game, it isu business. Dengan demikian politik tidak 
ditujukan untuk mencapai hasil untuk melihat siapa yang kalahdan 
yang menang, Agree to disagree. Artinya setiap sub kultur harus 
rnengakui ada perbedaan yang tajam dalam hal-hal tertentu, misalnya 
ideologi, sehingga tidak perlu adapemaksaan dari satu ideologi ntus 
ideologi yang lain) Summit mooting. yang dimaksudkan di sini adalah 
diplomasi pada tingkat puncak. Memang akan ada peranan yang besar 
dari para pemimpin, akan tetapi hal imi dilakukan untuk meredam 
konflik sehingga tidak meluas. Peranan mereka adalah menemukan 
persamaan supaya tercapai kompromi, Proportionality. Artinya sub- 
kultur akan memperoleh porsi kekuasaan dan konsekuensi-konsekuensinya 
sesuai porsi kekuatan yang dimiliki, Depolitization. Altinya, bahwa 
dalam memberikan argumen hendaknya argumen tersebut tidak selalu 
diwarnai oleh sentimen politik agar emosi massa dapat diredam, Secrecy. 
Maksudnya adalah bahwa para tokohharus mampu membatasi dan 
menjaga kerahasiaan dari apa yang telah diputuskan tidak perlu dibawa 
ke masyarakat, dengan demikian sentimen politik dapat dikurangi dan 


negosiasi mudah untuk dilaksanakan” 


Pada dataran real pelaksanaan demokrasi konsosiasional pada 
dasarnya sedang berproses di Provinsi Jambi, hal ini terungkap 
berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Abdurrahman Sayuti, 
Kepala Kandepag Kabupaten Muaro Jambi. Saat penulis wawancarai 
tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisir 
penggunaan isu SARA dalam Pilkada di Muaro Jambi, ia menerangkan 
bahwa hal itu dapat dilakukan melalui: 


“Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang pentingnya Pilkada yang bersih dan sehat. Bersih dan 
sehat dari segala macam noda-noda yang akan merusak tatanan 
sosial masyarakat, seperti money politic, black campaign dan Sara, 
Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu 
isu yang tidak sehat itu, karena Pilkada hanyalah pesta 5 tahun 
sekali sedangkan menjaga persaudaraan dan kekeluargaan adalah 
untuk selama lamanya, Masyarakat focus saja melihat visi dan misi 


13 Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, 124-125. 
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calon kepala daerah, jika visi misi dan program kerjanya dianggap 
rasional dan dapat dibuktikan ketika terpilih, maka pilihan dapat 


dialamatkan pada mereka in?” 


Lebih Jauh Abdurrahman Sayuti menegaskan agar sedapat mungkin 
masyarakat dapat bersikap jujur dalam proses politik yang brelangsung, 
dengan menerapkan beberapa prinsip perilaku untuk: 


“tidak memberikan pilihan karena pemberian materi karena itu 
sifatnya sementara dan berjangka pendek, jika keliru memilih 
pemimpin akan mengakibatkan lambannya pembangunan di 
daerah, dan itu merugikan banyak pihak” 


Jika demokrasi konsosiasional di atas dapat diterapkan, maka besar 
kemungkinan hambatan Primordialisme yang kerap mewarnai sistem 
perpolitikan di berbagai daerah di Provinsi Jambi dapat diatasi, dengan 
demikian maka upaya pembentukan masyarakat yang kosmopolit akan 
dapat dilakukan di Provinsi Jambi. 


Keempat, eksklusivisme yang menempatkan satu sistem keagamaan 
sebagai agama superior dan paling benar juga harus dihindari, karena 
hal ini jelas merupakan sikap diskriminatif yang akan merugikan diri 
sendiri. Sikap ini akan memunculkan faham Islam formal yang justeru 
akan mengikis ajaran substansi dan ruh Islam yang universal. Membatasi 
orientasi keagamaan Islam hanya pada aspek keagamaan justeru akan 
membatasi makna dan ruang lingkup Islam yang sejatinya melampaui 
batas-batas agama dan budaya. Islam merupakan worldview yang harus 
dikembangkan dalam skala yang tidak terbatas. Untuk itu pandangan 
yang mendudukkan ilmu agama dan “umum” secara sederajat harusnya 
mulai ditumbuhkan untuk mengembalikan ruh keilmuan Islam pada 
kedudukannya yang sejati. Menafikan salah satu aspek keagamaan hanya 
akan menyebabkan berkembangnya tradisi keagamaan yang cacat nilai, 
sebagaimana terlihat dalam tradisi Barat modern. 


139 Hasil Wawancara dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kabupaten Muaro Jambi, tgl 
17 Oktober 2016. 


135 Hasil Wawancara dengan Drs.Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kabupaten Muaro Jambi, tgl 
17 Oktober 2016. 
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Pemikiran Talal Asad dalam karyanya “the Iden ofan Anthropology of 
Islam” tampak menjadi penting untuk dikemukakan dan difahami. Bagi 
Asad, pemahaman terhadap pluralitas dan diversitas adalah kemestian 
bagi siapa saja yang ingin memahami esensi ajaran Islam, mengingat 
islam merupakan tradisi wacana terbuka (discursive tradition). Untuk 
itu umat Islam (termasuk masyarakat Islam Provinsi Jambi) harusnya 
dapat menyelami makna terdalam dari Islam sebagai sistem agama 
dan budaya hingga benar-benar memperoleh pengetahuan yang benar 
tentang islam. Umat Islam harus pula mempelajari sejarah Islam yang 
menyediakan ruang luas bagi beragam pendapat dan juga penghargaan 
terhadap perbedaan. Umat Islam lebih jauh harus menghindari 
kecurigaan yang berlebihan terhadap penganut agama lainnya.'88 
Dalam sistem pemahaman inilah diharapkan umat Islam secara umum 
dan khusunya di Provinsi Jambi dapat memperoleh esensi Islam yang 
terbuka, mengingat Islam adalah sebuah diskursus yang terbuka, 
demikian menurut Mohammed Arkoun. 


Akhirnya, kemandekan tradisi ilmiah tentu saja dapat diatasi dengan 
mengembangkan profil lembaga pendidikan Islam yang dapat digunakan 
dalam menyiarkan ajaran Islam yang terbuka. Dalam konteks ini, 
fenomena transformasi IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menuju 
UIN merupakan hal yang menjanjikan bagi pengembangan Perguruan 
Tinggi Islam yang terbuka. Hal ini diharapkan dapat menyediakan 
sarana bagi tumbuh kembangnya tradisi keilmuan yang baik melewati 
batas-batas teritorial lokalnya, yaitu melalui pandangan keilmuan 
yang terbuka, inklusif dan non diskriminatif serta mencerahkan dan 
menggairahkan. 


Seandainya berbagai tawaran di atas dapat dilakukan dan diterapkan 
dalam upaya mengatasi berbagai tantangan dan hambatan dalam 
pembentukan masyarakat dan sistem budaya yang kosmopolit, maka 
tidak ada kata “tidak bisa” untuk mewujudkan tatanan masyarakat 
dan budaya kosmopolit di Provinsi Jambi, hal ini tentu terpulang pada 


136 Lihat Talal Asad, The Idea of an Anthropology of islam (Washigton DC: Center for Contemporary 
Arab Studies, Georgetown University, 1986), 14. Lihat pula Leif Ole Manger, “Religion, Identities, 
and Politics: Defining Muslim Discourses in the Nuba Mountains of The Sun” dalam Journal of 
Arab and Islamic Studies, 4 (2001-2002): 132-152, 135. 
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keinginan masyarakat dan elit di Provinsi Jambi. Pertanyaan akhir yang 
kemudian perlu dipastikan adalah apakah cita-cita ini merupakan potensi 
yang dapat diaktualnya atau hanya tinggal angan-anga belaka? Hal ini 
akan memperoleh jawabannya dalam bahasan selanjutnya. 


D. KonstruksKehidupanSosial-Politik berbasisKosmopolitanisme 
Islam di Provinsi Jambi: antara Potensi dan Angan-angan 


Charles L. Briggs dalam studinya tentang “ Geneologies of Race and 
Culture and the Fnilure of Vernacular Cosmopolitanisms: Rerending 
Frans Bons and W.E.B. Du Bois” mengungkapkan bahwa terbentuknya 
masyarakat yang kosmopolit tidak sebagaimana yang dibanyangkan, 
karena tidak senantiasa dapat menyelesaikan masalah hegemonik 
dan juga dominasi. Karena itu Bhabha menyebutkan penerapan 
Kosmopolitanisme masih cenderung problematis, ia tetap mennyisakan 
hirarki dan eksklusivitas masyarakat melalui upaya penanaman nilai 
universal yang sebenarnya hanya dianut oleh sekelompok kecil 
masyarakat,” khususnya nilai-nilai universal yang dianut oleh 
kelompok elit pemikir Eropa dalam berbagai konsrpsi dan abstraksi 
kemanusiaannya, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Immanuel Kant 
dan tokoh-tokoh kontemporer Barat lainnya. 


Nilai-nilai universal yang “dipaksakan” dan diharuskan untuk 
ditransendensi pada berbagai budaya Timur ini pada dasarnya tidaklah 
dapat dibenarkan, dan hanya akan memunculkan desain global 
imperialisme yang diistilahkan oleh Mignolo sebagai impertal global 
designs. Hal ini diakui pula oleh Bhabha, dalam karyanya “The Many Faces 
of Cosmo-polis: Border Thinking and Critical Cosmopolitanism”, saat 
melihat Kosmopiolitanisme yang dipaksakan sebagai Kosmopolitanisme 
hegemonik imaginer, yang tetap menyisakan distingsi budaya, ekonomi 


dan sosial dalam kehidupan masyarakat modern.'? 


137 Lihat Charles L. Briggs, “Genealogies of Race and Culture and the Failure of Vernacular 
Cosmopolitanisms:Rereading Franz Boas andW.E.B. Du Bois”, dalam Public Culture, No.17(1), 
2005:75-100. 

138 Lihat Dipesh Chakrabarty,Provincializing Europe (Princeton: Princeton University Press, 2000). 


139 Lihat karya Walter Mignolo,”The Many Faces of Cosmo-polis: Border Thinking and Critical 
Cosmopolitanism”, dalam Public Culture, No.12(3), 2000:721—748.Lihat juga Homi K. Bhabha, 
1996 “Unsatisfied: Notes on Vernacular Cosmopolitanism”, dalamLaura Garcia-Morena and Peter 
Pfeifer, (eds), Text and Nation (London: Camden House, 1996), 191—207. 
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Akan tetapi kecurigaan tampaknya tidak akan terwujud dalam 
komunitas Islam, mengingat ajaran Islam memahami kosmpolitanisme 
dalam sinaran Ilahiyah yang menempatkan manusia dalam kesamaan 
derajat, di mana tidak ada satu kaum yang lebih mulai dari yang lainnya, 
karena ukuran kemulyaan manusia tergantung pada ketagwaannya. 
Sehingga tidak akan ada kekhawatiran bahwa wajah Kosmopolitanisme 
akan terkotori lahirnya strata hirarkis baru ataupun hegemoni baru, 
yang justeru berlawanan dengan spirit terjuangan Islam dan juga visi 
profetis kenabian. Karena itu, sikap optimis tetap mesti didahulukan 
untuk menciptakan masyarakat kosmopolit yang diharapkan dapat 
menciptakan tatanan masyarakat yang lebih egaliter dan sekaligus 
mencerminkan wajah Islam “sejati”. Untuk itu dalam bahasan berikut 
akan dikupas masalah potensi pembentukan budaya kosmopolit dan 
upaya mewujudkannya dalam tananan masyarakat Muslim di Provinsi 
Jambi. 


1. Potensi Pembentukan Budaya Kosmopolit di Provinsi Jambi 


Jawaban terhadap pertanyaan yang telah dikemukakan di atas 
menjadi penting untuk dituntaskan, karena menjadi pintu masuk dalam 
upaya praktis yang akan dilakukan oleh segenap unsur masyarakat 
di Provinsi Jambi. Ketika jawabannya justeru menunjukkan bahwa 
keinginan untuk membentuk masyarakat kosmopolit di Provinsi Jambi 
hanya angan-angan belaka, maka tentu saja dibutuhkan upaya ekstra 
untuk dapat mewujudkannya sebagi potensi, dan ketika ia potensial di 
aktualkan maka dibutuhkan langkah-langkah praxis yang dapat dilakukan 
secara maksimal. Jawaban real atas pertanyaan dia atas tentu saja dapat 
diberikan berdasarkan beberapa informasi yang penulis kumpulkan 
melalui wawancara, dokumentasi dan juga pengamatan. 


Merujuk pada beberapa hasil wawancara yang penulis peroleh di 
lapangan, dapat dikatakan bahwa pembentukan tatanan masyarakat 
dan budaya kosmopolit di Provinsi Jambi bukanlah angan-angan 
semu, mengingat terdapat potensi yang menjanjikan sebagai kekuatan 
untuk mewujudkan Kosmopolitanisme di Provinsi Jambi, ketika semua 
tantangan yang telah disebutkan di atas dapat dilampaui. Paling tidak 
telah ada kesadaran yang cukup baik di kalangan beberapa tokoh terhadap 
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pentingnya pembentukan budaya kosmopolit di Provinsi Jambi. Hal ini 
terlihat dari pernyataan KH. Drs. As'ad Arsyad dalam sebuah kesempat. 
Ia misalnya mengungkapkan adanya nilai-nilai positif yang menjadi 
rujukan sikap dan perilaku masyarakat Jambi, terutama masyarakat yang 
diklaim sebagai warga pendatang. Dikatakan oleh Arsyad bahwa warga 
non-pribumi masih memiliki semangat untuk dapat diakomodir dalam 
sistem pemerintahan dan kemasyarakatan pada Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur, dengan mengembangkan sikap sebagai berikut: 


“Kita yang dianggap non Melayu harus terus dapat membuktikan 
pengabdian dan kontribusi untuk membangun Tanjabtim pada 
bidang masing-masing. Kita juga mesti meningkatkan SDM 
di berbagai bidang, kenyataannya di Pemkab Tanjabtim masih 
didominasi orang-orang yang berasal dari luar daerah Tanjabtim?” 8 


Melalui penyataan di atas, Arsyad ingin menegaskan bahwa 
masyarakat non-pribumi ataupun peranakan, sebenarnya memiliki rasa 
kecintaan terhadap daerah domisili yang mereka tempati, buktinya 
walaupun dianggap sebagi warga pendatang, masyarakat non-pribumi 
dan berbagai pelabelan yang mendiskriditkan status sosial-politik, 
mereka tetap berupaya untuk memainkan peran dalam pembangunan 
di Provinsi Jambi sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Al-hasil 
kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa warga pendatang 
justeru kebanyakan pengawai pada pemerintahan daerah di Kabupaten 
Tanjung Jabung Timur berasal dari luar daerah, alih-alih di dominasi dari 
suku non-Jambi. Namun hal ini tidak menjadi alasan untuk kehilangan 
rasa memiliki daerah yang menjadi tumpuan hidup warga pendatang 
tersebut. 


Sementara itu, ketika warga pendatang bersedia untuk membuka 
diri maka bagi Arsyad, seluruh komponen masyarakat Tanjung Jabung 
Timur khususnya dan masyarakat Jambi umumnya harusnya juga dapat 
membuka diri dan dapat meminimalisir politik primordialisme, yang 
seperrtinya menjadi senjata paling ampuh untuk memukul mundur 
calon-calon yang berasal dari luar daerah, karena Arsyad lebih jauh 


140 Hasil Wawancara dengan KH. Drs. As'ad Arsyad, Ketua KKSS Kab Tanjabtim dan ketua MUI Kab 
Tanjung Jabung Timur, Tanggal 12 Oktober 2016. 
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mengungkapkan, dengan nada yang penuh harap agar masyarakat “asli” 
di Tanjung Jabung Timur dapat: 


“Harus dapat mengkampanyekan bahwa yang kita pilih dalam 
Pilkada bukan kepala suku tapi memilih Bupati dan wakil Bupati, 
jangan pula terpancing dengan isu putra daerah dan bukan putra 
daerah karena imi masalah sensitif dan bisa memecah belah persatuan 
yang sudah terbangun dengan baik. Selain itu, masing masing ketua 
organisasi paguyuban agar memberikan informasi yang positif pada 
warganya, dan tidak terpancing pada isu yang tidak jelns nsal 


usulnya” 34 


Kesadaran dan anjuran yang bagi penulis cukup luar biasa ini 
hendaknya menjadi contoh yang baik dalam upaya pembangunan 
masyarakat kosmopolit di Provinsi Jambi umumnya dan untuk 
menghidupan sistem politik yang menyehatkan dan menyegarkan. 
Bahwa masyarakat harus memiliki kesadaran politik yang tinggi agar 
tidak dapat “dipermainkan” oleh isu-isu yang sebenarnya hanya menjadi 
permainan politik sebagian elit. Kesadaran seperti ini sebenarnya telah 
pula menginspirasi tokoh lainnya di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan seorang tokoh intelektual 
dan pemerhati politik di Kabupaten Muaro Jambi, terungkap pula ada 
kesadaran bahwa pembentukan masyarakat yang kosmopolit ini harus 
didukung oleh seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah ataupun 
masyarakat lainnya. Dr. Holison, salah satu intelektual di Provinsi Jambi 
(Universitas Jambi) dalam hal ini mengungkapkan: 


Pihak pemerintah atau penyelenggara Pilkada dan kekuatan 
masyarakat mesti memperkuat pendidikan politik masyarakat. 
Masyarakat mesti dihimbau untuk memilih berdasarkan track 
record calon dan menilai visi dan misinya, dan bukan hanya karena 
satu daerah atau karena uang. Jika masyarakat tidak diberikan 
pendidikan politik atan informasi yang benar tentang Pemilu, maka 
yang terjadi dari Pemilu ke Pemilu hanyalah pengulangan Pilkada 
dan sebatas pergantian pemimpin, namun vuidak melihat program- 


11 Hasil Wawancara dengan Ketua KKSS Kab Tanjabtim yang juga ketua MUI Kab Tanjung Jabung 
Timur, KH. Drs. As'ad Arsyad, M.Ag (12 Oktober 2016) 
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program kerjayang akan dilakukan oleh calon, dan imi berpotensi 


menjadikan pembangunan stagnan atau jalan di tempat”. "2 


Melalui pernyataannya di atas, Holison mengungkapkan pentingnya 
pendidikan politik bagi masyarakat Jambi, hingga mereka melihat sistem 
politik dan dampaknya yang panjang terhadap pembangunan Provinsi 
Jambi. Masyarakat harus menyadari bahwa pilihan politik yang mereka 
tetapkan akan memiliki imbas yang panjang terhadap pembangunan 
Provinsi Jambi, karena itu pilihan harusnya bergantung pada kinerja 
bukan kedekatan dan ikatan emosional yang sebenarnya cenderung 
membutakan diri dari fakta dan realitas yang ada, serta tidak pula bersifat 
rasional. 


Hasil wawancara di atas memperlihatkan bahwa Provinsi Jambi 
cukup potensial dalam membentuk budaya yang kosmopolit, hal 
ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: (a) Adanya kesediaan 
warga pendatang untuk mengakomodir buadaya tempat domisili ataun 
tempat kelahiran mereka (untuk generasi kedua), bahkan ada indikasi 
kuat bahwa genarasi kedua lebih memiliki kedekatan dengan budaya 
Jambi daripada budaya induknya, (b) Mulai munculnya kesadaran 
warga pribumi untuk membuka diri terhadap masukan dari budaya luar, 
khususnya di Kota Jambi, justeru telah terjadi asimilasi budaya, di mana 
etnis bbudaya di luar Jambi mulai menggunakan prosesi adat Jambi 
secara eklektik. Hal ini diperkuat oleh banyaknya terjadi perkawinan 
antar etnis, (c) Adanya potensi bahwa pembentukan budaya kosmopolit 
akan diterima oleh semua komponen masyarakat Jambi, baik dari unsur 
pemerintah, intelektual, maupun masyarakat awam, (d) Telah adanya 
kesadaran untuk melakukan pendidikan politik dan tipe pendidikan 
yang mendukung pembentukan masyarakat yang hidup dalam budaya 
kosmopolit. 


Pekerjaan rumah yang menunggu kemudian adalah bagaimana 
para elit dapat membuka diri untuk menerima kenyataan plural dan 
menempatkan pluralitas sebagai model dasar dalam pembangunan 
masyarakat Jambi yang kosmopolit. Selain itu dituntut peran masyarakat 


142 Hasil Wawancara penulis dengan Dr. Holison, Tokoh Intelektual dan Pemerhati Pilkada Muaro 
Jambi, Tanggal 24 Oktober 2016. 
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Jambi untuk dapat membuka wawasannya agar dapat menerima 
masukan dari luar daerah, melalui perubahan mind-set dari ketertutupan 
menuju keterbukaan. Peran cendikiawan Muslim di Provinsi Jambi 
tidak kurang pentingnya dalam memberikan dorongan bagi masyarakat 
dalam menumbuhkan sikap yang penuh dengan keterbukaan dan 
menjamin bahwa Kosmopolitanisme yang terbangun kemudian tidak 
justeru melahirkan kelas dominan baru yang kemudian justeru menjadi 
bumerang bagi budaya yang kosmopolit. 


2. Mengurai Potensi Menjadi Kenyataan 


Mencermati berbagai potensi pembentukan sistem kemasyarakatan 
dan budaya kosmopolitan pada Provinsi Jamdi di atas, ada tuntutan 
agar potensi tersebut di atas dapat diwujudkan dalam kenyataan, hingga 
cita-cita terbentuknya sistem masyarakat yang kosmopolit tidak tinggal 
mengjadi angan-angan belaka. Untuk itu, sebenarnya ada beberapa 
upaya yang perlu dilakukan oleh pihak berwenang di Provinsi Jambi 
dalam mendorong keinginan di atas, beberapa upaya tersebut adalah: 


a. Menjadi Norma Islam sebagai Dasar Kosmopolitanisme 


Potensi yang dimiliki masyarakat Jambi dalam pembentukan 
masyarakat dan budaya kosmopolit yang dibangun dari nilai-nilai ataupun 
worldview Islam sesungguhnya cukup menjanjikan, sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Sebagaimana telah disebutkan di awal bab ini, bahwa 
masyarakat Jambi pada awalnya telah memiliki sistem budaya yang cinta 
damai, di mana beberapa budaya dan agama pernah hidup secara damai 
di daerah Jambi. Pada awalnya Jambi dipengaruhi oleh budaya dan 
agama Budha yang memiliki ajaran damai, lewat ajaran tentang budhi.' 
Baru pada tahap selanjutnya Jam dipengaruhi oleh tradisi agama Islam, 
yang berkembang dalam proses asimilasi tradisi lama masyarakat Jambi. 
14 Al-hasil masyarakat Jambi berdasarkan fakta di atas dan sepanjang 


145 


pengamatan penulis,' pada dasarnya merupakan masyarakat yang telah 


terbiasa hidup dalam iklim dan budaya yang kosmopolit. 


193 Lihat lebih jauh dalam Supriyanto, “Adat dan Budaya Jambi”. 
144 |ihat lebih jauh dalam Saudagar, Perkembangan Sejarah Melayu Kuno Di Jambi. 


145 Hasil Pengamatan terlibat penulis terhadap kebudayaan di Provinsi Jambi. 
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Analisa penulis ini secara umum didukung oleh Carool Kersten 
dalam sebuah penelitiannya dalam Journal of International and Global 
Studies yang berjudul “Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: 


New Muslim Intellectuals on Globalization” 45 


Hasil penelitian Kersten menunjukkan bahwa dalam komunitas 
Muslim di Asia Tenggara telah cukup berhasil menerapkan prinsip 
Kosmopolitanisme, karena menempatkannya bukan di pusat namun 
pada pinggiran kehidupannya, dalam arti prinsip Kosmopolitanisme 
sebenarnya telah hidup dalam keseharian masyarakat awam di pedesaan. 
Hal ini misalnya diperkuat oleh pengakuan Surin Pitsuwan, yang 
merupakan sekertaris jenderal ASEAN (tahun 2002). Hal serupa 
pula yang diakui oleh seorang menteri dari Malaysia, Datu Rais Yatim 
(tahun 2004), yang memberikan tantangan terhadap pendapat yang 
menyatakan bahwa Islam Malaysia tidaklah Islami. Demikian pula di 
Indonesia, di mana umat Islam mulai memainkan perannya dalam 
sistem pemerintahan dalam keragaman budaya. Karena itu di Indonesia 
kemudian berkembang apa yang disebut sebagai “Islam kultural” 


(cultural Islam) atau Islam sipil (civil Islam), 


atau Islam pribumi yang 
dasarnya dapat dilacak dari pemikiran Abdurrahman Wahid, ataupun 


Islam nusantara, yang cukup menuai polemik dewasa ini di Indonesia. 


Khususnya di Indonesia, menurut Kersten, Kosmopolitan-isme 
tumbuh dalam naungan para intelektual, cendikiawan, dan sarjanawan 
Muslim progressif terkemuka, melalui jalur akademik-ilmiah dan juga 
administrasi keagamaan, di bawah Departeman Agama (Kementerian 
Agama). Dengan demikian Kosmopolitanisme yang tumbuh di 
Indonesia memiliki basis konseptual yang cukup kuat, terutama dalam 
pemikiran Sutan takdir Alisyahbana, H.A. Mukti Ali, Harun Nasution, 
Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Dawan Rahardjo, Syafi'i Ma'arif, 
Azyumardi Azra, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat dan lain 


sebagainya. 


146 Lihat Kersten, “Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism”. 
147 Lihat Kersten, “Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism”, 93. 
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Walaupun dewasa ini budaya Kosmopolitan cenderung mendapat 
ujian berat dalam berbagai tragedi politis, namun —lagi-lagi—harus ada 
keyakinan bahwa budaya kosmopolit dapat ditumbuhkan di Indonesia 
umumnya dan di Provinsi Jambi khususnya. Mengingat apa yang terjadi 
sebenarnya sarat dengan nuansa konflik kepentingan. Hal ini misalnya 
telah lama disadari oleh Joel Kahn yang melakukan kritik terhadap 
narasi budaya-kebangsaan yang dikatakannya didominasi oleh sistem 
demokrasi konsosiasional yang menyisakan tensi antar penyokong 
Kosmopolitanisme dengan pihak status guo yang memiliki otoritas 
kekuasaan.'8 Sebagaimana diketahui lanjut Kahn, pada level politik 
praktis dalam komunitas Islam telah terjadi perebutan kuasa antara 
kaum sekularis, liberalis, ataupun kaum modernis dan moderat Islam 
yang menjunjung universalitas kewarganegaraan dan secara keagamaan 
dan budaya bersifat netral dengan kalangan Islamis yang memiliki 
dukungan publik yang luar biasa.'89 Dua kalangan ini senantiasa terlibat 
perebutan kuasa, dengan cara-cara yang mungkin mereka lakukan, 
termasuk dengan menggunakan otoritas keagamaan. 


Menyadari kenyataan ini, Kahn menganjurkan agar umat Islam 
dapat kembali mengulit konsep dan praktik Kosmopolitanisme Islam 
klasik yang baginya merupakan genuine cosmopolitan practice dalam 
berbagai level kehidupan masyarakat. Bagi Khan konsep dan praktik 
kosmopolitann Islam yang asli tersebut masih relevan dan valid untuk 


diterapkan pada era intelektual muslim baru dewasa ini.!5! 


Merujuk pada keyakinan yang ditampilkan oleh Khan, maka Tidak 
dapat diragukan lagi bahwa umat Islam yang ada di Indonesia umumnya 
dan Provinsi Jambi khususnya harus memiliki keyakinan untuk dapat 
menghidupkan dan mengimplementasikan kembali konsep dan praktik 
Kosmopoli-tanisme Islam klasik. Jika hal ini dapat dilakukan akan 
berdampak pada beberapa kondisi yang positif, yang menjadi langkah 
lanjutan dalam membangun kosmopolitanisme Islam di Provinsi Jambi, 


149 Hal ini misalnya disinyalir dari karya Joel S. Kahn, “Other Cosmopolitans in the Making of the 
Modern Malay World”, dalam P. Werbner (ed.), Anthropology and the New Cosmopolitanism, 
(Oxford and New York: Berg, 2008), 261-280. 

150 Dirujuk dari Kahn, “Other Cosmopolitans in the Making of the Modern Malay World”, 264. 


1S1 Kahn, “Other Cosmopolitans in the Making of the Modern Malay World”, 269 


Menghidupkan Kosmoplitanisme Islam dalam Kehidupan Sosial-Politik : 


di Provinsi Jambi : 7159 


sebagaimana yang dapat penulis rujuk secara bebas dari pandangan 
Khan,!2 yaitu: (1) nilai-nilai universal kemanusiaan akan dapat 
diangkat pada level yang luas, hingga akan berdampak pada perubahan 
menyeluruh terhadap nilai dan budaya yang sempit, (2) memunculkan 
proyek dan gerakan yang diinspirasi oleh nilai-nilai universal Islam, yang 
tidak hanya akan memberikan pengaruh signifikan pada pandangan 
kenegaraan yang terikat oleh sistem ikatan budaya temporal yang 
terbatas, namun juga akan menghasil jalan keluar bagi pengembangan 
budaya dan tradisi yang lebih maju, dan juga akan menghapus segala 
kekuatan status guo beserta antek-anteknya, (4| memunculkan budaya 
hibrida dan kosmopolitanisme Islam yang dimotori oleh gelombang 
intelektual Islam baru yang berwawasan global. 


b. Membentuk Projek Transformasi Budaya Kosmopolit 


Transformasi budaya (cultural transformation theory) diperkenalkan 
dan dikembangkan oleh Riene Eisler dalam karyanya The Chalice and 
the Blade yang terbit tahun 1987. Bebeda dengan teori konvensional 
yang melihat adanya perubahan otomatis budaya tidak beradab 
(Barbar) menuju budaya yang berperadaban, teori transformasi budaya 
mendekati perubahan budaya berdasarkan data erkeologis dan mitis 
untuk melihat bahwa perubahan budaya tidak hanya bersifat lokal, 
namun juga dipengaruhi oleh orientasi global untuk mengubah 
pandangan yang bersifat dominasi kepada yang bersifat patnership, 
dalam upaya membentuk sistem budaya yang secara sosial, ekonomi, 
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dan lingkungan lebih baik.#? Teori ini dewasa ini telah berkembang 


dalam wacana yang beragam. 


Beberapa ahli dewasa ini, karena itu menyepakati untuk 
menyatakan bahwa perubahan budaya merupakan sebuah kemestian 
dalam modernitas dewasa ini, namun sebagain yang lain berpendapat 
bertentangan dan menyatakan tidak setuju dengan pandangan di atas. 


Ronald Inglehart dan Wayne E. Baker dalam karya kolaborasi mereka 
Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional 


152 Kahn, “Other Cosmopolitans in the Making of the Modern Malay World”, 271 
158 Rjane Eisler, Cultural Transformation Theory, . Diunduh 14, Oktober, 2016. 
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Values, mengungkapkan bahwa terdapat dua pandangan tentang 
transformasi budaya dalam modernitas. Pendapat pertamamenyatakan 
bahwa perubahan budaya harus terjadi untuk membawa perubahan 
dalam kehidupan ekonomi, budaya, sosial dan kehidupan lainnya yang 
lebih baik. Pendapat ini misalnya didukung oleh York W. Bradshaw 
dan Michael Wallace (1996) dalam karyanya Global Inegualities, yang 
menyatakan masyarakat tradisional harus berubah menuju masyarakat 
post-industria.'$# Karena itulah kemudian Jujun S. Suriasumantri 
menyatakan bahwa transformasi budaya dibutuhkan dalam rangkai 
modernisasi yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar 


dalam bidang ekonomi, politik, estetika, hingga nilai agama." 


Sementara pendapat kedua, melihat bahwa modernisasi masyarakat 
industrial hanya akan menyebabkan kemajuan yang tidak terkontrol 
dan sangat dipengaruhi oleh semangat antroposentris yang menegasi 
pengakuan terhadap yang Ilahiyah. Hal ini misalnya diungkapkan oleh 
James Watson dalam karyanya Golden Arches Enst: McDonald in Enst 
Asia, yang memustahilkan adanya keseragaman perubahan budaya, 
sama halnya McDonald atau KFC yang telah tersebar di berbagai 
penjuru dunia telah dimaknai secara berbeda oleh beragam budaya 
dunia.'9 Pandangan ini tidak serta merta menolak transformasi budaya, 
namun memberikan arahan agar jalan dan laju transformasi tidak harus 
berdampak negatif pada budaya luhur yang telah ada. 


Transformasi budaya karena itu dilihat sebagai upaya perubahan 
budaya yang meliputi tujuh unsur budaya, yaitu sistem religi dan upacara 
keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, 
sistem mata pencarian, sistem tekhnologi dan peralatan, sistem bahasa, 
serta sistem kesenian.' Akan tetapi dengan tetap memperhatikan 
terjaganya nilai-nilai luhur dalam budaya, karena transformasi yang 
membawa perubahan namun mendegradasi nilai akan berdampak 


154 Lihat Inglehart dan Baker, “Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional 
Values”, 20. 


155 Esti Ismawati (ed.), Ilmu Sosial Budaya Dasar, (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 100. 


156 Lihat James Watson (ed.), Golden Arches East: McDonald's in East Asia, (Stanford: Standford 
University Press, 1998). 
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negatif pada keseluruhan tatanan hidup masyarakat yang justeru tidak 
akan membawa kebaikan. 


Penulis dalam hal ini setuju pada pandangan yang menyatakan 
dibutuhkannya transformasi budaya, namun dengan tetap 
memperhitungkan dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Untuk 
kasus Provinsi Jambi misalnya transformasi budaya telah berlangsung 
sejak lama, yaitu ketika masyarakat Jambi bertransformasi dari 
masyarakat yang animis menuju Budhis, atau dari budaya Budha menuju 
Islam. Artinya pada dasarnya transformasi budaya dibutuhkan untuk 
memberikan masukan baru terhadap satu sistem budaya. Untuk itu 
syarat yang harus ada adalah keterbukaan terhadap budaya lain, hanya 
dengan inilah transformasi budaya dapat terjadi. 


Proses transformasi budaya, karena itu harus dilakukan dan 
disorong untuk membentuk masyarakat Jambi yang kosmopolit, dan 
sebenarnya hal ini tengah berlangsung, di mana sebagian masyarakat 
Jambi sebagiannya telah mengalami transformasi budaya yang cukup 
baik, sebagaimana dikatakan oleh Holison yang menyatakan bahwa 
“Jika dilihat dari Karakter masyarakatnya, daerah-daerah yang relatif 
baru berkembang atau sudah terjadi nsimilasi penduduk (heterogen), 
isu kedaerahan ini tidak begitu mujarab” 88 Dalam proses-proses 
kecil inilah sebenarnya transformasi budaya dapat terjadi, tinggal 
bagaimana pihak terkait dapat menyediakan motivasi dan stimulus guna 
mempercepat transformasi budaya di Provinsi Jambi. Jika hal ini dapat 
dilakukan maka, perubahan masyarakat Jambi menuju masyarakat yang 
kosmopolit bukanlah angan-angan belaka, namun telah menjadi sebuah 
proses yang menunggu hasil. 


c. Membentuk Budaya Islam Melayu Jambi Hibrida 


Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, budaya Islam 
hibrida merupakan konsep yang diajukan oleh Carool Kersten dalam 
karyanya yang berjudul “ Islam, Cultural Hybridityand Cosmopolitanism: 


158 Hasil Wawancara dengan Dr. Holison. 


159 Carool Kersten, “Islam, Cultural Hybridity and Cosmopolitanism: New Muslim Intellectuals 
on Globalization”, dalam Journal of International and Global Studies, Vo. 1, Issue Number 
1, 2009, Diunduh 12 Agustus 2016. Lihat pula Lihat S. Vertovec & N. Cohen (eds.), Conceiving 
Cosmopolitanism (Oxford: Oxford University Press, 2002), 1-10. 
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New Muslim Intellectuals on Globalization” dan juga S. Vertovec 
dan N. Cohen karya mereka Concerving Cosmopolitanism. Dalam 
dua karya ini penulis menuturkan bahwa budaya hibrida merupakan 
tandda terbentuknya budaya kosmopolitan di suatau daerah, karenanya 
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Kosmopolitanisme dapat dilihat dari bentuk budaya hibrida yang ada. 


Budaya hybrid sendiri merupakan sebuah proses pembentukan 
budaya baru yang menggabungkan berbagai unsur budaya dalam 
berbagai dimensinya, termasuk ide baru.!80 Ja terjadi dalam proses 
rekonstruksi berbagai konsep budaya spesifik yang terdapat disekitarnya 
dan juga nilai-nilai modernisme yang juga mempengaruhi tatanan 


budaya masyarakat.!5! 


Khususnya dalam konteks budaya Jambi, hal ini juga telah terjadi 
selama sekian abad, sebagaimana telah diulas dalam pada bab awal 
dari penelitian, bahwa kebudayaan Jambi telah dipengaruhi oleh dua 
sistem budaya besar pada masanya, yaitu kebudayaan Animisme dan 
Dinamisme, Hindu-Budha dan juga kebudayaan Islam. Saat itu jelas 
kebudayaan Jambi telah mengalami apa yang dikatakan sebagai budaya 
Hibrida. Pertanyaannya kemudian adalah apakah proses ini terus 
berlangsung hingga dewasa ini,sehingga dapat membentuk budaya 
Islam Melayu Jambi hibrida yang kondusif bagi pembentukan budaya 
yang kosmopolit?. 


Berdasarkan pengamatan penulis, dapat dikatakan bahwa budaya 
Islam Melayu Jambi sebenarnya bersifat terbuka dan dapat menerima 
masukan dari luar, kenyataan ini terbukti dari keunikan Islam di Jambi 
yang banyak menyerap unsur berbagai tradisi di sekitarnya, sebut saja 
misalnya tradisi mandi sapar dan berbagai tradisi yang dimasukkan unsur 
Islam. Artinya budaya Islam Melayu Jambi pada dasarnya merupakan 
budaya hibrida. Dengan kenyataan ini dapat ditegaskan bahwa budaya 
kosmopolit merupakan sebuah potensi yang benar-benar dapat 
diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi. Lagi-lagi 


160 |ihat U. Hannerz, “Cosmopolitans and Locals in World Culture”, dalam Theory, Culture & Society, 
Vol. 7, 1990: 237-251, 239. Lihat Pula C.R.K. Patell, “Comparative American Studie: Hybridity and 
Beyond”, dalam American Literarary History, No. 11, 1999: 166-186, 176. 


161 Phina Werbner & T. Modood (eds.), Debating Cultural Hybridity: Multi-Cultural Identities and the 
Politics of Anti-Racism (London: Zed Books, 1997), 16. 
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dalam hal ini dituntut peran berbagai pihak untuk dapat menyegerakan 
terwujudnya tatanan sosial dan budaya Jambi yang kosmopolit dalam 
sinaran budaya Islam Melayu Jambi. 
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PENUTUP 


A. Kesimpulan 


esimpulan besar yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
1 engan kembali penerapan Kosmopolitanisme Islam dapat melerai 
dilema hegemoni sosial-politik putra daerah di Provinsi Jambi, saat 
semua entitas suku dan budaya diakui dan dapat saling memperkaya 
dalam membentuk sebuah budaya Islam hibrida yang diakui bersama. 
Selain itu terdapat beberapa kesimpulan menarik yang dapat ditarik dari 
penelitian di atas, yaitu: 


Pertama, dinamika penguatan politik identitas putra daerah dalam 
kehidupan sosial-politik di Provinsi Jambi, baru mengemuka dalam 
masa modern dan menjelma dalam kehidupan politik di Provinsi Jambi 
dalam bentuk sentimen kedaerahan dengan menggunakan isu “putra 
daerah” dan juga dikotonomi antara penduduk asli atau pribumi 
dengan penduduk pendatang. Hal ini kemudian menjadi alat untuk 
menguatkan berbagai kepentingan. 


Ketiga, hegemoni sosial-politik putra daerah menjadi dilema 
terhadap kemajuan budaya di Provinsi Jambi, karena ia pada satu sisi 
akan menbuatkan budaya asli, hingga dapat terlindungi dan lestari, 
namun pada sisi lain akan berimbas pada kemunduran budaya dan 
gagalnya pembentukan budaya yang kosmopolit. Selain itu ia juga akan 
berdampak pada munculnya fenomena merebaknya respon-respon 


kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait konflik antar 
agama, etnisitas, maupun kewarganegaraan. 


Ketiga, kosmopolitanisme Islam dapat menjadikan solusi dalam 
menghapus hegemoni sosial politik yang terjadi di Provinsi Jambi, karena 
ia merupakan suatu sikap yang perlu dimunculkan untuk menumbuhkan 
rasa kesatuan yang kuat dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini 
manusia dilihat dalam kesatuan yang utuh, terbuka dan dapat menerima 
budaya lain, hingga pada akhirnya akan memunculkan budaya hibrida 
yang mempersatukan semua entitas budaya. 


B. Rekomendasi 


Kepada semua komponen masyarakat Jambi diharapkan dapat 
menumbuhkan sikap keterbukaan untuk dapat menerima masukan dari 
luar, hingga dapat menjadi jalan pembentukan budaya kosmopolit di 
Provinsi Jambi. Hal ini dapat dilakukan jika semua pihak dapat saling 
bahu membahu dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya 
nilai-nilai universal kemanusiaan, pentingnya gerakan yang diinspirasi 
oleh nilai-nilai universal Islam, dan urgensi terbentuknya budaya hibrida 
dan kosmopolitanisme Islam yang dimotori oleh gelombang intelektual 
Islam baru yang berwawasan global. 
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